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Puji syukur penulis kepada Allah SWT yang berkat ralmat dari-Nya, penulis
dapat menyclesaikan fests ini untuk melengkapi persyaratan dalam program magister
ilmu hukum Universitas Diponegoro Semarang,

Salawat panjang untul junjungan tercinta Rasclullah SAW, yang berhasil
membuka mata umat atas harkat budaya kemanusiaan yang sejati. Salam untuknya.
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. Kakanda Eko Soponyono, SH, MH, yang felah banyak membantu penulis dalam suka

dan duka.

. Tigo Tungku Sajarangan di  lokasi penelitian yang telah banyak memberi

informasinya. |

. Mandeh Saadah yang sangat tabah dan demokratis terhadap kami anak-analmya,

serta kakak-kakakl semua.
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RINGKASAN

Satu diantara aset perekonomian yang dapat dibanggakan bangsa Indonesia
adalah banyaknya lahan subur yang dapat dengan mudah dikembangkan untuk usahz
perkebunan dianlaranya sawit, sei)eni yang saat ini banyak dikelola oleh perusahaan-
perusahiaan asing maupuln domestik di berbagai dasrah, termasuk di ranah Pasaman,
Sumatra Barat.

Sebagai wilayah yang selama ini ferusa kental dengan sistem kekerabatan
matrilinealnya yang unik dan saral dengan filosofi hidup yang menyertainya, maka
peralihan hak atas tanah dengan tanpa menghiraukan nilai-nilaj adat matrilineal akan
dapat jadi pemicu konflik berkepanjangan sehingga menggugalkan tujuan pémbmlgmzm.

Pennasalahan yung diajuken Iebih menyangkut kepada adu kepentingan :mtarﬁ
pengusaha dan penguusa yang ingih mengopiimatkan pemberdayuan pertanahan dengan
kepeptingan Warga persekutuan yang menjadikan tanzh sebagai aset cadangan buat
kehidupan anak kemenakan.

Dari jawaban permasalahan diharapkan antara lain ditemukan solusi-solusi
terbaik’ dalam pengelolaau tanuh-tanah ulayal sehingga dapat menguntungkan sermua
pibiak |

Penelitian ini mencoba menguak dampak penggunasn tanah nlayat oleh
pengusaha terhadap warga setempat dari segi hukum, ekonomi, mnaupun sosial budaya.
Dengan pendekatan sosiolegal reseurch sudah barang tentu banyak digunakan teori-
teori sosiologi hukwn dalam meneiagh segala fakta yang ditimbulkannya. Teknik
sampling yang digunakan dalam bentuk purposit’ dengan mefode pengumpulan data
berupa observasi dan wawancuara, Tekuik analisis yang dipakai adalah gabungan antara
analisis  domain, tuksonomis, komponensial dan tema kaltural.  Untuk menguji
keakuratan data dilakukan teknik triangulasi sumber,

Hasil penelitian membuktikan adunyu lima alasan yaug menyebabkan warga

may melepas tanah ulayat mereka dengan pola pelepasan yang mengandung dualisme
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hukue, Hukum, khususnya kebijakan-kebijakan penggunaan tanah ulayat tiduk saja
berperan sebagai sarana kontrol sosial, tetapi juga ternyata menjadi sarana social
engineering kedalam warga persekutuan matrilineal. Ia menyentuby sisi yang paling unik
pada sistem kekerabalan ini dengan perlahan-lahan menggeser pola hubungan mamak-
kemenakan kepada pola hubungan orﬁng tua-anak. Akibatmya segala aspek yang
berkaitan dengannya menjadi ikut tergeser. Mamak tidak lagi jadi sandaran ekonomi
andalan dan tidak pula diletakkan dalam lapisan sosial yang lebih terhormat. Konfrol
kaum wanita terhadap kekuasaan mamak kian terlepas dan secara tidak langsung ilut
mempermulus timbulnya kolusi antara pengusaha, penguasa dan mamak. Sementara
anggola persekutuan tiduk mendapatkan keuntungan apapun dari penggunaan tanah
ulayat dengan pola PIR ini. Lahan plasma belum pernah diserahkan ketangan warga
sesual dengan surat kesepakatan yang dari awal dibuat tidak memuat ketentuan-
ketentuan rinci. Dalam interaksi sosial warga, surat kesepakatan ataupun uang siliah
Jariah hanyalah sekedar simbol tanda tetjalinnya hubungan kebersamaan dan saling
kepercayuan, namun disitu tersiral Jelas muatan kandungan kewajiban-kewajiban para
pihak.

Banyak pengusaha memanfaatkan celah-celah kelemahan dan hubungan semi
informal ini untuk tidak memulihkan hak-hak warga dan menipiskan makna
kebersamaan. Penggunaan hukum dalam negara modern ternyata cenderung menggeser

nilai-nilai luhur tradisional yang komunal tolerantif kearah nilai-nilai ekonomis

individualistis.




LLEY B
FENDAHULUAN

Ao Latar Belakang Permasalaka n

Tanah merupakan kepenfingan vital bagi manusia guna diolah vntuk
keperluan pertanian, tempat mendirikan bangonan dan sebagainya. Tak hanya
dipakai vntuk sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi, tanah bahkan kadang
kala menunjukkan sosoknya sebagal penentn tingkat pelapi.san sozial
pemiliknya. |

Senring dengan perfumbnhan penduduk yang cukup cepat terntama
dinegara-negara berkembang dan bercorak agraris sepertt Indonesia,
sementar# lnas tanah tak pernabh bertambah menjadikan nilai tanah semakin
tinggi danpentit%. -
Sejarah telah membultikan masnknya pemermtahan kolonial ke Indonesia
tak laiﬁ berawal dari perebutan tanah-tanah di Nusantara yang umuomnya
prodoktif, sehingga mampu mensuplat kebutuhan komoditi Eropa. Pada zaat
ity muncoilah tuan-tuan fanah dari kalangan bangsa Eropa dengan mendeszale

hak-hak atas tanah Bumiputera.

Alur strategi kebijakan kolonial 1alah bagaimana cara yang lebih efekif

b

untuk memparoleh tanah (dan tenaga kerja) dalam jnmiah yang dipetinkan

cuna meneriskan upaya agar bumi Hindia Belanda, khnsuenya pulas Jawa,




dapat tetap menjadi daerah uzaha agrikultural yang menguntungkan dan zaldo
| pius (batig slot) dalam kas negeri Belanda tetap dapat dijamin.’

Salah zatu upaya yang ditempuh pemerintah kolonial Belanda adalah
dengan mengeluarkan pern};rataan domein (domein verklaring) fiegara
terhadap taﬁah-tanah yang tak dapat dibultikan kepemilikannya oleh bangsa
Bumiputera, dan hal ini berakibat ferjadinya pergeseran kepemilikan hak atas
tanah, terutama terhadap hak-hak ulayat magyarakat hukum adat yang kala ity
banyak belum digarap dan sulit dibuktikan kepemilikannya.

Secara lahiriah, terdapat sedikit juan positif dari dikelnarkannya
pernyataan domein negara oleh pemerintah ‘kolonial Belanda, yakni
menyangkut pemberian keﬁastian hak atas tanah bagi golongan Bumiputera.
Tetap: hakikat yang sesungguhnya dari pernyataan domein tersebut tak lain
uatuk  memberikan dasar legitimasi kepada negara dalam memperoleh
tanah-tanah yang dianggap subur bagi kepentingan perkebunan untuk
selanjutnya diserahkan kepada pengusaha Belanda baik perorangan maupun
berupa badan hukum. Disamping itu pernyataan domein mengandung makna
pula agar tidak terjadi peralihan hak ates tanah dari golongan Bumiputera

kepada bangsa asing selain Belanda.

i

1. Soetandyo Wignjososbroto, Dwer Hidewm Kolomried o Hulgm Nezianal, PT. Raja

Grafinde Dersada, jakarta, 1995, hal, 50,



Alsbatnya nyata dari pernyataan domein olsh pemerintah kolonial
tersebul seperti telah sedikit disinggung diatas, banyak tanah-tanah yang
semula dikvasai orang-orang Bumiputera menjadi beralih dan jatuh ketangan
pemerintal kolonial watulk Sélaﬁjutn}ra digarap dan dijadikan sebagai lzhan
perkebunan yang ditanami kopi, cengkeh, kulit manis dan tanaman jeniz fain
yang sangat dibutuhkan dan laku di pasaran Eropa kala itu
| Dapat dipahami bila pernyataan domein itu berakibat banyaknya
gelongan Bumiputera yang kehilangan hak.atae tanah mereka, mengingat
sulithya bagi :ﬁereka untuk membuktikan bahwa tereka adalah gebagai
pemilik dari tanah-tanah yang mereka knasai, lantaran tingkat pendidikan
mereka yang sangat rendah, bahkan nyaris pada umumnya masih buta huruf
apalagi untuk tidak buta hokum dan belom lazim menggunakan pembuktian
tertulis. Akibatnya terhadap tanabi-tanah yang dianggap subur dan diincar
oleh pemerintah kolonial Belandé begity mudah terjadi pergeseran hak-hak
atas tanah. Tethadsp tanali-tanah yang telsh digarap Buiniputera seﬁalipuﬂ,
apalagi terhadap tanah milik persekutnan yang belum pernah digarap seperti
hak ulayat dengan mudah jatuh kedalam kekuasaan kolonial.

Pemilik tanah dari golongan Bumiputera yang tidak dapat memberikan
pembuktian bahwa tanah yang sekalipun telah digarapnya itu adalah
eigendomnya, maka dianggap sebagai milik pemerintah. Memang pembuktian

tertulis tidak merupakan syarat mutlak, tetapi melalui pembultian tidak



tertuliz seperti pengakuan lizan dan penuturan saksi tidaklah selaly menjamin
bahwa ianah garapan tersebut secara otomatiz akan diakni sebagai eigendom
yang bersangkutan. Apalagi kalan sejak semula tanah tersebut telah
direncanakan untuk 'dipatok. harus berada dalam genggaman pemerintah
kolonial, maka segala rekayaza hokum untuk mendapatkannya akan mudah
dibuat dan diperankan, sebab dipihak lain hanya akan berhadapan dengan
kekuatan yang amat lemah dari golongan Bumiputera yang masih dianggap
dungy,

Terhadap hak ulayat yang pada umumnya saat ftu magih terbengkalai,
atan dibiarkan fak tergarap karena memang direncanakan untuk aset
perekonomian bagi keturunan selanjutnya dari anggota p&r‘éekutum yang
lambat laun pasti akan berkembang dan membutubkan laban nntuk pertanian
serta pembukaan kampung barn, jauh lebih mudah untuk diklaim sebagat
eigendom nagara bagi pemerintah Belanda.

Ketika kemerdekaan Indonesia telah berumur lima belas tahut, ternyata
keberadaan dan statvs hak uvlayat it kembali mendapat pengakuoan
pemetintah. Melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1960 dinyatakan bahwa hak
ulayat tergebut diakui keberadaannya sepanjang hak uiayat terzebut maszih ada
Imi mengandung makna jika dizpaip daerah tertesty hak nlayat spdah tak
dijutupai lagi ataw sudah habis dan _iatuh menjadi milik perseorangan lantaran

berbagai sebab seperti pembukaan lahan pertanian yang terus menerns dari




warga persekutuan sehingga terjalin hubungan yang knat antara subyek dan
obyek (tanah) dan sekaliguz memperlemah hubungan tanaﬁ dengan
perselutuan semula, maka tak perly dihidupkan lagi keberadaan tanah ulayat
yang sudah kehilangan identitésnya terzebut.

Pada setiap (iaerah yang menurut hukum adat setempat mengenal
keberadaan hak uvlayat, tidaklah selaln mempunyai karakteristik yang sama.
Kareltiristik hak uvlayat yang‘dikenal dalam kekerabatan patrilinial ataupun
parental, akan berbeda dengah yang terdapat pada sistim kelkerabatan
matrilinial.

Seperti lazimnya hukum adat yang bersifat komunal, dalam sistim hokum
adat mairilinial Minagkabau, nilai kebersamaan dan solidaritas sosial ferasa
lebsh kental mencuat kepermuokaan. Tanggung jawab dari anggota persekntuan
atau setiap rumah tangga yang ada dalam persekutuan matrilinial tidak hat;ya
sebatas terhadap anggota inti dalam keluarga batih gaja, seperti seorang bapak
yang mestt bertanggung jawab secara layak rnemenulﬁ kebutuhan anak-anak
dan istrinya, tetapi ia punya tanggung jawab yatig lebih lnas lagi terhadap
kemenakan-kemenakannya dan terhadap orang-orang yang sesuku dengannya.
Lebih jauh lagi terhadap anggota persekutuan vang lebih besar. Dengan
demikian tidak mengherankan bila di Minangkaban terdapat pola hubungan
“mamak-kemenakan” yang fidak dijumpai didaerah lain diluar kekerabatan

matrilinial,

g}



Sifat komonal yang melahirkan solidaritas sosial yang sangat tinggi itu
|
membias pula terhadap pemanfaatan hak vlayat vang sebenamya dijadikan

seb}agai simpanan atau perzediaan bagi analk/kemenakan dibelakang hari untuk
I ’ . .

memenubi kebutuhan ekonomi keluarganya.

4 aran hukum adat Minangkaban lebih cendrung unink membiarkan tanah

ula}jrat im tak tergarap sementara belum mampu onfuk itu, dant pada

menjlperaiillkan hak tersebut kepada orang luar persekutuan. Adanya larangan

mexﬁperalihkan hak ulayat tersebut merupakan bukti yang kuat terhadap

kesimpulan diatas.

Sebelum masuknya modal asing ke Indonesia, khusnsnya para pemodal

yang bergerak menanamkan investasinya dibidang perkebunan sawit, ternyata
bml'ﬁfak tanah-tanah hak wulayat yang dibiarkan merimba tak tergarap,
lebih-lebih terhadap halk ulayat nagari dan ulayat suku.

Ada suatu fenomena lain yang menysbabkan tanah-tanah ulayat itn tidak
ban}frak dimanfaatkan oleh anggota persekutuan yakni karalderistik orang
Minjcmgkabau yang memiliki jiwa perantan. Umumnya pola rantan vyang
dilalj:ukan adalah rantau kota dan berharap ditempat fujuan bisa manjadi-
pedégang. Karakter =uko Minangkabau yang suka menjadi pedagang bahkan
. |
' diandalkan menjadt pezaing bagt pedagang non pribumi didalam neger1.

-

Seperti halnya kelaziman vang ferjadi dalam fenomena migrasi, Kaum
|

laki-lakilah yang lebih banyak dari suky Minangkaban pergi merantan.
|



Fenomena ini juga menjadi =alah satn unsur penyebab tak tergarapnya hak
ulayat,

Tampaknya katerbengkalajan hak ulayat bagi warga persekutuan bukaniah
suaty hal yang perlu dirisaukan. Anak’kemenakan yang berangkat merantay
dan tidak ada jaminan untuk sukees dinegeri orang, bila kembali karena gagal
tetap dapat menemui landasan tempat berpijak diatas tanah ulayat untuk
kembali hidup sebagai petani. Paling tidak tanah ulayat dikarap dapat
memenuhi kebutuhan minimum ekonomi keluarganya.

Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakaipun terus berubah.
Perubahan sosial tidak hanya ditentukan oleh unsur-nnsnr mnternal yang
terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan tetapi jusiru lebih banyak
ditentnkan ofeh kekuatan faktor-faltor ekternal yang berada dilvar kontrol
angeota persekutuan.

Derap pembangunan vang begits kuat dan nyaring? jelas  lebih
menekankan efektifitas pemanfastan sumber daya semaksimal mungkin,
Pembangunan ekonomi yvang dicanangkan pemerintah, baik melalui kekuatan
sendiri maupun dengan mengundang modal asing uatuk menanamkan
investasinya di Indonesia, sudah barang tentu akan memanfhatkan zegala
sumber cfaya yang tersedia dan memungkinkan uatuk itn, saty diantaranya
adalah sumber daya alam berupa tenah ulayat guna pengembangan

perekebunan  mauvpun  kepentingan industrial zeperti  industri  untuk



pengolahan minyak‘sawit'j,rang lazimnya dibangun dekat lahan perkebunan
yang ada.

sebelum masuknya modal asing ke Indonesia atan katakanlah ketika
teknologi. pertanian bangsa—ba;ngsa dunia belum secanggih zekarang dan hasil
produksi dari perkebunan sawit zeperti minyak goreng dan pelumas/olie
belum mendapatkan porsi yang strategis serupa kini dipasaran dunia, lahan
pertantan seperti hak ulayat belum menjadi bidikan utama para pengusaha,
Aldbatnya hak vlayat tetap terbiarkan apa adanya, tanpa terusik oleh
kepentingan berbagai pihak Hak ulayat hanya terpergnnakan baru sebagian
kecil saja oleh anggota persekutvan untuk sekadar pemenuhan kebutvhan
pokok, sekalipun peningkatan ekonomi berjalan lambat.

Ketika hasil-hasil perekebunan terstama sawit mendapatkan tempatnya
yang zangat menguntungkan dipasar dunia yang semakin terbuka, maka

semua fanah yang cocok unfuk dijadikan lahan perekebunan sawit menjadi

titik sentral perhatian para investor dan pemerintah. Tak jarang terjadi-

munculnya pereaingan diantara mereka natok mendapatkan lahan-lzhan yang
dianggap subur.

Dalam era globalizasi, setiap negara berlomba-lomba untuk meningkatkan
perekonomian negaranya, termazuk Indonesia. Lokomotif penggerak ekonomi

itu lebih dizandarkan kepada peruzahaan-pernsahaan swasta.




‘Pemerintah menyadari bahwa tanpa andil dari pengusaha-pengnsaha vang
mempunyai modal serfa keterbatasan dana dari pemerintah sendiri, maka
muztahil perekonomian negara meningkat dengan cepat Oleh sebab its
pemerintah cendinng membukaican kran dengan memberikan fasilitas-fasilitas
antara lam berupa kemudahan perizinan bagi badan-badan ugaha swasta pntnk
membuka Iéhan perkebunan kelapa sawit Memang akhir-akhir ini,
pemerintah tidak lagi mengeluat"kan izin barn untuk modal asing yang pnnya
minat berbisniz dengan menanamlan investasinya dibidang perkebunan sawit,
tetap1 tidak untuk badan-badan usaha swasta dalajﬁ negeri. Tidak terdapatnya
lagi persaingan dati modal asing yang barn, kecuali dari pemodahpémodal
asing yang telsh mendapatkan izin sebelumnya, justu  diperkirakan
menatkkan minat badan usaha swasta dalam negeri untﬁk berkiprah pada
lahan yang belum tergarap dan cocok untuk tanaman Jenis ini,

Kabupaten Pasaman di Sumatera Barat adalah salah satu wilayah
potensial dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit. Dengan iklim tropis
yang pas untuk tanaman jenis ini serta lahannya vatg luag tanpa perbukitan,
tak pelak menjadikan daerah ini sebagai primadona pntuk ajang berinvestasi.

Pemerintah  vang bertanggung jawab wntuk  mengembangkan
perekonomian bangsa, melihat hak nlayat sebagai sﬁmber skonomi yang
rancak. Berdasarkan hak menguaszai negara, ternyata pemerintah banyak

berhasil memperoleh hak ulayat di Eabupaten Pasaman yang kemudian



dikembangi{an menjadi lahan perkebunan kelapa sawit Bahkan tak sedikit
diantarnya diberikan kepada pemodal asing untuk digunakan usaha sernpa.
Diantaranya dimiliki oleh PT. Agam Masang Perkasa (PT. AMP) yang
investornya berkebangzaan Sin‘gapnra dengan luas lahan puluhan ribn hektar.
Pemanfaatan maupun tekanan terhadap hak ulayat, lebib-tebih menjelang
era globalizast ini, akan fetap menjadi isue krusial, apalagi bila dalam
pemanfaatan hak tersebut niasyarakat sefempat hanya berdiri sebagai
penonton ténpa memperoleh tetesan dari banjir keuntungan yang didapai para
penguzaha.
Oleh sebab itu perlu dipahami mengenai hak ulayat ini dalam konteks
soztologl lukum masyarakat yang bersangkutan agar penggunaan hak vlayat

tidak mengundang bom waktu yang memunculkan sengketa dikemudian hari,

B. Permasalahan
Pembangunan menighendaki efektifitas pemanfaatan sezala faktor sumber
dava, termasuk sumber daya alam berspa tanah ulayat entah untuk
kepentingan pembukaan perkebunan seperti divraikan dimuka, ataupun untuk
kepentingan industrializasi. Pe;nbangunan harus berjalan cepat ataupun
lambat, tetapi fidak menunggn seperti layaknya tanah ulayat menunggy

perantay gagal yang pulang kampung,
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Dalam kondizi zeperti ini dapat saja terjadi benturan nifai-nilai tradisional
dengan paﬁdangan negara modern yang lebih menekankan efektifitas namun
cendrung bersifat individual.

Nilai-nilai tradisional ciapat saja menuding bahwa efektifitas yang
didengung-dengungkan dan diagungkan itu lebih berwatak pengurazan secara
tamak terhadap sumber daya alam yang telah dianngerahkan Tuhan, karena
bagaimanapun sumber daya alam tersebut mempunyai keterbatasan bila
diekspolaitir secara terus menerns. Apalagi bila dalam pemanfastn snmber
daya alam itu dengan tidak mengindahkan sama sekali nilai-nilai tradizional
yang diannt warga setempat.

Sebaliknya bagi para pengusaha maupun pihak pemerintah, pandangan
fradsisional warga ferhadap hak ulayat dapat dianggap sebagi faktor
penghambat dalam  mengembangkan peningkatan perckonomian bangsa.
Membiarkan hak ulayat terlantar tanpa dimanfaatkan dan hanya dipersiapkan
sebagai tanah cadangan bagi keperluan anak dan kemenakan dibelakang hari
adalah suats prilakn munbazir dan suatu kesia-siaan. Oleh karenanya
diperlukan perubahan-persbahan, antara lain melalui kebijakan-kebijakan
hukum vang dapat membawa dampak tidak kecil terhadap prilaky sosial
warga perzelutnan.

Sejalan dengan uraian diatas, ‘yang tmenjadi permasalaban dalam

penelitian ini adalah :



‘Niiai-nilai tradisional Minangkabay zangat tidak menghendalsi terjadinya
peralihan hak atas tanah viayat kepada pihak lain, termasuk kepada
pengusahan perkebunan seperti yang kini mulai banyak terjadi di Kabupaten
Pasaman, sedanghkan untuk képentingan peningkatan pembangunan ekonomi
bangsa dalam situasi pasar global yaﬁg kian kompetitif, pemberdayaan segala
agst ekonomi strate,gis- termasuk pemanfaatan tanah secara effisten,
perubahan-perubahan  dan -ién_gkah-langkah antisipatif’ lainnya mutlak
diperinkan

Dari permazalahan diatas dapat dirumuskan pertanyaan penelifian sebagai
berikut :

1. Mengapa warfga perzekutuan matrilinial mulai bersedia melepaskan tanah
ulayat mereka kepada penguzaha 7.

2. Bagaimana pola pelepasan tanah ulayat tersebut ?.

3. Sejavh mana kebijakan tenfang penggunaan tanah ulayat oleh orang
luar/penguzaha dapat menjadi instrumen perubahan sosial bagi masyarakat
matrilinial 7.

4. Apa untung mginya bagi warga persekutuan setempat atas penggunasn

tanah ulayat mereka oleh pengusaha 7.



C. Tujuan Penelitian

o

Secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk :

Mengetahui  alasan-alasan penysbab warga persekutuan  matrilinial
melepaskan tanah ulayat :ﬁer‘eka kepada pengusaha.

Mengetahui pola pelepasan tanah ulayat tersebut.

Mengetahui peranan hukum (khususnya kebijakan penggunaan tanah
ulayat) zelalu instrumen pémbahan sostal terhadap masyarakat métrilinial
Mengetahui  keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian  yang
diperoleh masyarakat matrilinial akibat penggunaan tanah L}lﬁ}rat meteka

oleh pengusaha, baik secara ekonomi, maupun sosial budaya.

D. Manfaat Penelitian

1.

b

(W]

Alasan-alasan serta pola pelepasan hak ulayat dari warga persskutuan
mafrilinial f;ang terungkap dari hasil penelitian dapat dijadikan acuan bagi
penguzahan perekbunan yang berminat menanamkan modalnya di
Kabupaten Pasaman.

Hasil penelitian dapat memperjelas peranan mamak, para kepala suko

- (datuk dan penghulu) serta Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagal

lembaga informal dalam pengurnsan hak nlayat.
Hagil penelitian dapat dijadikan acuan untuk dilalmian pembenahan

terhadap hak ulayat oleh pihak terkait, juga terhadap perubahan sosial



yang ditimbulkannya . Disamping itip bermantaat pula dalam mengambil
langkah-langkah yang lebik positif untuk memaksimalkan kenntungan-

keuntungan bagi warga setempat dan menekan dampak negatithya,

E. Metode Penelitian
1. Pendekatan dan Sifat Penelitian,
Penelitian ini nzengguhakan pendekatan sosiolegal research dan sifat
penelitian adalah deskriptif Dalam menggambarkan obyel: penslitian

lebih mementingkan perspektif emic.

Penentuan Sampel.

Teknik sampling yang digunakan dalam  bentuk purposif
Selanjutnya penentuan responden dengan menggunakan “znowball
sampl.ing” (sampling bola salju). Jumlahnya belum dapat dipastikan
sejak semula karena tergantung pada perkembangan data dilapangan .
sampai dirasa tuntas. |

3. Jeniz dan Sumber data.

Jenis data yang dikumpulkan adalah data deskriptif ternfama dalam
bentuic data primer dengan tidak mengenyampingkan data sekunder.
Sumber data primer diperoleh dari responden dilokasi penelitian yang
menurut rencana dilakukan pada dua Kanagarian, vakni Kinali dan

Simpang Empat Pazaman, sedangkan sumber data sekunder berasal dari

14



dt:mkﬁmen-dokumen, makalah, tambo-tambo dan sejenismya yang
berkaitan dengan obyek penelitian.
4. Teknik Pengumpulan data.
Teknik pengumpulan .data vang digunakan dalam penelitian ini
adalah observasi dan wawancara. Pada awal penelitian wawancara
dilakukan tidak berstruktur, namun bila dirasa cokpp wawancata

selanjutnya akan dilakukan dengan berstruktur.  Untuk pengumpulan

data sekunder dilakukan melalui studi doknmen.
3. Alat Pengumpul data.
Alat pengumpul data yang digunakan adalah :
a  Peneliti sendiri sebagal insbumen kunci,
b. Buku catatan.

c. Alat perekam (jika dimungkinkan dan diperkirakan tidak mengundang
kekhawatiran regponden).
6. Teknik Analigis data.
Semua data vang berhasil diknmpulkan dari berbagai sumber
selanjutnya dianalisis dengan menginterprestasikan  secara logis,
sistimatis dan konsisten. Teknik analisiz data vang disunakan dalam

penelitian int mervpakan gabungan antara  analisis domain analisis

taksonomis, analisis komponensial serta analizis tema koltulral.



2. Analisiz domain, dilakukan uatuk memperoleh gambaran/pengertian

yang bersifat umum dan menyelurub tentang apa vang terdapat dalam

pokok permasalahan yang diteliti.  Hasilnya masih merupakan

pengetahuan/pengertian ditingkat permukaan tentang domain atan

kategori kanseptuai (zimbolis) misalnya domain persepsi, domain
mang,’tenipat, domain rasional/alasan lain-lain.

Domain taksoncmis,. dilakukan guna mengetahui domain tertenty
yang sangat berzuna dalam upaya mendeskripsikan atan menjelaskan
fenomena/fokus yang menjadi saseran .semufa penslitian. Dalam

analisis ini dilakukan secara rinei dan mendalam terhadap struktur

internal masing-masing domain dengan cara mengorganisasikan atau
menghimpun elemen yang berkesamaan dizuatu domain.

Analisis Komponensial, dilakukan guna mengetahui perbedaan atan
kontras antar elemen dalam zuatu domain, jadi dizsini tidak lagi
tﬁenunjukan stroktur  internal mazing-masing domain dengan
menghimpun elemen-elemen vang memiliki kesamaﬁn dizuatn
domain, seperti domain taksonomis diatas.

Analisis tema kultural, dilakukan guna mencari “benang merah” vang
mengintegrasikan lintas domain yanz ada dengan gagasan yang
bertumpu pada asumsi bahwa keseluruhan itn lebih dari sekadar

jumlah bagian, situasi zosial dan budaya apapun yang diteliti, dalam



kenj,ratgannya bukanlah sekadar jumlah dari pecahan-pecahan

aktifitas, pelaku, tempat dan fasilitas vang ada dalam situasi térsebut,

melainkan suafu kesatuan yang terpola dalam suatn keseluruhan

(c%mplex Vpaitern) seﬁingga terdapat tema-tema vang dijadikan

orientasi ko gnitif oleh para pelakunya.”

7. Teknik Pengecekan Validitas Data.

Untuk mengecek keandalan dan keakuratan data, maka digunakan
teknik triangulasi data, yakni data atan informasi dari saty pihak harns
dichek kebenarannya dengan cara memperoleh data ity dari sumber lain,
misalnya dari pihak kedua, ketiza dan seternsnya.

Denzin,” membedakan empat macam friangulasi sebagai pemeriksaan
yang memanfaatkan pengunaan sumber, metode, penyidik dan teori
Dalam peneitian ini yvang digunakan triangulasi sumber, vakai
membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suaty informasi
yvang diperoleh melalui walkin dan alat berbeda’ Hal ini ditempuh dengan
cara

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hazil wawancara.

2. Sanapish Faisal, Pepelition Eualiat(f, Yayasan Acah acih Asuhy, hal, 91 — 107,

3. Moleong, Lexy J, Metodologr Penaliticor Khet ey, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1994,
hal. 172

4. i, hal,
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Ly

Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan pmum dengan

apa yang dikatakan secara pribadi.

Membandingkan apa yang dikatakan orang pada situasi penelitiaﬁ
dengan apa yang dikétakan sepanjang wakto,

Membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat
fangberbeda stratifikasi sostalnya.

Membandingkml hazil wawancara dengan isi dokumen yang
berkaitan.



| BARII
HAK ULAYAT DALAM MASYARAKAT PERSEKUTUAN
MATRILINEAL DAN PERUBAHAN SOSIAL

A. Adatnan diadadan Sebagai Landssan Hak Ulayat
Minangkabau yang sering kali diindentikan dengan Sumatera Barat

(sekalipun sebenarnya penyamaan tersebut kurang tepatj dikenal dengan
gigtim kekerabatan yang unik'; matritineal (gariz ketornnan dihitung menurut
keturunan ibn). Bila menvkik lebih jauh kedalam keunikan itn tidak hanya ada
pada sistem kekerabatan demikian belaka, namun mengimbaz pada setiap
aspek keﬁidupan lainnya. Eistem matrilinial ternyata membawa konsekwenszi
terhadap pola kelakuan pada seluruh lembaga sosial yang ada, baik itu pranata
sosial dibidang hukum, ekonomi, kesenian keagamaan dan sebagainya.
Penataan berbagai segi kehidupan berpegang kepada 4 (empat) macam
adat, yaitu
. Adat nan sabana adat

2 Adat nan dicdatian

La

Adat nan Feradaf

Adaf isHadat

o

Dari keempat macam adat diatas, diantaranya ada vang “ndak lakang dek
paneh, ndak lapuak dek hujan” (tidak lekang terkena panas dan tidak lapuk

terkena hujan). Ungkapan tersebut menyiratkan akan kekukuhan dan
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keampuhan adat yang bersangkutan, sehingga terdapat kehatusan mutfak
untuk mentaaﬁnya.

Yang dimaksud dengan adat nan sabana adui ialah segala sesuaty yang
telah demikian terjadi menurﬁt kehendak Alfah, jadi yang tefah merupakan
undang-undang alam yang selaly abadi dan tidak berubah-ubah.

f
Kedalam adat nan sabana adat ini juga dimasukan segala yang diterima dari

Nabi Muhammad SAW menurnt aturan-aturan vang tertera didalanAl-Quran
serfa mepurut nan sepantang syarak tentang sah dan batalnya serta halal dan
haramnya. sesuaty, ataﬁ juga disebut dengan adat yang datang dari Allah
Ta’ala’ }

Adat nan sabana adat ini pada hakekatnya tak lain dari ayat-ayat Allah,
baik itu berupa ayat Allah yang.tefsurat maupun tersirat. Ayat Alleh yang
tersurat adalsh ayat-ayat Allah yang diabadikan dalam Al-Qurann! karim
maupun dalam hadist-hadist Rasul. Sedangkan ayat Altah yvang tersirat adalah
ayat-ayat Allah yang Dia tebarkan didalam alam semesta termasuk

. diantaranya adalah sunnamllah atau kerentvan-ketentuan/hukum alam yang

meliput jagad raya. Diangkatnya adat nan sabana adat ini menjadi landazan

ufama hukum  adat Minangkabau, tampak dari ungkapan adat vang

5. Chainul Anwar, Hukrin Adst Indonazic, Maniya oo Sl MMinangkaban, Rineks
Cipta, Jakarta 1997 hal, 54,

&.  Ibid hal 37.




menyatakan - “adat basands ;;mm;‘é syarak basandi Mtabullah. Svarar
mangaio adat mamakai ™.

Ac!afmﬂz diadatkan ialah adat vang dibuat oleh orang ahlt pengatur tata
alam Minangkabau yaitn Datﬁk Ketumanggungan beserta Datuk Perpatih Nan
Sabatang. Manuruﬁ anggapan rakyat adat ini juga bersifai abadi dan tak
berubah-ubah seperti kita jumpai dalam pepatahi “Jedak lakang dek panch,
fndak lapuak dek fgan >,

Adat nan diadatkan oleh nenek moyang tersebut disusun begifn rupa dengan
mengambil contoh dan perbandingan dari ketentnan-ketentuan alam
takambang (alam terkembang).’

Adaf nan teradat ialah aturan-aturan yang disusun dengan hasil
musyawarah mufakat penghulu-penghuly ninik mamak ditiap-tiap nagari
Minangkaban. Peraturan-peraturan terzebut berguna pntuk melaksanakan

aturan-aturan atau hukum-hukum dasar dari adat nan diadatkan oleh nenek

7. Idrus Hakimi Dt Rajo Penghulu menarbah ungkapan diatas dengan kalimat @ S
net Indek kabeer, palito reor fndak padam (Tarus Hakimi Dt Rajo Panghulu, rangkaian rauctika
adat bazandi syarak di Minangkabu, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1997, hal 20,

Sernua ungkapan adat diatas menyatakan bahwa hulown adae Miraghahau itu bersendikan
kepads syarsh (syariat islarr), yalkni syariat yang berzendikan kepada kitsb Allsh Serus vang
dikatakan olel syariar haruslah rerpakal kedalam adar Dengan dernikian landssan tersebut menjadi
tharat Cermin yang tak permnah biza kabur atau bak pelita nyala yang tidak akan permnah padam. Ia
selaly biza dijadikan cemrain dan unmmk selamanya dapat menjadi suluh pensrang,

Z Chsinil Anwar, Op «it, hal. 57,

¥ Tdrus Hakimy Dt. Rajo Panghuly, Op =rt, hal, 105




moyang yang menciptakan adat Minangkaban térs:ebut karena hukum dasar
dan pokok hanya disebutkan garis besar saja yang dengan sendiri harus
dizesuaikan dengan situazt dan kondisi zetiap nagari vang bersanglutan.

Berdasarkan yatg demik.ian maka aturan adat nan teradat ini tidak sama

coraknya disetiap nagari Minangkabau, dan inilah yang dimaksud oleh
pepatah yang berbunyi © Yain lebuak lain ikannyo, lain padang lain
bilalangnyo. fmn nagart t'mrz'ac(arfzyo “. Artinya, aturan pelaksanaan dizetiap
nagari akan berbeda antara yang satu dengan vang lain. Walaupun berbada
dalam aturan pelaksanaannya, namun tidak berbeda tentang dasar hukumnya,-
yakni sama-sama berdasarkan adat nan diadathan oleh nenek moyang vang
menciptakannya. '’

Sedangkan yang dimaksud dengan adaf istiadat ialsh juga merupakan
aturan adat Minangkaban yang dibuat dengan kata mufakat ninik mamak dan
penghulu-penghulu dinagari-nagari, yaitu pengaturan yang menampung segala
kemauan dan kesukaan anak nagari selama menurut ukuran alur dan patut.
Pendeknya peraturan ini menampung kesukaan dan hiburan !

Adat nan sabana adaf dan adatnan diadatkan dalam szebotan sehari-hari

disebut “adat”, sedangkan adat nan teradat dan adat istiadat dalam sebutan

10. Jrd, hal, 110,

11, FEd, hal 112,
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sehari-hari dizebut “isHadat”. Keempat jenis adat tersebut, yakni adat nan
sabana adat dan adat nan diadatkan oleh nenek movang vang menciptakan
adat serta adat nan teradat dan adat istiadat, dihimpun sebutannya dalam satu
kata majemuk, yaity “adat “.';'?fiat'{fli' Mmaﬂgkaému “. Keempat macam adat
tersbut menyatu dalam penghavatan dan pengamalan masyarakatnya, dan
ditemui juga ungkapan “baadat Mirnangkabau™.
Yang sangat penting untuk dikatakan ialah bahwa keempat macam adat
tersebut menurnt sifatnya terdiri ataz dua jenis, yaity :
1. Adat nan babutua wari, yang tidak boleh diubah, walau dengan mufakat
sekalipun, yaity
a. Adat nan sabana adat.
b. Adat nan diadatkan.
Kedua-duanya merupakan hukum dasar adat Minangkaban, tak lakang
dek paneh tak lapuak dek hujan, dikikih bahabih basi, dibasuah bahabih
aia.
2. Adat nan babuhua sentak, vang boleh dinbah defigan  melaloi
musyawarah, yaity
a.  Adat nan teradat.

b, Adat i=stiadat

| o]
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JK&dua—duanya adalah peraturan pelakzanaan dari adat nan diadatkan sebagai
hukum dasar dari adat Minangkabau.

Uraian  diatas memberikan pemahaman kepada kita bahwa adﬁ
ketentnan-ketentuan dari adﬁt yang tak dapat ditawar-tawar, ketentuan mana
diharpskan terwujud dalam perilaku sosial masyaralat matritingal, Artinya ada
pola perillaku sosial yang tak dapat disimpangi. Diantara ketentuan-ketentuan
adat yang tak dapat disimpangi dan semestinya hidup dalam prilalm sosial
magyarakat matrilinial adalah seperti yang terkandung dalam adat nan zabana
aclat dan adat nan diadatkan,

Berbeda denga pendapat Idrus Hakimy Dt Rajo Panghuhi yang hanya
memberikan  kesempatan perubahan pada adat nan babuhua sentak,
Dr. Chairnl Anwar fustru memberikan kesempatan dan peluang untuk
terjadinya perubshan adat dari adat nan babuhua mati, khususnya terhadap

adat nan diadatkan. Sifai keabadian {(babuhua mati} dari adat nan dradatkan
hanya ada dalam anggapan rakyat, bukan metrupakan =ifat asasi dari adat itu.

Seperti telah dinraikan dimuka, bahwa adat nan diadatkan adalah adat

yang dibuat oleh dua bersaudara dan dipercayai sebagi nenek moyang orang

12, frd hal. 113 =114,

1%, Chairul Anwar, Op oft, hal. 57.
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Minangkabay, yaitu Dt. Perpatih Nan Sabatang dan Dt. Katumanggungan,
adat mana-merupakan hasil inspiraéi dart belajar kepada alam janh sebelum
[slam masuk ke Indonesia, vang kemudian dituangkan kedalam bentuk
pepatah, petitth, mamang, bideﬁ, patun dan zebagainya.

Dengan demikian sebemiﬂ};é dazar adat Minangkaban it tidak nyata
kelihatan,'tet'sembunyi dalam rangkaian pepatah, petitih, gurindam, mamang,
bidal, yang membutuhkan rasa dan peragaan serta fikiran, karena uvmumnya
peratran-peraturan  didalam adat divcapkan melalui kiazan  dan
perumpamaan, '

Sudah barang fentn yang dimaksud Idrus Hakimy Dt Rajo Penghuls
tentang dasar adat yang tidak nyata kelihatan ini lebih ditujukan kepada adat
nan diadatkan, karena memang itvlah yang ditvangkan kedalam karya budaf,fa
manusia berbentuk gorindam, pantun dan sejerzishya, namun hal ini bukaniah
lantas dapat diarfikan bahwa tidak diperiukan kekvatan raza dan fikiran dalam
menangkap makna dari ketentuan adat nan sabana adat.

Ketnudian setelah Islam masuk ke Minangkabau, adat yang semula
bersumber dari alam terkembang jadi gurn, seperti mendapat wadsh barn
lantaran ajaran Islam yang mengandung banyak perintah uniuk bersuru
kepada alam. Menjadi sempurnalah adat Minangkabau oleh ajaran Iﬁ:]am, dan

pada perjalanan waktu berikutnya, ajaran Islam itu ditarik ketangga pertama

14, Tdvrue Haltirey Dt Fajo Denghulu, Op o, hal, 17,
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{andazan adat, sedanglkan adat nan diaadatka digeser uniuk cukup berada pada
peringkat sesudahnya.

Dari keempat macam adat itu, adat nan diadatkan merupakan
aturan-atoran y:ang gecara laxigsu11g paling banyak berkaitan dengan susunan
masyarakat matrilinial dan berlaku vntuk seluruh kanagarian yang berada
dalam ranah Minangkabau. Adat nan diadatkan tersebut meliputi :

1. Cupak narn duo, terdiri dari ;

a. Cupakusail

L -~

& Cupak buatan.

[

Fato nan ampek, terdirt dar
a. Xafo pusain,

b, Eato mupakaf.

o Kato dahulu.

d. Eoto kudian.

b

Undang-undang nan ampek, terdirl dari :
a. Undang-undang luhak/rantau.

b Undang-undang nagari.

¢ Undang-undang didatem nagari.

d. .Uncz’ang-mzdfmg nan duo puluan.

4. Nagari nan ampek, terdiri dari

. Taratalk

frd
Lo}
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d. MNagari.

Cupat dalam arti ‘'zebenarnya ialah ssruas bambn dipakai orang
Minangkabau untuk ﬁlenentukan_ suaty isi takaran, dan ukuran ruas bambuy
secara alami (menu;*ut asal atay usalinya) tidaklah seragam. Dengan demikian
cupak usall im mengandung makna simbolis dari penjelmaan alam vang
tercipta dalam takaran tidak seragam

Hal ini menurnt Chairul Anwar mengkiaskan bahwa jika segala sesuatn
penjelmaan alam ini dipakai oleh tiap tiap orang dipakai sebagai alat ukor
untuk kepentingan dirinya, maka tak akan dijumpéi kesatuan pendapat karena
masing-masingnya bertolak dari ukuran yang berbeda, sehingga bila hanyé
“cupak vsali” saja yang digunakan akan menuju kearah keknasaan anarki
Sebab ita diperlukan cupak buatan,

C"upak.“ buafan menyimbolkan akan keharnzan adattya ukuran/makna
seragam yang dapat digunakan masyarakat dalam berinteraksi, Dengan
demikian akan terdapat kesatuan ukvran, persepsi yang sama. Jadi cupak

buatan ini menyiratkan akan aturan-aturan yvang dibuat dan punya kepastian

hukum dalam ranah Minangkaban.

15, Lihet Chairl Anwer, g, hal, 61,




Fato pusiks merupakan kata-kata mutiara yang berasal dari kedua tokoh

pendiri adat Minﬁngkabau yang kemudian dijadikan acuan dalam setiap gerak
kehidupan,
Contoh 1. Malantiang mm-zuﬂx fanglk,

Tantang bana buah karareh

(melantingkan/melempar (harus persis) menuju (ke) tangkai

(buah).

(setentang (tepat) benar buah akan jatnh)

Contoh 2. Alang tukang binass ka VU
Alang alim rusak agamo
(kepalang/serba tanggung) fukang binasa kayu).
(kepalang alim rugak agama).

Laio rufakat ialah putusan yang didasarkan pada kesepakatan berzama,
sesual dengan alur dan patut Aturan yang meropakan kata muofakat ini
menurut Chairul Anwar bertujuan  untuk menyelaraskan diri  dengan
perkembangan dinamika hidup bersama, sehingga perly ada aturan-sturan
bary mengatur hal-hal vang baru timbul kemudian, karena hal itu belum
timbul divwaktu “ninik nan badue” selakn pendiri adat Minang membuat kata

&
puzake.'

18, Likat Chairi] Ariwar, Ibidd hal. 64,
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Kato dakulu ditepati, demikian nnghapan adat makendnya kebiasaan yang
lalo sefauh ity membawa kemaslahatan umum haruslah tetap sebagai
demikian, termasnk menepati/merealisir putusan motakat Zafe kudian (kata
kemudian)‘ mernpakan “tafa ba;:f:arz' ¥, maksudnya kebiasaan-kebiazaan dahuly
karena banyak juga yang kurang baik maka dicarilah penggantinya yang dapét
menimbulkan kebajikan pada isi nagari.

Undang-undang nan ang&e,‘w mefiputi ; undang-undang Luhalk/rantau,
undang-undang nagari, undang-undang didalam nagari dan undang-undang
nan duo puluah. Undang-undang Luhak/rantau dituangkan didalam ungkapai
adat ‘ie::‘mk nan bapanghuly, rantoy nan beeraja” (luhak yang berpenghuly,
ranfau yang beraja). Ranah Minangkabau yang mencakup daerah asal disebut
Darek (darat) dan dibagi' dalam tiga lvhak (Agam, Lima Fuluh Eota, Tanah

Datar), masing-mazing dikepalai pengholy, dan daerah rantan yatig
menfjangkan sepanjang pesizir selatan dan barat, sampai kepesisir timur
Sumatera seperti Rokan, Siék, Rampar dan sebagian Jambi, dikepalai seorang
raja. Segala ketentvan yang dibuat penghulu dan raja tidak boleh bertentangan
dengan adat nan diadatkan selaku ketentuan umum dalam membangun
persekutuan matrilinial.

Undung-undang nagari mempakan aturan-atoran yang mengatuy syaraf-

syaral apa yang harus dipunyai oleh tiap-tiap nagari, antara lain, harus : -

balabuah (berlebubfalan raya), batapian (bertepianttempat mandi) babalai

[
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(berbalaitberpasar), bapandar  pokuburan {berpendam perkuburan),

damusaitl (bermesjid),

lindang-undang datam nagari adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur

masyarakat setiap nagari, dalaxﬁ berbagai aspek kehi dupannya.
Misal : Satah cotol malantianglkan.
Salak ambiak mangumbali,
Kaba batk baimbauan.
Fabe buruak baambauan
(salah cotok memperlantinglkan),
(salah ambil mengembalikan).
{kabar baik dihimbaukan).
(kabar buruk berhamburan).
Undang-undang nan duz Puiuan adalsh merupakan ketentuan pidana adat

yang ferdirt dari dua puluh ungkapan simboliz. Diantaranys :

Tasindorong jajak manurun.

Tatuldak jajak mandald.

Alak bauriah bak sipasis .

(terdorong, (merupakan bukti) Jjejak (orang) menntun).
(tertukik, (merupakan bukti) jejak (orang) mendaki).

(telah bergores seperti sipasin ( sejenis udang),



Magari nan ampek yang terdiri dari taratak, duzun, koto, ;tlan nagari pada
hakikatnya semua merupakan proses terbentuknya nagari yang bermula dari
koto, meningkat menjadi taratak, dusun dan :akhirnya menfadi nagari. Ukuran
dati setiap proses yang dilalui fermaktub dalam adat nan diadatkan.

Balah satu pengaturan yang khas dalam adat nan diadatkan adalah
menyangkut bidang pertanahan, yang dimiliki bersama-sama olel kelompok
kekerabatan matrilinial, baik dalam jumlah bezar ataupun kecil digébuf hai

ulavat,

Kato pusako yang mempakan wujnd dari cupak buatan untuk dijadikan
undang-nndang nagari, melnkiskan hak vlavat dengan -

sakalian nego hutan tanah,
baiakpun Jirek nan sabatang,
balaxpun rumputk nan sahatai,
daiakpun kasiak nan saincek, _
kabawah swmpal takastak bulan
kaateh nyato taambun jantan,
pangkek pangulu punyo ulayat
(Bekalian yang tumbuh dihutan tanah,
batkpun jirek nan sebatang,

baikpuon tumpui nan sehelai,

baik pun pasir nan sebutir,




kebawah sampai kepaszir bulan (perut bumi),
keatas nyata (sampai) keembun Jantan (embun lapisan atas),
pangkat penghuln pusya ulayat).
Tajamnya ungkapan adat 'nan diadatkan sebagai landasan hak nlayat ikut
maWarnai penentuan posisi serta strategi penggunaan hak ulayat menurut adat,
terutama untuk menjaga keseimbangan ekonomi untuk anak Lkemenakan

dibelakang hati.

B. Kekuatan dan Jenis Hak Ulayat serta Perbedaannya dengan Harta

Pusaka Tinggi

Boedi Harsono menyatakan, hak nlayat merupakan seperanghkaian
wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang
berhubungan dengan tansh vang terletak didalam lingkungan wilayahnya.
Sebagaimana kitz ketahmi, wewenang dan kewajiban tersebut ada yang
termasuk bidang hukum perdata, vaitu vang berhubungan dengan hak
kepunyaan bersama ataz tanah tersebut Ada juga yang termazuk hukom
publik, berupa tugas kewenangan univk mengelola, mengatur dan mEmimpin
penguasaan, pemeliharaan, peruntukan, dan penggunaannya,
Hak ulayat meliputi semua tanah vang ada dalam lingkungan Wilayah

masyarakat hukum yang bersanghutan, baik vang sudah dihaki oleh sezeoranc
¥ £
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mavpun vang belum. Masyarakat huokum adatlah sebagai penjelmaan dari

seiuruh anggotanya yang mempunyai hak ulayat, bukan orang georang,

Hak ulayat mempunyai kekuatan berlaky keluar dan kedalam. Kedalam

berhubungan dengan para x.,vafganya. Sedangkan kekuvatan berlaky keluar

dalarm hﬁbun_gannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang
disebut “orang asing” atau “orang luar” "
Kekuatan keluar dari hak ulayat menurut Ter Haar Bzn meliputi ;

1. Anggota sukn bangsa lain (juga tetangganya) tidak boleh mengambil
manfaat dari tanah deerah hak ulayat, keenali dengan izin kepala
suku/masyarakat hukum, dan dengan memberi semacam hadiah kecil
(uang pemasuian, Aceh : mesi, Jawa) lebih duly. Izin yang diberikan
kepada suku bangsa lain bersifat sementara, misaloya untuk zelama saty
musim panen Dalam prinsip anggota lain suky tidak dapat mempunvai
hak milik atas tanah-tanah terzebut,

2. Suku bangsa/masyarakat hukum yang mempunyai hak ulayat atas
wilayahnya, bettanggung jawab atas hal-hal yang terjadi dalam
wilayahnya itn. Misaﬁum apabila ada anggota suku bagsa lain ditemukan

meninggal atau dibunuh didalam wilayah tersebut. maka suku/masvarakat

V7. Deedi Harsone, Hidmim Agrasia Iadonscia Sl Fembenties: Ddang-cosdans
Fokok Agraric, Iol din Felaisarsommys, Jarrbatan, JTakarra, 1994, hal. 182,

s
48}




!}J

Lo

hukom wilayah yang berzanghutan bertanggung jawab untuk mencari

sipembunuh atan membayar denda

Sedangkan kekuatan berlaky kedalam dari hak ulayat meliputi :
Maszyaralat hukﬁm/’anggatanya bersama-zama dapat mengambil manfaat
dari tanah serta tumbuh-tumbuhan mappun hewan liar vang hidup
diatasnya.

Anggota sukn béngsa/masyarakat bukum, untuk keperluan sendiri berhalk
untuk berbury, mengmﬁpulkan haszil hwotan (yang kemudian dimiliki
dengan hak milik) bahkan berhak memiliki beberapa batang pohon yang
tumbuh liar bila pohon itu dipeiihara olehnya.

Mereka mempunyai hak untuk membuka tanah dengan pengetahuan
kapala sukufmasyarakat.hukum. Pembukaan tanah cfengan pengetahnan
kepala suku/masyarakat hulum /desa merupakan euatn perbuatan hukum
yang mendapat perlindungan dalam magyarakat hukum ity Hubungan hak
antara orang yang membuka tanah dengan tanah vang dibuka, makin lama
makin kuat, bila fanah tersbut terns menerus dipelihara/digarap, dan
akhirnya dapat jadi hak milik sipembuka, Sekélipun demikian hak vlayat
mazsyarakat hukuin atas tanah ity tetap ada walaupun melemah Apabila

tanah  yang sudah  dibuka ity kemudian  dibiarkan  tidak

24




divruz/diterlantarkan maka tanah akan kemballi menjacﬁ tanah hak vlayat
masyarakat hukuny/desa.

4. Oleh masyarakat hukum sendiri dapat ditentukan bagtan-bagian wilayah
yang akan digunakan lll;itllk tetapat pemukiman, tempat untuk makam,
penigembalaan umum, sawah dan lain-lain kepertnan bersama. '®
Ehusus untuk hak ulayat dalam persekutuan masyarakat matrilinial,

Dt B. Nurdin Yakub menyaﬁkan bahwa tanah ulayat meliputi tanah-tanah

yang belum dinzahakan oleh warga persekutuan dan menjadi milik nagari

dengan batas-batas sesnai dengan situasi alam sekitarnya. Kata adat “Fabukik
Eaguliang aia, kalurah baanak sungai™
Selanjutnya beliay membagi tanah ulayat menjadi dua macam :

1. Ulayat nagari, berupa hutan yang menjadi cagar alam dan tanah cadangan

nagati, disebut hutan tinggi.

b

flayat kewm, berupa hutan yang dapat dimanfaatlkan tetapt yang belum

diolah, dizebut hutan randah.

t3. Iman Soetilmjo, Politie  dgravin Nasionad, Gajah Mada University Prass,
Yogyakarts,1094, hal 45— 47.

19 Lihat Dt B. Murdin Yakub, Minanghaban Twnh Pusalea 2, Pustaka Indonesia,
Bukittitigl, 1929, hal, 55.

20, Ibid, hal




Dari beberapa kepustakaan yang mencoba menguraikan liku-liky seputar
hak ulayat di Sumatera Barat, terlihat sedikit kerancuan dalam pensmpatan
hak ulayat. Adakalanya hak ulayat ditempatkan dalam kategori pusaka tingg,
namun dipihak {ain _seringkal.i dilepaskan dengan penamaan tersendiri zebagai
hak ulayat. Hal demikian dapat dipahami mengingat karalkteriztilk dari harta
pusaka tinggi ternyata banyak mengandungkemiripan dengan hak ulayat,
terutama dafam hal larangail terjadinya peralihan, sistim pewarizan yang
mentganut pola hubungan mamak-kemenalkan.

Deng;an demikian, disamping terdapainya hak ulayat vang diwariskan
oleh kelompok matrilinial, baik dalam jumlah begar seperti nagari, ataupun
dalam julmlah kelompek yang lebih kecil seperti kaum dan diwariskan kepada
generasi berikutn}r:; dalam kelompok masing-masing, bils ditinjan dari sudut
asal muazal harta benda, harta pusaka (yang dapat dipusakai ahli wariz)

didalam masyarakat matrilinial, terdapat lagi tiga golongan harta, yakni :

- 1. Harta pusaka tinggi.

2. Harta puzaka rendah
3. Harta pencarian.

Harta pusaka finggi ialah harta yang sudah dimiliki kelvarga hak
penggunaannya secara trun temurun dari beberapa generasi sebelumnya,
hingga bagi penerima harta itu sudah kabur asal usulnva. Dalam beberapa

daerah, harta seperti itu disebut Aarta tus, oleh karena sndah begitn tua




umbrnya. Kekabuoran asal vsul harta pusaka tinggi ity disebabkan oleh
beberapa hal, anatara lain ialah, pertama sudah begity jauh jarak waktu antara
adanya harta itu dengan pihal yang sedang mengusahakannya, hingea tidak
dapat lagi diperhitingkan déngan tahunan. Kedua, karena harta itu sudah
betrcampur baur dengan sumber laii; yang datang kemudian,
Dari penjelasan tersebut diatas dapat dikemukan ciri-ciri khusus dari harta

pusaka tinggi, vaitu :

1. Tidak dapat diketahni secara past azal usnlnya.

2. Oteh karena ity yang memilikinya adalah kaum secara bersama-zama

untuk kepentingan berzama, cleh karenanya,

3. Tidak dapat berpindah tangan keluar kaum yang memilskinya kecuali bila

dilalwkan oleh kaum secara bersama-zama pula?

Sejavh ciri-ciri diatas kita hadapkan kepada hak vlayat, khusuenya hak
ulayat kaum, tampak sekali adanya banyak unsur kemiripan, hanya saja hak
ulayat kaum belum tergarap sebégain_aana layaknya pusaka tinggi kaum.
Akibat selanjutnya, bila dizebutkan dengan istilah fawalk rmwr, maka

dimaksndkan dengan itu biza dalam pengettian tanah pusaka tinggi kanm

21 Amir Syarifuddin, Pelabsanar Hubum Eewaran Eom dedam LingRirga Adat

Mirenghatow, Gumng SAgung, Takarta, 1 0&4, hal. 215,

22, Ibid, hal. 217,




{puzaka tinggi yang telah tergarap), biza pula mengenai tanah vlayat kaum
(tanah-tanah kaum yang belum tergarap).

Harta pusakn ﬁ?ﬂt‘t’d/‘l yaitu harta yang dipusakai seseorang atau kelompok
vang dapat diketahui secara pésti azal usul harta itu. Ini dapat terjadi bila harta
itu diterimanya dari sam angkataﬂ- diatasnya seperti ayah atan mamaknya,
begitu pula dari doa tingkat diatasaya yang masih dapet dikenalnya, seperti
ninik, baik oleh ayah, atau ninik atau mamak, harta itu didapatnya mefalui
uzahanya sendiri. Beseorang yang mendapatkan harta dari hasil usahanya
sendiri, berhak mendapatkan manfhat dari harta ity untule kepentingan sendiri
bersama anak cucunya Tetapi bila ia sudah mati, maka harta ity diwarisi
secara tidak terbagi oleh angkatan dibawahnya. Dengan demikian, harta itu
digabungkan kepada harta puzaka. Harta pusaka rendah bila sekali diturunkan,
dengan sendirinya menjadi harta pusaka ’cinggi.23

Harta pencarian yaitu harta atau tanah yang didapat oleh seseorang

sebagal hasil usahanya sendiri. Harta hasil usaha zendiri ity dapat dipizahlan

¥,

kedalam dua bentuk : Pertama ; fembilang besi yaitu tanah yang didapatnya
melalui hasi! teruko dari tanah ulayat kanm. Hasil dari perbuatan menaruko ifu

adalah hak bagi yang menaruko datam bentuk “sengoam beruniuk”  dan

depat dimanfaatkannya bersama dalam kelnarcanva. Pencertian tembilane
P ] = arl
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best dipergunakan, sesuai dengan alat vang dipergunakan waktu mendaptkan

tanah itu.

Kedua ; fembilang emas yaitu harta atan tanah yang didapatnya dengan cara
| : membeli atau memagang yaﬁg vang untuk maksnd itu adalah dari hasil
uzahanya zendin, Termﬁsuk kedalam kelompok ini harta kanm yang tergadat
\ untuk kepentingan kaum, yang ditebuény& dengan hasil usahanya sendiri
selam vang tebusan itu belum dikembalikan oleh kaum ™
Berbeda dengan pendapat Dt. B. Nurdin Yakub seperti telah dinraikan
dimuka, Syofyan Thalib membagi hak ulavat menjadi tiga jenis : hak ulajrai
nagari, hak olayat sukn dan hak ulayat kanm Sehobungan dengan in .
dibeberapa daerah di Sumatera Barat ada pula yang memakat istilah tanah
kaum untuk ulayat kaum, tanah suku ntuk ulayat sukn dan tanah nagari untuk
ulayat nagari.”
Lebih lvas dart pendapat Syofyan Thalib, Idruz Hakimy Dt Rajo
Panghulp menyatakan :
Dalam hal ini, adat Minangkaban mempunyai ketentuan : hak yang
tertinggi atas tanah adalah hak ulayat dan hak ulayat ini hanya boleh dimiliki

berzama dan fidak boleh dimiliki oleh perzeorangan. Oleh sebab itu, vang

34, Ioid, hal. 218,

25, Likat Syofiyan Thalib, BRHEMN, Sipposium UIFA deer Medudhdes: Tanah-tesah Adot A
Indoresie, Bina Cipra, 1978, kat, 210,




mempunyai hak vlayat adalah nagari, persekutuan dari nagari, kampuang,
suku, kanm dan sebagainya. Selanjuénya hak vlayat itu tidak boleh dijual atan
diperialakan sehingga dia hilang ™

Penguaszaan hak ulayat nagart berada ditangan pasguiv nan empat suku
selala pimpinan  suku dasgar (induk suku) diafam Minangkaban Keempat
suku tersebut talah : bodi, caniago, koto, dan piliang, Sedangkan tanah vlayat
suky  berada pada datuk j)enghulu vang berada dalam suoku yang
bersaangkntan saja, dan penguasaan terhadap uvlayat kant ada pada tangan
mamak kepala waris selaku pimpinan kauin.

Dalam hal ini terdapat perbedaan antara adat ofo Fitiang dan adat Bodi
Caniago. Menurut adat Koto Piliang yang mengenal adanya panguln pucuak,
hak ulayat berada ditangan panguln pucuak, éedangkan menorut adat Bodi
Caniago yang mengenal kesamaan hak penghuly, hak vlavat berada ditangan
seﬁap penghnlu.”

Untuk hak vlayat kastn yang kepemimpinan kaum ada pada tangan
mamak kepala waris (umumnya laki-laki tertua dan pandai dalam kaumnya)
tidak otomatis memberi hak pennh padanya vntuk mengambil kebijakan

keluar terhadap tanah kaum, namun diperlukan persetujuan seluruh anggota

2&. Tdrus Hskimmy Dt. Kajo Penghulu, Op oit, hal. 208

27, fumir Syarifuddin, Op o1, hal. 215,
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kaum perempua dalam garis teratas. Dengan demikian anggota perempuian
vang selalu menetap tinggal dalam clan kaﬁnmya (perkawinan semenda) dan
membesarkan anak-anak mereka febih Berkepentingan unfuk tetap menjaga
kelestarian tanah nlayat kaum. agar tidak jatuh kepada pihak luar,

Yang berkuasa terhadap harta pusaka dalaﬂ;' lingknngan kaum ity secara
praktiz ialah perempuan tertva dalam rumah gadang, karena dalam sistim
kekerabatan matrifinial, by tertua ito berkedudukan sebagal kepala kelnarga
dalam rumah gadang. Peranan laki-laki sebagai tungganal hanya mengawasi
penggunaan harta itu. Dalam liubungannyﬁ keluar iingkﬁngaﬂ kaum, terutama
menyanghkut peralihan hak atas harta dalam keadaan tertentu, atan mewakili
kaum dalam penyelesaian sengketa harta pusaka dilakukan oleh tungganai
atay nm:jml—: kepala waris. Kedndukan tungganai dalam hal ini lebih banyak
bersifat lambang, zedangkan yang berkuasa secara prakts adalah

=
parempuan.

C. Makna Hak Ulsyat bagi warga persekutuan Mawilinial dan larangan

peralihannya

Terlepas dari luas gempiinya pengettian/pembagian hak ulayai yang
dikemukakan oleh para ahli diatas, namun dalam satn hal mereka zepakat.

bahwa baik hak ulayat maupun harta pusaka tinggi tidakiah boleh dialihkan

22 Harna, Adar Miranghatau Menghadep i Revolusi, Firraa Tekad, Jakarta, 1063, hal. 33,
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soma zekali. Kedvanya hanya boleh diwariskan melalni pola hubungan
mamak-kemenakan menurut gariz keturunan ibu, baik ity kepada kemenakan
dibawah .c.Ia.guai{, kemenakan dibawah dado, kemenakan dibawah parnik
maupun kepada kemenakan cliﬁawah lutut. -

Kemenakan dibawah daguak adalah kemenakan vang mempunvai
hubungan tali darah baik yang dekat maupun yang jauh. Kexnetlakan’ dﬁlam
kelompok ini zering juga disebut dengan kemenakan batali darah (kemenakan

_bertali darah).

Kemenakan dibawah dado adalah golongan kemenakan yang mempunyai
suku sama pada satu kanagarian, namun penghnly suku berbeda. Kemenakan
kelompok ini dizebut juga dengan kemenakan batali siéo (kemenakan bertali
antra).

Kemenakan  dibawah  paruik/pusek  (perutfpusar) adalah golongan
kemenakan yang mempunyai suku sama tapi ber‘béda kanagarian. Kemenakan
kelompok ini disebut juga dengan kemanakan batali wneh (fkemenakan bertalt
emas).

Kemenakan dibawah lufuik (lutut) adalah kelompok orang datang berasal

-dari suku dan nagari yang berbeda lantas diakui sebagai kemenakan Mereka
digolongkan orang vang “hinggok mancakam, fabang bastfurgn” fhiﬁ,g_gap

mencengieram, terbang bersitumpu), karena minia diakni zebagai kemenakan



dalam zukn. Kelompok ini dizebut juga dengan kemenakan batali budi
(kemenakan bertali budi).

Dengan banyaknya ragam kemenakan zeperit diatas, maka sedikit sekalf

kemungkinan suaty harta pusaka seperti hak ulayat akan kehabisan ahli v ’ar.is.

Telah zejak lama masya;akat Minangkabay zadar bahwa fanah sampat
kapanpun tetap akan mempunyai aset ekonomis yang sangat strategis, sebab
it selaly dipertshankan. Hak nlayat vang tak boleh diperiual belikan (jua
indak dimaken bali [ jual Hdak dimakan beli) pada hakikatnya bertujnan uatak
mempertahankan hak ulayat secara uivh agar kelak dapal menjadi tanah.
cadangan bagi sandaran kehidupan skonomi anak kemenakan dibelakang hari.

Disamping itu, ternyata harta pusaka'tanah olayat juga difadikan sebagi
simbol status sosial dalam masyarakat matrilinial. Mastabat dan keaslian
sezeorang (agar tak dianggap zebagai pendatanﬁ) (pga zering melekat pada
keberadaan hatta ini.

Jika zuaty kaut tidak mempunyal tanah vlayat zendivi meskipnn mereka
mempunyai “tanah tembilang emas (tanah vang dibeli atau dipagang) maka
teadaan itu akan menentukan bahwa mereka bukanlsh penduduk asli,
melainkan disebut sebagai “orang datang”, vang kadang kala dipandang lebih
rendah  sulmnya  Masyarakat Minangkeban menyadari bahwa  tanah

merupakan fakior pengikat diantara mereka.
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Karena puzaka sawah ladang, hutan dan tenah merupakan daerah vlayat
(wilayah) bagi seorang penghulu tempat berkembang dan hidup kaum yang
dipimpinnya. Kalan pusaka terzebut telah tefjual, sukunya akan berpindah
kesuku [ain dengan pindahny-a hak milik yang fadi wilayah terssbut, walaupun
pada lahirnya pusaka tersebut masih tetap pada tempat semula. Manah orang
tna akan hilang dan bangsa terdiri dari- kebangsaan kasm yang berkembang
ciataz tanah tersebut akan kéhilangan daerahnya. Maka, hilanglah bangsanya
karena adanya snky bangsa adalah dengan adanya penduduk dan metpunyai
daerah yang tertentu,™

Timbulnya ketentvan larangan untuk memperalibkan hak ulayat pada
persekuiuan mafrilintal, akan lebih mudah untuk dipahami, bila kita mencoba
‘meneropong struktur masyarakat Minangkabau, yang mengenal beragam pola
hubungan kekerabatan dengan zegala konsekwensinya, vaitu :

1. Hufungan srang fus jo anak (orang tua dengan anak).

2. Hubungan mamak jo kavanakan (mamak dengan kemeﬁak&n).

3. Hubungan sumando jo sumandan {semenda dengan pasumandan).

4. Hubungan miraniu jo minfio (menanty dengan mertua).

5. Hubungen induak bako jo anak pisang (seorang perenipuan dengan anak

sandara laki-lakinya).

30, Idve Hakirny Dt. Bajo Penghuly, Op o, kal, 205
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Dari kelima pola hubungan ini yang perlu mendapat sorotan dan banyak
kaitannya dengan hak ulayat adalah pola hubungan vang pertama dan yang
kedua.

Huborgan antara ar‘ang.tua témtama ‘ihu dengan anaknya merupakan
hubungan kekerabatan yang paling dekat di Minangkaban. Kedekatan
hubungan ini sebenarnya telah diwujudkan sejak mulai dalam kandungan
sampat kepada perawatan anak yang lebih banyak dalam asuhan balai kasih
ibu. Dari realitas seperti it adat Minangkaban menarik sianak vatuk berada
dan mewarisi sukn/clan ibunya. Sedang sibapak vang dianggap tamn dalam
clan ibn (per‘kawinaln semenda) tetap mentadi kepala kelvarga dalam romah
tangganya dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak istrinya.

Unghkapan adat menyebutan :

Fatuak paku kacang balimbing
Tampuruang lengzang-lengganghkan
Anak dipanghu kamanakan dibimbiang
Urang kampuang patenggangian
{keluk paku kacang belimbing
tempurung lenggang-lenggangshan
anak dipangkn kemenakan dibimbing

orang kampung diperteggangkan).
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Seorang bapak harus bertanggung jawab unfuk “memangkn anak-
axlakx;ya disamping membagi perhatian terhadap para kemenakan dan orang
sekampung. Bila sianak berada dalam pangkuan maka kemenakan harus ada
dalam bimbingan. |

Sebagai tamn dalam clen istrinya, seorang semenda memang fidaklah
diberi tanggung jawab secara kongkrit, namun sebagal zeorang 1" a-laki yang
tumbuh dan berkembang dalam lingkungan adat Minangkabau, rang semenda
harus memiliki ketinggian budi, perasaan dan kearifan agar 1a tidak menjadi
beban dalam keluarga istrinya. ™
Sebab itnlah ia seringkali dibekali oleh kanmnya sendiri dengan dipinjamkan
“Aaraio pambawo”  (harta pembaiwaan) vang lazimnya berupa setumpak
| tanah diambil dari hak ulayat pusaka tinggi kaumaya, natuk tempat berzawah
dan berladang guna membekali ekonomi keluarganya.

Bila perkawinan bubar, baik cerai hidup atau mati, harta tersebut kembali
kedalatn kaum suami. Sebaliknya ia berhak pula untuk menggarap harta
puzaka tnggi/ulayat kaum dari pihak istrinya. Dengan demikian ada dua
sumber modal berupa tanah yang dapat diolah bagi k penhnﬂun ekonomi

sebuah rumah tanggadidalam persekutuan 1.

tial. 78,

21. Lihat juga Yulfian Amial, Budaye Al Minanghaba, Angkasa Raya, Padang, 1096,
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Dizamping berstatns sebagi snami, atavpon sebagai seorang bapak dalam
keluarga batih, seorang laki-laki di Minangkabau juga berstatus mamak
(paman) bagi seluruh kemenakannya, untuk kemenakan mana ia haros
melakukan bimbingar; yang sexﬁpurna.

Hubungan keker‘abatén antara mamak dan kemenakan sangat dekat selkali.
Ini karena hubungan mereka adalah hubungan bertali darah menurut garis
keturunan ibu. Berdazarkan kedekatan huobungan ni, di Minangkaban baik
pusaka harta maupun pusaka gelar diwariskan oleh ninik kepada mamak dan
dari mamak kepada kemenakan. Jadi kemenakan adalah pewaris langsung dari
seorang mamak, ™

Tugas selaku pembimbing kemenakan oleh seorang mamak dibskali dari
pusaka tinggishak uvlayat dalam kaum yang bersangkutan, yang bila tak
dijumpai dapat dimintakan dari vlayat suku, dan seternsnya keatas. Dengan
demikian seorang laki-laki di Minangkabau punya tanggung jawab yang luas
menurut adat, yakni dizamping tanggung jawab terhadap kebutuhan dalam
keluarga batihnya, dengan sumber modal dari pusaka tinggithak nlayat kaum
istri dan harta pencariannya atau juga dari sedikit hatta pembawaan, juga
tanggung jawab terhadap se:ﬁua kemenakan dengan sumber modal harta
ulayat kaﬁmnya sendiri. Sebaliknya, dari pola hubungan kskerabatan seperti

diatas, anak-anak yang berada dalam suate rumah tangga di Minangkabau
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mendapat dua dinding sandaran yang kukuh, pertama adalah dari orang tua,
kedua dari mamaknya. Seumpama ayah tidak menonaikan tanggung
Jjawabnya, maka masih ada mamak Andaipun mereka anak-anak ditinggal
mati oleh ayah atappun patﬁan, kehidupan tetap dapat dilanjutkan dsngan
bermodal harta pu:‘;a.ka kaum nan tak akan pernah pupus bila kefentuan - adat
ditaati.

Hamka mengnngkapkan :

Di I\{inziailgkabau dengan adanya pusaka tinggi itn menjamin hidup anak
kemenakan. Diantara daerah-daerah yang tidak terfalu parah karena ancaman
kelaparan dizaman Jepang ialah Minangkabau karena pusaka tingginya.
Walaupun pada prinsipnya tansh pusaka tinggishak ulayat tidak baleh‘
diperalilikan, namun dalam sifuasi beriknt, tanah nlayat dapat digadaikan atan
dijual sementara, yakni bila tak ada jalan lain untuk menyelenggaralkan ;

1. Maik tabujua fangah romah (mayat terbnjur ditengah rumah).

2. Gadin gadang ndak balaki (gadis dewasa vang tidak (kunjung) bersuami).

3. Rumah gadang karirisan (romah gadang ketirizan).
4. Mambangikik batang farandam (membangkit batang terendam).”

35. Lihat Dt. B. Nurdin Yekub 2, Op eir, hal. 11. Beliau zendiri menyatakan bahwa terdapat
Geberapa keuntunigan dari sistim matrilinial dibidang pertanahan, antara lain, menghilangkan
individualisme, mernpertshankan hata benda, menghindarkan pengemizan, menghilangkan
pangangzuran dan rneniadskan anak terlantar. :

34, lihat juga Drk Nurdin Yakub, Mimeighobay T Puscde 3, hal23,dan Chairul
Anwar Tipcit hal, 04, :
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Seluruh situasi diatas mengisyaratkan kepada keadaan keadaan darvrat
yang memeripkan penanganan zegera, karena bila rah dilaknkan akan
membawa malu berkepanjangan dan merusak citra persekuivan.

Bila tak satupun muncul ﬁeristiwa diatas , lantas oleh pemegang pimpinan
adat dilakukan peralihan hak yang melanggar adat, maka konon yang
bersangkutan akan terkena sumpah pasatiran : “kaateh indak bapucualk,
fabawan indak Saurek, cﬁr‘a;z;gah digiriak kumbang ™. Sip;langgar adat akan
terkena ";s'z.f):fziz’?f:}z pasatiran” dart nenek ﬁmyaﬂg, dan jadiiaﬁ 1a 11idup merana
tak berguna laksana sebatang kayu yang “keatas tak berpucuk, kebawah tak
berurat (berakar) dan ditengah (tengah batang) digirik (dilobéﬂgi) knmbang
pula” ™
Sumpah pasatiran diyakini lambat laun akan menimpa mereka yang
berani metﬁper'alihkaﬂ tanah ulayat dengan cara-cara melanggar adat, tetapi
tidak terhadap mereka yang melakokannya berdasarkan alur dan patuot
(menurut adat). Penggunaan/penggarapan tanah ulayat melalui perolehan
tanah gecara menurut alur dan patut ini memang diperbolehkan oleh adat
dengan keharusan bagi calon penggarap untuk menunaikan “adat diisi,

imbago dituang *, yang umumnya betupa

v

23, Liha D B. Murdin Yakub, 2, Op <, hal. 41.




1. Pemﬁayaran bunga kayn.
2. Pembayaran bungo alsh.
3. Pembayaran bungo ampiang
4. Pembayaran bungo tanah.‘ﬁ
Lazimaya jumleh pembayaran tersebut berkizar zekitar 10% dari hasil

yang diperoleh. Begitu izin penggunaan yang diberikan habiz, maka berlaku

adat © “kabau tagak kubangan tingga” (kerbav tegak (berdiri) kubangan .

tinggat).”

Ungkapa adat diatas menganalogikan penggunaan hak ulayat oleh pihak
lain dengan seekor kerbav yang usai berkubang padé sunaty tanah berlumpur,
pergi tanpa bisa membawa kubangannya. Dimaksudkan adalah dengan selesa
penggunaan hak ulayat oleh pihak lain maka hak tersebut kembali kedalam
milik perzekutuan.

Dengan memahami strukfur maeyarakai Minangkabay, terutama pola
hubungéu kekerabatan antara mamak dengan kemenakan, akan dapat
dipahami larangan adat ‘t»e.r'hadap terjadinya peralihan hak ulayar kelvar

anggota persekutuan,

38, Likat Dt. B, Nurdin Yakub, 2, Op oit, hal. 56 dan Idrus hakimy Dt Rajo Penghulu, Op

oit, hal. 210,

37, Joicd, hal. 209,
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D. Hak Ulayat, Pembangunan Fkonemi dan Perubahan 5esisl

Seiring dengan kemajuan teknologi peﬁanian, penggunaan tanah ulayat
unfuk kepentingan pengembangan skonomi kian dirasakan Banyak negara
agrariz seperti Indonesia me.ncoba mengembangkan barang-barang ekspor
selain minyak tanah dan gas bumi kepada jenis komoditas lain yang laku
dipasar dunia. Hasil perkebunan berupa sawit/minyak sawit akhir-akhir ini
Jjustrs menjadi primadona. Tak pelak, tanah-tanah subur vang cocok ontuk
tanaman jenis ini (lebih-lebih karena kondizi pasar yang kian terboka) menjadi
incafan‘pﬁr:i pengusaha' baik asing niaupun domesitk.

Unink lebith mempercepat lajunya tingkat perskonomian bangsa,

pemerintah Indonesia sudah -sejak lama mencoba membuka kran dengan

mengeluarkan seperangkaf aturan yang diharap dapat mengnndang minat para
investor, baik azing maupun domestik untuk berinvestast antara lain dibidang
perkebunan di wilayah Indonesia, dengaicara 1ﬁemberikan kepada penguséha
kemungkinan memperoleh hak atas tanah berupa hak guna usaha, hak guna
bangunan, dan hak pakai, melalni perolehan biasa ataupun melalui pencabutan
dan pembebasan hak atas tanah seperti diatur dalam undang-undang nomer 20
tahun 1961 dan permendagri nomor 15 tahun 1973.

Sekalipun didalam pasal 5 UUPA dinyatakan babwa hukum agraria yang
berlakn atas bumid, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, dan adanya

pengakuan terhadap hak ulayat didalam pagal 3 UUPA, namun pemberlakuan
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hukom adat ferzebuf adalah sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan
bangza. Artinya, bila kepentingan bangsa menghendaki, hukum adat dengan
hak vlayatnya dapat gaja dikalahkan. Digini tampak bahwa masyarakat hukum
adat digiring kearah p_erubahan' vang ditani oleh hukum.
Tanpa digiringpun, sebenarnya tidak ada‘suatru masyarakatpun vang statis.
Baik dengan cara cepat ataupun secara lambat, mereka terus berubsh.
Soerjono Soskanto menyatakaﬁ : tidak ada zuatu masyarakatpun yang berhenty
pada suaty titik tertentn didalam perkembangannya.
Minangkaban adalah satu dan merupakan jumiah terbesar dari sedikit
kelompok masyarakat didunia bersistim matrilinial, yang ganjilnya tidak
satupun ciri-citi umum dari masyarakat maifrilinial yang lain ity terdapat
diranah Minangkabau. Masyarakat Minang yang perantan, dinamis, dan
memiliki  gusunan  mazyarakat yang kompleksitaz  adalah  merupakan
perbedaan-perbedaan  yang menyolok dengan masyarakat matrilinial
diluarnya.”
Selanjutnya Scerjono  Soekanto mengklassifikasi masyarakat antara

masyarakat yang statiz dengan masyarakat yang dinamiz. Masvarakat yang

38, Sosrjono Soskanto, Fokok-pokok Socioligl Hishon, Rajawali Prese, 1082, hal, &7.

30, Lihat juga Amir B, Mingsghabou Mo iz don Xebudipeeenpa, FEPS IRIP Padang,

1980, hal. 13,
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statis dimaksudkan sebagai suatu masyarakat dimana perubahan-perubahan
secara relatif sedikit sekali terjadi dan berlangsung dengan lambat; Masyarakat
yang dinamis merupakan masyarakat yang mengalami pelbagai perubahan
dengan ;:epat. Jadi setiap fnasyarakat, pada suatu masa dapat dianggap sebagai
masyarakat yang statis, sedangkan pada masa lainnya, mungkin dianggap
sebagai masyarakat yang dinamis. Perubahan-perubahan bukanlsh semata-mata
berarti suatu kemajuan (progress), namun dapat pula berarti suatu kemunduran
dalam masyarakat yang bersangkutan, yang menyangkut bidang-bidang
kehidupan tertentu,®

Masyarakat memang terus berubah. Mereka yang semula berada dan
terkurung dalam ruang lingkup kehidupan yang bercorak fradisional, seiring
dengan berjalannya Wak'hl dan perkembangan teknologi menapak menjadi
masyarakat yang lebih modern, entah karena digerakkan oleh faltor-faktor
internal maupun ekstémal. Dalam situasi seperti ini, hukumn dapat menjalankan
fungsinya sebagai sarana rekayasa sosial. |

Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa hukum itu tidaklah punya
- kemampuan untuk menggerakkan perubahan-perubahan sosial. Pendapat seperti
~ ini diantaranya dianut oleh Savigny dengan aliran sejarahnya serta Summer dan

Marx. Savigny berangkat dari konsepsinya tentang hukum yang ftumbuh

'40. Soerjono Soekanto, Op cit, hal. 89.
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dibelakang mores. Hukum kemudian hanya memberikan pengesahan saja
{erhadap mores selalku norina informal vang tumbuh éecara alamiah dari dalam
pergailan masyarakat,

bi sini Savigny seballzml dengan Summer yang mengemukakan bahwa
nonna-norma informal (mores) senantiasa mendahului norma-norma hukum,
sedangkan norma-norma informal itu sendirt tak dapat dirubah oleh hukum.
Perubaban terhadap norma-norma informal itu hanye mungkin melalui suatu
proses yang perlaban-lahan dan dalam jangka wakiu yang lama, apabila secara
substansial perubahan itu dikerjakan sendiri oleh kekuatan dalam masyarakat, "

Teori kiasik dari Marx juga tidak dapat menerima penggunaan hukum
sebﬁgai sarana unfuk melakukan perubahan dalain masyarakat, karena
menurotnya hukun itu mempak":ul struktur atas ekonomi dan teknologi. Ekono
dan tekuologilah yang lebih dulu berkembang dan hukum hanya mengikutinya.
Dengan demikian berarti pula hukum ketinggalan oleh perubahan-pembahanl
sostal yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi dan teknologi, sekalipun
13 juga mengakul hukum itu dapat dipakai sebagai alal untk mewujﬁdkm]
kebijaksanaan.

Salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakal modern adalah

penggunaginya secara sadar oleh masyarakalnya. Disind hulum tidak hanya

41. Butjiplo Rabhardjo, Fhdkiwn dan Masyerakat, hnghasa, Bandung, hal 112,
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dipakai untuk mengukuhkan pola~pbla kebiasaan dan tingkah laku yang térdapai
dalam Imasyarakat melainkan juga untuk mengarahkan kepada tujuan-tujuan
yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandangnya tidak
sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang
disebut sebagai ;;andangan modem tentang hukum ity yang menjurus kepada
- penggunaan hukum sebagai suatu instrumen.

Proses menciptakan pola-pola kelakuan baru dengan menghapus kebiasaan-
kebiasaan yang dipandang yang :tidak sesuai, merupakan institusionalisasi
dibidang hukum untuk menuju kepada kelembagaan yang sempurna.

Abu Ahmadi menyebutkan bahwa proses perkembangan lembaga-lembaga
dinamakan /nstitusionalisasi (pelémbagam:) dan proses ini terjadi bilamana
gesuatu  kelompok memutuskan bahwa seperangkat norma, nilai-nilai dan
peranan tertentu dianggap sangat penting bagi kelangsungan hidupnya sehingga
diminta agar angeota masyarakat tefsebut mematuhinya Proses demikian terjadi
dimana-mana dan terumuskan dalam masyarakat.‘g

Cohen (1983) menyatakan bahwa instifusionalisasi adalah perkembangan

sistem yang feratur dari norma-norma, peranan-peranan yang ditetapkan dan

diterima masyarakt. Laomis (1960) menyatakan bahiwa proses institusionalisasi

menyanglut semua unsur dan proses sosial yang ada, maka selanjutnya

42. Satjipto Rahardjo, Emw Fedewn, Citra Aditya Balti, Bandung, 1991, hal. 206,

43, sbu shrnadi, Imue Sosicd Dasar, Bina Aksara , Jakarta, 1988, hal. 62,
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unfuk 11*:11'11@1&1 disnggap lebih penting (vtama). Soejone Soekanto (1983)
menyatikan bahwa instifusionalizast (pelembagaan) adalah proges dimana
unsur norma menjadi bagian dari suaty lembaga.q”;

Prozes  pelembagaan | it dapat terjadi dengan membongkar semua
nilai-nilai yang dianggap kuno, dan membentuk kelembagaan baru dengan isi
yang sama sekali baru, namun dapat pula terjadi dengan tetap memakai
bingkai lama dengan substansi vang memuat nilai nilai bar.

Pelembagaan hukum yang memperkuknh terjadinya perubahan sosial,
biza saja berawal dari peranan ajaran agama yang dianut dalam masyarakat
vang berzangkutan,

Filsuf’ marxiz seperti Karl Marx memang menepis pendapat bahwa agama
dapat mempengaruhi persbahan perubahan zosial ™ Namun kini diakani
bahwa perubahan-perubahian sosial adalah hasil dari proses yang amat
kompleks, dimana antara semwa faktor terdapat hﬁbungan saling
mempengarnhi dan saling menentukan. Faktor-falior ekonomi dan sosial
memang mempengarvhi sistem-sistem nilai dan kevakinan agama beserta
pengembangannya. Tetspi sebalibnya agama dan sistem nilai budayapun

mempengaruhi fakior-faktor ekonomi dan sosial® Bahkan menurui Weber,

24 Jbid, hal 63
4%, Franz Magnis-Suseno, ¥ussa s Monzd, Gramedia, T gkarta, 1995, hal. 77,

46, fhidd, hal. 77,



agama Kristen Protestan aliran Kalvinis vang menjadi titik  tolak
perkembangan cara produksi vang kapitalis.

Pendapat diatag didukung oleh banyak pemikir lain seperti Ernst Bloch
dan Milan Machovec yang jﬁga meyakini bahwa agama dapat juga menjadi

. . £
suaty kekuatan vang revolusioner,®

Hal seperti inipun bukan mustahil terjadi di Minangkabau yang hukum

adatnya bersendikan Svarak dan Svarak bersendikan Kitabullah. Syarak
- - - 48
mangato adat memakai.

Hasil penelitian sarjana Jepang membukiikan bahwa warga persekutuan
matrilinial janh lebih tinggi keyakinan agamanya dibandingkan dengan daerah
jawa khususnya.

Tiga ciri penting dari suku Minangkaban adalah kepercayaan yang kuat pada
Izlama (bertentangan dengan Jewa yvang lebih sinkretiz), suka taerantau dan

terutama sistem keluarga matrilinial ™

47. Lihat Frans hsgni=-Buzeno, Joid, kal. 78,

48. Ifakendrya setiap vang dissbut olely syariar Islarn harus dipakaikdn kedalam adat
Idinangkabay, lihat hal ini dslarn Idms Hakimy Dt Fajo Pengulu, G ait, hel, 21,

49 £kira Nagamuwd, Indonesin Dedaw Korio Saeiwn Japeng, Perubohion Sozind Beonomrl

gt XTX dayy XX dor Bepbagnd agnek Musfopal e Indonzzia, Yayasan Obor Indonesia, Takarta,
1925, hal. 79— &0,
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Adanya hubusngan fingsional antara sistem hukem vang dipakai dan
(struktur) masyarakat, sebetulnya sudah divraikan oleh Emile Durkheim, pada
wakiu 1a membicarakan tentang hubungan antara kualitas solidaritas antara
anggota-anggota m_asym'akat. dengan siztem hukum  vang dipakainya.
Durkheim membedakan antara “masyarakat dengan‘ golidaritas organik”.
Masyarakat dengan solidaritas yang disebut pertama adalah yang
mendasarkan pada sifat kebersamaan dari para anggotanya, sedangkén yang
kedna, mendazarkan pada mndividnalitas dan kebebazan dari para anggotanya
Masyarakat solidaritas mekanik dipertahankan ofeh sistem hukum refiesif,
sedangkml masyarakat saliilarit s organtk oleh mistem hokum restitnhif Sistem
hukum represif fimgzional untuk masyarakat dengan solidatitas mekanik, oleh
karena ia mempertahankan kebersamaan itn. Sistem hukum restitutif’ jnga
sesuai untuk menjaga kelangzungan masyarakat dengan zolidaritas organik,
oleh karena sistem il memberikan kebebasan kepada ma;;:ing-masing individu
pituk berlivbungan satu zama lain menorut pilthannya seadirt, zedangkan
hukumnva hanya menpusahakan supaya tercapai keszeinbangan diantara
kepentingan-kepentingan dari pihak yang mengadakan hubungaﬁ tersebut.

Sekalipun Durkheim tidak membicarakan masalah penggunaan hukum
gecara sadar untuk mengubah masyarakat, namun efzk vang diberikan oleh
uraiannya ity mendukung kearah penggunaan yang demikian itu. Teort

Durkheim memberikan daszar bagi kemungkinan penggunaan spatn sistem
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houkum  uatuk  menciptakan atan  mempertshankan masyarakat yang
dunginkannya.
Dengan mengufip 1stilah dalam ilmu tehnik, penggnnaan hukum secara

zadar natuk mengubah mazsvarakat ity dizebut sebagai Social enginsering atan

;

g

fengkapnya social en gineering &y low. Langhksh yang diambil dalam soeial

engqmeering bersifat sistematis, dimulai dart mdentifikaz: problem sampai

kepada jalan pemecahannya, yéitu :

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-bailmya Termasuk didalamnya
mengenali dengan zekzama masyarakat vang hendak menjadi zazaran dari
pengarapan tersebot.

2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam
hal éocial engineering its hendak diferapkan pada masvarakat dengan
sektor kehidupan majemuok, zeperti ©  tradizional, modern, dan
perencanaan. Pada tahap ini difentukan nilai-nilal dari. sektor mana yang
dipilih,

3. Membuat hipoteza-hipoteza dan memilih mana vang paling layak vntuk
biza {1i1:=iksatiakazl.

4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efelnya.
Apabila diperhatikan secara cermat, penggunaan hukum votuk melakokan

parubahan-patubahan dalam masyarakat bethubungan erat dengan konssp

penyelengearaan kehidupan gozial ekonomi dalam masyarakat. Apabila orang
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berpendapat, bahwa proses-proses sosial ekonomi ity hendaknya dibiarkan
berjalan menuvrut hukum-hukum kemasyarakatan sendiri, maka hukum tidak
akan digunakan sebagai instrumen perubahan yaﬁg demikian ifu. Sebalilnya,
apabila konsepnya justry 111%rupakan kebatikan dari yang disebut dimuoka,
maka peranan hukum menjadi penting untuk membangun masyarakat. Oleh
karena itu peranan hukum yang demikian ity berkaitan erat dengan konsep
perkembangan masyarakat }-'éﬁg didazarkan pada perencanaan Perencanaan
membﬁat pilihaﬂ-piﬂhan vang dilaknkan secara sadar tentang jaiaﬁ yang mana
dan cara yang bagaimana },fang akan ditempuh oleh maszvarakat viaink
mencapai tujuan-tujuannya. Apabila pilihan telah diteninkan maka pilihan
inilah yang akan diwujudkan melaloi hukum. Disini kembalt kita diingatkan
lepada tahap-tahap social engineering tersebut dimuka. 50

Weber, zeorang ahli  zosiologi modern membicarakan tentang
perkembangan hukum sehingga sampai kepada bentuknya yang sekarang ini,
dominasi ity bertolak dari struktur yang kharismatik dan tradizional mennju ke
sguktur vang legal rational. Usaha Webe-r untul menvingkap <iri yang
menonjol dari masyarakat Barat membawanya kepada rasionalifas sebagi

. |
kuncinya.”

-30. Sarjipro Fahardjo, Op oit, hal. 207 - 211,

. Heid, hal. 293,
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: Didalam meninjay hubungan antara hukom dan perubaha sosial, weber
sangat memperhatikan hubungan antara sifat kekuasaan politik didalam suatu
negara dengan hokumnya. Cara-cara penyelenggaran hulkum dan peradilan
mazataly menurot Weber ber‘éumber pada cara-cara perukunian (conciliatory)
antara kelompok-kelompok zuku vang beréengi{eta. Tetapi bila kekuazaan

- politik digitu didalam menjalankan roda pemerintahan makin bersifat rasional,
maka akan makin besar pﬁla kemungkinannya pro‘ses hukum  didalam
masyarakat iy dijalankan secara rasional pula  Besuai deﬁgan makif
meningkatnya zifat rasional pengorganisasian, n_laka bantuk-bentuk irastonal

‘ yang dipakai semakm ditingpalkan, sedangkan bhukvem material akan
mengalami sizitimatisasi, yang berarti bahwa keseluruhan bidang hukum
mengalami ragionalisasi
- Ada :‘;atu“ hal yang menarik dari pandanga Weber, sekalipun ia mengakui

i)ﬁhWﬂ teori rasionalitasnya clapﬁt dipengatruhi faktor-faktor eksternal, seperti
agdma, namum ia menolak pandangan bahwa perkembangan hukum dapat

diakibatkan oleh funtutan ekonomi.

Lo

2. Satjipto Rahardjo, Hifeim dan Magyanbat, Angkasa, Bandung, 1988, hal, 105



Pendapat Weber mengenai yang disebut belakangan ini bersifal negatif,
artinya ia menolak pandangan, bahwa perkembangan dari hukum bisa di_jelaskgn
sebagai suatu respon terhadap tuntutan ekonomi.™

Ok. Chairuddin seperti dikutip dari Ritzer mengatakan : paradigma definisi
sosial, adalah mell’upakzm salah satu aspek yang sangat khusus dari karya Weber
yakni dalam analisanya tentang tindakan sosial (social action). Weber tidak
memisahkan dengan tegas antara struktur sosial dengan pranata sosial. Struktur
sosial dan pranata sosial keduanya membantu untuk membentuk tindakan
manusia yang penuh arti (bermakna). Mempelajari perkembangan suatu pranata
~ gecara khusug dari luar [anpa memperhiatikan tindakan manusia sendiri, menurut
Weber berarti mengabaikan segi-segi prinsipil dari kehidupan éosia]“

Teori interaksionisme simbolik mencoba untuk lebil mempertajam teori
aksi yang dikemukakan Weber, dengan menyatakan bahwa inferaksi antar
indiyidn, diantarai oleh penggunazn simbol-simﬁol dan melalui kulturnya,
masyarakat menyediakan seperangkat arti yang sama terhadap simbol-simbol
tersebut simbol-simbol mana ikut memberikan pembatasan terhadap tindakan
individu. N

Sedikit berbeda dengan paradigma definisi sosial, teori fungsionalisme
struktural dalam paradigma fakta sosial justru memusatkan perhatiannya kepada

struktur sosial dan pranata sosial. Hampir semua penganut teeri ini seperti

53. Satjipto Rahardjo, Qp cit, hal, 295,

54, Ok. Chairuddin, Sosiologi Hukom, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 44,
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Robert K. Merton punya asumsi das;nm bahwa settap struktur dalam sistem
sosial, fungsional terhadap yang lain dengan saling menjaga keseimbangan
dalam masyarakat.

Merton juga mengingatkan agar jangan terjadi pencampuradukan antara
mofif-motif subyektif dengan pengertian fungsi. Perhatian fungsionalisme
struldural harus lebih lebih banyak dimjukan kepada fingsi-fingsi dibandingkan
dengan motif-motif. Fungsi menurutnya adalah akibat yang dapat diamati yang
menuju adaptasi dalam suahy sistem, samun karena fangsi itu bersifat netral
secarﬁ ideologis maka dapat pula menimbulkan disfingsi, Belian memandang
segalé pranata gosial yang ada dalam suatu masyarakat tertentu serba fingsional
dalam artian positif dan negatif. Artinya strukiur sosial alay pranata sosial dapat
menyumbang terhadap pemeliharaan fakta-fakta sosial lainnya, sebalilnya ia
dapat pula menimbu‘ll(an akibat-akibat yang ﬁegatiff Institusi sosial tertentu
dapat fungsional bagi suatu unit sosial tertentu dan sebaliknya disfungsional
bagi unit sosial yang lain. >

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa untuk meninjan hubungan antara
hulcum dan perubahan sosial, lebih dulu perlu dilihat tempat hukum itu didalam
kerangka masyarakat yang bersangkutan. Sehubungan dengan ini suatu teori yang
dikembangkan Talcott Parsons menjelaskan ; kerangka masyarakat yang serba

meliputi ifu bertitik tolak dari tindakan individu. Bahkan dapat juga dikatakan,

55. George Ritzer, Sosiologi Imu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Rajawali Pers,

Jakarta, hal. 28,
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bahwa teor1 Parsons merupakan penggambaran yang lengkap mengeﬁai tindakan
dalam serba perkaitannya yang luas.

Pada teori Parsons, tindakan individu pada tempatya yang pertama
tidaklah dilihat sebagai ‘suatu kelakuan biologis, melainkan sebagai suatu
keluakuan yang bermakna. Tindakan seseorang itu senantiasa ditempatkan dalam
snatu kaitan (sosial} tertentu atan dengan perkataan lain, mernpakan tindakan
yang berstruktur. Tindakan seseorang itu diterhpatkan dalam kerangka sﬁaiu
sistim yang besar dan -yang terbagi atau terurai kedalam sub sistem sosial yang
mempunyal fungsi primer untuk fujuan integrasi, sub sistem budaya yang
berfungsi primer untuk mempertahaxﬂ:an pola sub sistem kepribadian dengan
fungsi primernya untuk mencapai tujuan, serta sub sistem organisme kelakuan
dengan fungsi primer untuk beradaptasi. Diantara sub sigtem-sub sistem itu
terdapat fenomena saling merasuki safu sama lain, sehingga menimbulkan
wilayah-wilayah saling perasukan.

Dengan demikian perhatian .Parsqns {ertuju kepada penyusunan suatu
konsep yang lengkap mengenai sistem.tindakan dan melihat sistem sosial
sebagai suatu sistem yang terbuka, yaitu yang selalu mehgalami proses saling
pertukaranldalam bentuk masukan dan keluaran dengan lingkungannya >

Dalam skemanya Parsons menyusun unif-unit dasar tindakan sosial dengan

karakteristik sebagai berikut :

5€. Lihat Satjipto Rahardjo, Hidawun dan Perubaohan Sesial, Alumni Bandung, 1983, hal,
25~ 30.
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1. Adanya indivi du selaku aktor.

2. Aktor dipandang sebagat pemburu tujuan-tejuan terteniu.

3. Aktor mempunyai alternatif mengenai cara, alat serta teknik untuk mencapai
tujuan.

4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat
mémbaiasi tindakannya dalam mencapai fujuan. Kendala tersebut adalah
merupakan situasi dan kondisi yang sekaligus sebagai alat yang tidak dapat
dikendalikan oleh individu. Misalnya jenis kelamin dan tradisi.

5. Aktor berada dibawah kendala dan nilai-nilai, norma-norma dan berbagai
ide absfrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan
serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan.‘ Misalnya kendala
kebudayaan ¥

Sehubungan dengan perihal hukum dan perubaharsosial ini, terutama dalam
peranannya sebagai sarana untuk melakukan “social engineering”, oleh Satjipto

Rahardjo, UUPA yang merupakan peratuwan dasar dibidang pertanahan

dimasukan kedalam ketegori penggunaan hukum seba,gaj‘- sarana SE (social

engingering), oleh kar.ena 1a iidak hanya menginginkan terjadinya perubahan
struktural dalam hubungan antara orang dan tanah di Indonesia, melainkan suatu
perubahan struktural yang memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan yang
lain, terutama perubahan proses gosial, namun sebagai sarana SE, UUPA tak

luput dari kekurangan-kekurangan yang menyertainya, antara lain

537. Ok Chairuddiry, Bid, hal, 45.
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1. Perombakan struktur pemilikan tanah yang semestinya merupakan bagian dari
suatu usaha perubahan yang lebih besar kurang dilakukan dengan gistematis
dan berencana. | |

2. Suasana yang {neliputi jnelnbuatan UUPA terutama nampak dikuasai oleh
romantisme, seperti sikap lterhadap penjajah serta citra dan penglyafgaan
yang diletakkan pada hukum adat. Pemikiran serta siasat ekonbmi laarang
sekali memperoleh tempatnya, padahal bidang yang dimasuki oleh UUPA im
mempunyai bubungan yang sangat kuat dengan kegiatah ekonomi.

Masalah pertama yang dihadapi UUPA sebagai safana untuk melakukan SE
adalah berhubungan dengan kedudukanya sebagai suaty perafuran dasar
dibidang agraria. Dalam kedudukannya yang demikian itu 1a barang tentu hanya
dapat diharapkan untuk sampai pada pengadaan tentang azas-azas dan
pemberian pengarahan yang umum sifatnya. Oleh karena itu keberhasilannya
sebagai sarana SE untuk bagian terbesar akan tergantung pada peraturan-

perafuran yang menjabarkannya.”

58, Satjipto Rahardjo, Hidkwm dan Perubahan Sosial, Op cit, hal. 181, 182,

59. Bid, hal. 173 - 174,
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BAB I

PENGGUNAAN HAK ULAYAT OLEH PENGUSAHA
'DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT DI PASAMAN

A. Hasil Penelitian
1. Monegrafi wilayah penelitian
Kabupaten daerah tingkat 1T Pasaman adalah safu dari 14 buzh daerah
tingkat Il yang ada dalam Propinsi Sumatera Baral dan wilayahnya sangat
pontensial untuk dikembangkan jadi usaha perkebunan. Kabupaten Pasaman
yang secara administrasi disebelah utara berbatas dengan Kabupaten Tapanuli
Selatah (Sumatera Utara), sebelah selatan dengan Kabupaten Agam, sebelah
timur dengan Kabupaten 50 Kota dan Propinsi Riau, serta sebelah Barat dengan
Samudra Indonesia, terdiri dari 10 Kecamatan dengan luas seluruhnya mencapai
7.835,40 K 2 (merupakan Kabupaten dengan daerah terluas dalam Propinsi
Sumnatera Barat, atau mencakup 18,52 % dari luas propinsi ini)
poograﬁnya .yang termasuk jalur pegunungan Bukit Barisan yang
membentang dari Barat Laut menuju Tenggara Sumatera, dan berketinggian
antara 2 sampai 40 M dari permukaan lant menyebabkan wilayah ini

mempunyai suhu yang bervariasi antara sedang dan panas,
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Mennmt Tautils Martha selaky Bupati Kepala Daerah Tk IT Pazaman,
ishan yang telah digarap baru mencapal 22.2 % dari luas Kabupaten di atas,
Selanjutaya lbas lshan serta penggunaannya di Kabupaten Pasaman secara
terinei dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1. Eeadaan/Penggunaan Tansh dan Luasnya di Kabupaten

Pasaman

No. | Keadaan /Penggunaan Luaz (Ha) Porzentaze
1.} Perkampungan 14.544 1.89
2. | Sawsh 52220 6.79
3. | Tegalanfladang 14337 1.86
4. | Perkebunan 119.035 15,19
3. | Eebun Campuran 18.706 2.38
6. | Hotan Lebat 423.697 34.07
7. | Hutan Belukar 76.920 9.82
8. | Hutan Sejenis 4,748 048
9. | Semak Alang-alang 3233 4.13
10. | DanawRawa 26.700 342
Jumlah 7.835.400 100.00

Onder Afdeling Agam yang mencakup :

Kabupaten Pazaman pada zaman Kolonial Belanda termasuk 2 dari 4

1. Agam Tuo

2. Maninjan

3. Lubuk 5ikaping
4. Oplur
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Sesudah kemerdekaan, Onder Afdeling Agam Tuo dan DManinjeu digabung
menjadi Kabupaten Agam, sedangkan Onder Afdeling Lubuk Sikaping dan
Ophir digabung menjadi Kab. Pazaman yang res i berdati pada B Oktober
1045 dengan Ibuk Kota Lubuk Bikaping Semenjok zamar Eolonial pula,
terutama uotuk daerah sekitar Onder Afdeling Ophir telah digunakan oleh
penjajah untuk wilayah perkebunan dengan mendatangkan banyak kuli
kontrak dari pulan Jawa dengan nasib vang hampir sama seperti haluya

mereka vang didatangkan ke daerah wilayah deli di Sumates ra Utara.

Kini Eabupaten Pazaman yang dihuni ofeh sejumiah + 493074

o
L
=
e

I3
)
b
L
-F
14
=<}
fa
e

2. Lubuk Malintang
3, Pazaman

4. Bonjol

L

. Lubuk Sikaping

. Talaman

Ly

7. Panti

)

. Rao Mapat Tunggul

e
iz
£
&
=
3

T
-
£
B2
i
=

10. Kinali

69



Dari semns Kecamalan di atas peruzshaan perkebunan banyak berads di
wilayah kecamatan Pasaman dan Kinali, baik ity dikelola oleh pernsahaan
PMDN maupon PMA. Disamping karena keadaso alamnya yang tidak banyak
parbukitan, juga kedua wilayal ini zangat subur unink ditenami Kelapa Sawit
yang jadi tanaman primadona bagi uzaha perkebunan akhir-alkhir inf.

Kecamatan Pasaman dengan Iby Kota Simpang Empat berpenduduk
B4 819 jiwa, yang terzebar pada luaz areal 789,41 Erm®, dan Kecamatan Kinali
dengan jumlah lebik kurang 43.914 Jiwa dengan lnas wilayah 482,60 Km”
Hampir 77% dari jumlah penduduk pada 2 kecamatan ini bekerja di seltor
pertanian, sedang sizanysz tersebar pada kegistan perdagangan, Fegawai
Negeri, dan sebagainya.

Data pada kantor Kecamatan Pazaman menuninkian bahwa pendnduk pada

kedua Kecamatan d1 ataz belterja pada seldor berikut
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Tabel 3.2. Jenis Pekerjaan Penduduk di Lokasi Penelitian

No. - | Jenis Pekerjaan - Jumlah
1. | Petani Penggarap 87.891
2. | Buruh Tan 11.227
3. | Pengusaha Sedang 3.276
4. | Pengrajin Kecil 1.592
5. | Burub Industr 992
6. | Buruh Kebun 1.702
7. | Pedagang 10458
8 | Angkutan 361
9. | Pegawai Negeri Sipil 1,196

10. { ABRI 44

11, | Peternakan 6.091

Sebelum tahun 1996, Kinali yang terdiri

dari 13.bush desa masih

bergabung kedalam Kecamatan Pasaman yang secara geogratis memang

berbatazan langzung dengan daerah ini. Setelah itu Kinali menjadi Kecamatan

Perwakilan dengan nama yang sama. Sedangkan Kecamatan Pasaman sendiri

tinggal memiliki 26 desa.

Untuk menampung sejumlah masyarakat di atas dibidang pendidikan,

terdapat sarana untuk keperluan itu sebanyak 16 buah TK, 104 8D, 8 buah

SLTP, 5 SLTA, dan 1 buah Perguruan Tinggi. Dibidang keagamaan tersedia

106 Mesjid, 202 langgar, dan 23 mushalla. Untuk kepentingan peribadatan
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umat Nasrani yang umupmnya datang dari lar daerah ini tersedia 2 buah
Gereja di Kecamatan Pasaman. Warga yang Non Muglim ini ada yang berasal
dari mereka yang ikut tranmigrasi, mavpun dari kuli kontrak peninggalan
zaman kolonial dan pendatang yang atas kemauan sendiri berupaya mencari

hidup divwilayah ini.

2. Penggunaan Tanah Ulayat dan Alasan Masyarakat Setempat Dalam

Melepaskan Tanah Ulayat Mgreka.

Masyarakat Kabupaten daerah Tk II Pasaman, khueusnya di Kecamatan
Pasaman dahulunya, telah lama mengenal kelapa sawit dan tebu sebagai
tanaman perkebunan, Perkebunan Ophir yang dirintis Belanda di daerah ini
telah banyak menghasilkan devisa untuk kepentingan negeti Kincir Angin
tersebut, sekalipun masyarakat setempat dengan buruh -buruh yang banyak
didatangkan dari Jawa tetap terperangkap dalam kemigkinan,

Detigan menggunakan kekvasaan Pemerintab Kolonial Belenda pada
wakty itp mengklaim wilaysh sekitar ophit yang sangat cocok untuk
perkebunan sawit dan tebu sebagai domein negara, karena tidak terdapat
pembuktian yang kuat atas kepemilikan masyarakat setempat terhadap tanah
tersebut. Hal ini secara nyata mengingkari keberadaan kepemil'ikan Tanah
Ulayat yang dikenal dalam masyarakat matrilinial. Masyarakat setempat tak

dapat berbuat apapun untuk mempertahankan haknya, kecuali pasrah




sebagaimana layaknya masyarakat terjajeh yang  saraf dengan
ketidakberdayaan. Jadi pada waktu itu pelepasan tanah-tanah hak ulayat atau
lebih tepatnya perampasan tanah-tanah hak ulayat berhasil diperoieh melalui
kekuasaan dan ketidak berdaysan masyarakat datam mempertahankan
hak-haknya. Jangankan ontuk mengajukan gugatan terhadap keputusan
pemerintahan kolonial, untuk berkata "tidak” pun membutuhkan nyali yang
betul-betul kukuh. Jikapun beﬁmi dilontarkan, tidak berarti perkebunan
pemerintah Belanda urung dilakukan. Ucapan itu hanya akan menggema tanpa

makna dan tanggapa. Kafilah akan tetap lalu, sekalipun banyak anjing

mengEonggong.

Semula dengan menyatakan tanah-tanah tersebut sebagai hak erpacht,
pemerintah mencoba kembali mengulang kejayaan perkebunan dilokasi sekitar
Ophir, namun berbenturan dengan kepentingan rakyat yang menganggap tanah
terzebut adalah ulayat mereka yang telah dirampok kolonigl. Penelitian yang
penulis lakukan pada tahun 1989 pada daerah-daerah yang punya perbatasan
langsung dengan daerah ophir ‘menunjukkan bahwa banyak tanah-tanah
diklaim pemerintah, ., sebaga hak erpacht peninggalan Belanda juga dianggap
oleh rakyat setempat sebagai Tanah Ulayat mereka. Hal ini diperkuat dengan
telah banyaknya anggota masyarakat persekutuan menggarap sebahagaian

tanah tersebut setelah kepergian Belanda.
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Setelah melalni masza krisis dan mengalami keha ncuran tofal pada
zaman J&pang, perkebunan 1t kembali dibuka pada tahun 1981 dengan
tanaman kelapa sawit pada areal seluas 8.056 Ha vang terbagi dalam
bandingan 3.256 Ha untuk perkebunan inti dan 4.800 Ha untuk plasma.
Pengembangan kebun yangdibiayai atas bantuan kredit pemerintah Jerman
melalui Bank Pembangunan Jerman Kreditanstalf Fur Wicderuf Ban (KFW)
dikelola oleh PT Perkebunan VIl dengan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR).
Artinya disamping memiliki' kebun inti sebagai milik dart pengelola
ditkutsettakan rakyat setempat yang waktu itu berjumlah 2:400 KK sebagai
anggota pemilik dalam areal kebun plasma. Dan inilah cara koempremi terbaik
dalam mencari titik .tangah antara kepentingan Pemerintah dengan rakyat
setempat saat itu, sehingga status hak atas tanah tidak lagi berlarut-larut
diperzoalkan.

Pada tahun 1985 kebun imi mulai berproduksi den}gan menghasilkan
tandan buah segar (TBS) sebanyak 178 ton dan bahkan pada tahun 1995
meningkat menjadi 65.408 ton (rata-rata 20,9 ton/Ha).

Pembangnan perkebunan ini menurut Bupati Pasaman Taufik Martha secara
keseluruhan tefah mampu meningkatkan taraf hidup petani ophir yang sampai
tahun 1996 memperoleh sekitar Rp 750.000/KK per bulan. Diantara mereka
banyak yang berhasil menyisihkan pendapatannya sekitar Rp 175.000sbulan

untuk ditabungkan Berdasarkan keberhasilan proyek PIR Ophir yang dikelola



pemerintah melalui PTP VI, mendorong masyarakat setempat untuk membuka

lahan perkebunan sawit secara mandiri dan memancing banyak pengusaha

untuk melakukan investasi disana. Pemerintah daerahpun menurut Bupati telah

mencadangkan lahan zeluas sekitar 149.903 Ha untuk dikelola para investor

ynag berminat mefalui pela kemitraan. Diluar PTP VI, saat imi tercatat

sejumlah pengusaha perkebunan sawit di Kabupaten Pasaman, baik yang

dikelola oleh PMA maupun PMDN. Rinciannya terdapat dalam tabel berikut :

Tahel 3.3. Perusahaan Perkebunan Sawit di Kabupaten Pasaman

Luas Jumlah Anak Angkat
No Nama Perusahaan Pencadangan
Lahan (Ha) Klp Luas (Ha)

i. | PT.BPE 16000 16 12.028

2. | PT. Pasarnan Marama 3000 3 6,150

3. | PT. Agro Wiratama 2.4G0 2 1.400

4, | PT. Anam Koto &.300 7 1.500

5.1 PT. Gersindo MP 3600 e 2.150

& | PT. Inkud Agritama 4,500 16 2.810

7. | PT. Pasarnan Permai 2.455 -

8 | PT. Trizangga Guna 11.800 - 12.00¢

9.1 PT. Mutiara Agam 21.000 - 600
10. | PT. Bintara Tani M. 7.000 - 1.800
11, | PT. Permata Hiian P. 3.850 4 4.100
12. | PT. Primatarna Mulya J. 3.000 3 3.250
13. | PT. Arinda Pasaman D. 4192 2 1.940
14. | PT. Gonjong Limo Crops 500 2 1.90G
15, | PT. Tulss Sakti Jaya 590 1 200
16. | PT. AMDP 1.200 . -
17. 1 DT, Agri Ivitre Utarna P. 500 1 500

| Jumiah B1.987 62 48 128
Sumber : Statietik Dinas Perkebunan Propingi Sumatera Barat
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Tidak seluruh perusahaan di atas berlanjut mengadakan ugaha perkebunan
sawit, W'alaupun izin untuk sebahagian luas pencadangan lahan bagi keperiuan
tersebut telah diberikan. Ada diantaranya yang tidak jadi melanjutkan usahanya
karena dihadang bérbagai faktor internal dan external. Dari 13 perusahaan yang
terus --mengelola usaha perkebunan kelapa sawitnya, 8§ perusahaan memilih
lokaéi di kecamatan Pasaman dan Kinali, Tabel berikut menggambarkan
identitas sejumlah perusahaan jrang melanjutkan operasinya di 2 kecamatan

tersebut :

Tabel 3.4. Perusahaan Yang Merealisasi Usaha

No. | Nama Perusahaan Status Rencana Realisasi
) (1996)
1. | PT. Pesaman Permai PMDN 2.500 1.561
2. | PT. Trisangga Guna PMDN 7.000 5.500

. 3. | PT. Anam Koto PMA 7.000 . 1.200

4. |PL.GersindoMP | PMA 7,000 2.930

5. | PT. Tunes Rimba PMDN 300 250

. 6. | PT. Inkud Agritama. | - PMDN 12,050 6.722
7. | PT. Permata Hijau  ;.{ PMDN 12.000 5.450
5. |pT. AMP -]  PMA 12.000 4,282

Sumber : BKPMD Sumatera Barat
Menurut Z. B. Yang Dipertuan selaku Ketua KAN Kinali dan Ali Amran
Ismail Dt. Rajolelo selaku Ketua KAN Lingkung Aur, lebih 80% dari seluruh

luas pencadangan - tanah yang diberikan izin kepada sejumlah perusahaan
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perkebunan sawit diatas berasal dari tanah ulayat, terutama dari tanah ulayat
" suku dan nagari. Sisanya berasal dari konversi hak atas tanah erpacht menjadi
HGU bagi pengusaha .

| Disamping sejumlah perusahaan perﬁebunan gawit diatas yang
menjalankan usahanya dilokasi ini, terdapat pula sejumlah uséha perkebunan
pribadi yang dikelola secara mandiri oleh pemilik, baik dilakukan oleh
masyarakat setempat maupun bara pemodal kecil yang datang dari luar. Para
pemilik perkebunan pribadi- ini pada umumnya melakukan pembelian lahan
kepada masyarak_at setempat , lahan mana bisa berasal dari hak perseorangan
maupun dari tanah ulayat.

Setelah dilakukan penelitian, ternyata terdapat berbagai alasan yang
menyebabkan masyarakat persekutuan matrilineal di lokasi penelitian bersedia
melepaskan tanah ulayat mereka kepada pengusaha perkebunan. Wawancara
yang dilakukan terhadap 100 responden terdirl dari n’gé tunghu sajarangan
(ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai) dan para anak kemenakan dengan
masing-masing kelompok terdiri dari 25 orang, hasilnya diangkat kedalam tabel

bertkut:
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Tabel 3.5. Alasan Pelepasan Tanah Ulayat

Algsan-alusan Peralhan Tanah Ulayat ‘
Alasan Alasan Pelepasan | Pelepasan Teknnan Trauma | Jumiah
Responden Ekonomis Religius Tidak Untuk dari Masa
Untuk Selamanya | Pemerintah Lalu
Selarnanys ’
1. Nindk Mamak 15 12 0 3 10 13 €3
2. Alim Ulama 10 10 15 3 5 10 78
3. Cerdik Pandal 17 iy 12 5 12 12 BA
4. Anak Kemenakan 20 18 25 0 21 3 87 .
Jumich 62 60 i 16 34 33 332

Tabel di atas tidaklah menunjukkan bahwa satu responden hanya
memberikan satu alasan, melainkan mereka diberi kebebasan mengemukakan
semua yang mereka lihat dan rasakan. Dari data yang tertera dalam tabel di atas,
tampak fakta bahwa ada enam alasan penyebab terjadi pelepasan hak ulayat,
yakni:

1. Adanya tekanan ekonomi serta harapan-harapan terhadap keuntungan-
keuntungan ekonomi (18:6% ) :

2. Alasan religiué (18:1%)

3.l ?e]epasan tidak berarti memutuskan hubungan hukum antara pemilik dengan
obyelqua semula (a1,7'%y

4. i’elepasan ity disadari sebagai pelepasan untuk selamanya (4,87 )

5. ‘Tekananldari pquuésa (25.6%)

6. Tranma masa lalu ( 11,2% )
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14 responden, diantaranya Nazif Datuk dan Datuk Sarawi yang merupakan
dua tokoh pemangku adat menolak pandangan bahwa tekanan ekonomi warga
penyebab terjadinya pelepasan hak, sebab menurut mereka kehidupan ekonomi
anak kemenakan di lokasi penelitian tidaklah begitu buruk, namun bila
keuntungan ekonomi yang dijanjikan pengusaha dan penguasa untuk kelak
diterima maka ia dapat dijadikan alasan pelepasan hak.

Alagan-alasan yang bersifat religius lebih ditujukan oleh responden
kepada tiadanya larangan menurut syari’at dalam pelepasan tanah serta larangan
memubazirkan sesuatu denga}l cara menterbengkalaikannya.

Dgri tabel di atas terungkap sebagian responden menyatakan pelepasan
hak tidak memutuskan kepemilikan, artinya seusai penggunaan tanah ulayat oleh
pengusaha maka hak atas tanah tersebut harus dipulihkan kedalam statusnya

IR
semula sebagai’ hak ulayat, sedangkan sebagian lain menganggap hubungan

ke}iémilikan itw menjadi hapus selamanya. ‘

Tekanan darlelit kekuasaan, menurut responden dilakukan oleh aparat
pét_ﬂérintahéﬁ pad&‘a;'Pl(emt;Ia ngkat IO dan Kecamﬁtan yang dengan secara mudah
mérﬁa;sukkan kedalaxﬁ kelompok peﬁbmgkmg pembangunan terhadap pemilik
 yang menolak penyerahan hak dan tekanan-tekanan lainnya.
| Trauma tefha;l‘ap" mﬁsd-‘_llalu Juga rﬁénggelayuti pikiran respouden.'j'ang
gangat takut terhadap kekuasaan Kolonial Belanda pa&ﬁ waktu dulu dan

menimbulkan kesan pemerintah seolah-olah tak boleh dibantah.
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5. Pola Pelepasan Tanah Ulayat,

Seperti telah diuraikan dimuka bahwa tanah ulayat yang dijadikan untuk
vzaha perkebunan sawit oleh beberapa perusahaan perkebuuén, umumnya
berasa! dari tanah Q!ayal suku dan ulayat nagari. Disamptng itu usaha
perkebunan pribadi yang dikelola percrangan banyak pula beroperasi disini,
baik dibuka oleh penduduk setempat maupun pengusaha yang datang dart luar
dengan kebanyakan menggunakan tanah yang beraszal dari ulayat kaum
maupun tanah hak miltk perorangan.

Tanah ulayat, baik itu berupa tanah ulayat kaum, tanah ulayat suku,
apalagi tanah vlayat nagari, belumlah lagi mempunyai sertifikat hak atas
tanah Akibatnya pelepasan hak ulayat tidak dapat dilakukan dengan balik
nama begitn saja seperti halnya jual beli hak atas tanah yang telah
bersertifikat.

Memang dijumpai juga tanah kanm telah berseﬁ‘iﬁkat yang dijnal
kepada perorangan, dimana pemegang hak terakhir ini menggunakan lahan
tersebut untuk kepentingan usaha perkebunan sawit, tetapi tanah kaum
dimaksud tidak lagi berstatus sebagai tanah ulayat (dalam hal ini tanah ulayat
kaum) melainkan telah menjadi hak milik perorangan yang dihaki oleh
beberapa orang karena telah saking lamamnya tanah itv dibuka dan digdrap

oleh yang bersangkutan.
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Hasil penelitian menunjukkan kecendrungan terdapatnya dua pola
yang dipakai dalam prihal pelepasan tanah ulayat kepada pihak vang
membutuhkannya. Kedua pola terzebut adalah -

1. Mengikuti ketentuan hukum agraria nasional.
2. Cendrung mengikuti ketentuan hukum adat.
Uraian berikut menjelaskan secara rinci tentang masing-masing dari
kedua pola diatas.
I Pola yang mengikuti ketentuan hoknm agraria nasional. |
Pelepasan tanah ulayat milik persekutuan masyarakat matrilineal
yang pada umumnya belum bersertifikat untuk kepentingan perusahaan
besar perkebunan sawit baik yang bersumber dari PMDN maupun PMA,
diperoleh badan usaha ini dengan melahi pembebasan tanah . Pembebasan
tanah tni st;.s'uai dengan surat edaran kepala Badan Peytanahan Nasional
N§.580.2.5558.D II/ 89 x‘nenyatakan bahwa : |
2. Pada azastniya pembebasan tanah untuk keperfuan sﬁ*asta dilakukan
‘.‘secara langsuﬁg'" oleh perusahaan swasta yang bersangkutan dengan
' éemilik tariah' yang berhak, atas dasar musyawarah untuk mencapai
‘kesepakatan; |
'b. Pembebasan tanah oléhl':é;vasta mernpakan perbua’;:_m hukum yang
bersifat keperdataan, dan peran pemerintah melakukan pengawasan dan

pengendalian,
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¢. Berdasarkan Permendagri No. 5/1974, Permendagri No. 15/1973,
Permendagri No.3/1987 dan keputusan BPN No. 19/1989 ditetapkan
bahwa pengawasan dan pengendalian terzebut dilakukan oleh
Bupati/Walt kotamadya dibantu oleh segenap instansi terkait dalam
rangka koordinasi,

Pelepazan tanah wulayat melalui cara pembebasan tanah bersifat
keperdataan ini berpedoman kepada beberapa peraturan yang berlaku,
diantaranya adalah : |
1. Undang undang lNo‘Sf‘ 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-lpokok Agraria

(UUPA).

2. PP No.10/ 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

2. Peratiran Menteri Pertanian dan Agraria No. 11/1962 jis No.2/ 1964 dan
peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan  Menteri Pertanian
No.  2pert/op/8/1969-8/1860  tentang keputusan &an syarat-syarat
pemberian HGU kepada pengusaha swasta nasional .

4. Permendagri No. /1974 | tentang  ketentuan-ketentuan mengenai
penyediaan dan pemberian tanah untuk keperlvan perusahaan .

5. Keppres No. 23/1980 tentang pemanfaatan tanah HGU dan HGB uatuk

usaha patungan dalam rangka penanaman modal asing .

_ 60, Lihat juga penjelasan tentang ini pada AP. Parlindungan, Beberapa Felaksoraan
Kegiatan dari UUPA, Mandar Maju, Bandung, 1992, hal 23.
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10.

11,

12.

14,

Peraturan Kepala BPE No. 3/ 1992 tentang tatacara bagi perusahaan ﬁntuk
memperoleh pencadangan tanah, izin lokasi, pemberian, perpanjangan dan
pembaruan hak atas tanah serta penerbitan sertifikatnya.

Keppres No.34/ 1992 tentang pemanfaatan tanah HGU dan HGB untuk
usaha patungan dalam rangka penanaman modal asing .

Keppres No. 97/ 1993 tentang tatacara penanaman modal .

Peraturan Menteri Negara Agfaria No.2/1993 tentang tatacara memperoleh
izin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman
modal.

PP No. 20/1994 tentang pemilikan saham dalam perusahaan yang
didirikan dalam rangka penanaman modal asing .

PP No. 40/1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai bagi penanaman
modal aging, ‘

Perda No. 13/1083 tentang Nagari sebagai kesatuan r!ilasyarakat hukum

adat dalam Propinsi Tk. | Sumatera Barat.

. SK. Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumatera barat No. 102/GSB/ 1985

tentang pemanfaatan barta kekayaan Nagari dalam Propinsi Daerah Tk I
Sumatera Barat.
SK Gubernur Kepala Daersh Tk 1 Sumatera Barat No, 13/1990 tentang

susunan organizasi dan tatakerja BKPMD Tk. I Sumatera Barat.
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Berbeda dengan pembebasan tanah bersifat publik vntuk kepentingan |
umom vang mengenal pembebagan tanah bersifat mendesak, maka pada
pembebazan tanah untuk pengadaan vsaha perkebunan sawit bagi kepentingan
perusahaan perusahaan perkebunan tidak mengenal hal yang demikian,

Pembebazan tanah ulayat pada pola pertama ini dilakukan dengan
mengist formulir formulir vang sudah baku dan mengikuti proses sebagai
bertkut : |
a. Pengurusan surat izin lokast. !

Perusahan harus lebih dahulu memperofeh surat izin lokasi yang |
dikelnarkan oleh Kantor pertanahan zetempat.  Surat izin lokasi yang
seringkali diidentikkan secara keliru dengan hak atas tanah, sebenarnya
hanyalah suatu swrat izin yang diberikan kepada perusshaan untuk
memperoleh tanah sesuai dengan tata ruang wilayah (TRW), yang berlaku x
pula zebagai izin pemindahan hak Jadi izin lokasi sama sekali bukanlah
hak atas tanah danm tidak dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan,
Surat permohonan izin lokasi yang ditujukan kepada kepala Kantor
pertanahan kabupaten/kotamadya setempat memuat tentang identitas
perusahaan pemohon dan identitas tanah yang diperlukan dengan
dilampiri

1. Akte pendirian peruzahaan.

2. . Sprat keterangan NPWP.




3. Gambar kazar/sketza tanah yang dimohon.
4. Pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan atau
menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/vang berhak

atas tatrah.

(W]

Uratan rencana proyek yang akan dibangon .

<

Surat persetyjuan BKPM.

Sebelum kelvarnya peréturan kepala BPN No.2 /1993  disamping
surat izin lokasi ini dikenal pula surat pencadangan tanah yang jvga
dikeluarkan oleh badan pertanaban nasional.
b.‘Pen'gurusan pelepasan hak
Menurut ketentvan lampiran II Peraturan  Menteri  Agraria

Nq.--2f1993 disyaratkan kepadé pemegang izin lokasi bahwa pengurusan

perolehan tanah darl pemxhk harus diselesaikan dalam jangka waktu paling

Iamald bulansejak dikélﬁ;kaﬁ izin lokasi dengaﬁl‘:cara pertemuan
‘1'3;;,;911}15' alntaf.a'".‘f kedua bel.'al?;jpihak. Pembayaran ganti trugi yang telah
disépakati juga tidél;_dibenafkap melalui perantara,

Dari ketentuan lmtampak ‘bahwa semangat perundang-undangan
menghendaki timbulnya kesepakatan dari kedua belah pihak berasal dari
musyawarah yahg bebas dari pengaruh pihak .lain, tanp‘a ada intrtk dan
intimidasi. Kemudian baru dibuatkan akte pelepasan hak dari PPAT

setempat.
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Menorut ketentvan lampiran 1T PMA No. 2/1993 diatas dan
dicantumkan juga dalam persyaratan pemberian izin lokasi ditetai)kan
adanya pengawaszan terhadap adu kepentingan antara pemilik tanah dengan
pengusaha termasuk dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi, untuk
pengawasan mana ditugaskan kepada Kakanwil BPN Propingi dengan
kehamsan melaporkan hasil hasﬂnya kepada gubernur kepala daerah dan
menteri agraria. Untuk kepentmgan ini sgerta dalam rangka koordmas:‘
seperti yang dikehendaki PP No.6/1988, maka pada setiap daerak tmgkat I
dibentuk tim pengawasan dﬁn pengendalian pembebasan tanah dengan
susunan anggota sebagai berikut S
Kepala kantor pertanahan Kabupaten/kotamadya setempat (ll»:etua
merangkap anggota). :

. Kepala seksi pada kantor pertanahan setempat (sekretarts).

- Kepala bagian pemerintahanpada sekretaris vsfil:ayaliE daerah tingkat II
(anggota). |

- Kepala Dinag Pekerjaan umum (anggota).

- Kepala Dinas Tata kota dan atau Kepala Dinas Pertanian taxﬁaman
pangan/Perkebunan daerah tingkat II (anggota).

- Kepala kecamatan setempat (anggota).

hal. 23

61, Lihat juga tentang susunan kepanitiaan ini pada buku AP Parlindungan,. ‘Op «ft,
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Tugas utama dari Tim pengawasan dan pengendalian im tak lain dari
selaku mediator terhadap kepentingan kedua belah pihak dan sekaligus ikut
menyaksikan pembayaran atas segala ganti rugi yang telah disepakati kepada
pemilik tanah semula

Dalam penelitian terungka fakta bahwa sebelumn musyawarah formal untuk
pelepasan tanah ulayat dilakukan di kantor KAN, pihak mediator dari aparat
Pemda Tingkat II dan Kecamatan telah lebih dulu melakukan pendekatan-
pendekatan informal terhadap Ketua KAN, dalam pendekatan mana menurut
Abu Bakar Mangkuto Alam selaku orang tuo adat di Kinali selalu diserta
ancaman-ancaman antara lain dikategorikan sebagai warga penghambat
pembangunan serta rayuan-rayvan finansial. Ketua KAN yang berada dalam
posigi yang menyulitkan dipaksa unfuk mengikuti kehendak pengusaha dan
penguasa kepada warga anggota pemilik.

Kemudian diadakan musyawarah pelepasan hak ulayat di Kantor KAN,
yang hanya dihaditi ninik mamak tanpa turut serta kaum wanita dan para
kemenakan, serta mediator lengkap dengan atribu kekuasaannya dan wakil dari
pengusaha. Selanjutnya hasil dari musyawarah tersebut dituangkan dalam surat
pemfataan benyerahan hak ulayat dari ninik mamak kepada pemerintah. Surat
fersebut lazimnya memuat : |
1. Identitas kedua belah pifmk (pemilik dan bupati selaku wakil pemerintéh

| penerima penyerahan hak ulayat). '

2. Idetitas obyek,
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3. Pernyataan penyerahan dari pemilik,
4. Pernyataan penerimaan dari bupati,
5. Keharusan adat diisi limbago dituang,
6. Tandatangan kedua belah pthak.
Format surat penyerahan tanah ulayat ini selanjutnya dapat dilihat dalam
lampiran L

| Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan surat pernyataan tent‘ang
kesepakatan antara ninik mamak dengan pengusaha, yang lazimnya memuat: |
1. Identitas kedua belah pihak,
2. /__P_emyataan penyerahan tanah ulayat untuk diolah,
3. Prosentase perﬁbagién izhan inti dengan plasma,
4. Jumlah uang sz‘liéh Jarich dan ketentuan ganti rugi lainnya yang tidak begitu

rincl,
5. Tandatangan' kedua befah pihak ‘
Format surat kesepakatan tanah ulayat ini selanjutnya élapat dilihat dalam
lampiran II. |

Surat penyerahan tanah ulayat maupun surat kesepakatan dengan

pengusaha yang tidak memuat kewsjiban pengusaha secara rinci oleh seluruh
respondén dianggap sudah cukup karena aspek kepercayaan dianggap lebih
penting dari sekadar surat. Surat itu hanyaleh sebagai simbol dari pemberian
kepercayaan itu dan dalam kepercayaan itulah menurut mereka tersurat segala

kewajiban-kewajiban yang perlu dijalankan masing-masing pihak.
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c. Pengajuan permohonan HGU kepada Kanwil BPN Propinsi.

Untuk memperoleh HGU faruslah berdasar penetapan pejabat
perwenang yang dalam hal ini menurut ketentuan pasal 31 UUPA jo
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2/1993 adalah kepala
kantor wilayah BPN untuk luag tanah tidak lebih dari 200 Ha dan menteri
negara agraria untuk luas tanah yang melebihi itu.

Gebelum keluarnya peraturan Menteri Negara Apgraria’Kep. BPFN
No.2/1993, wewenang untuk pemberian hak ataz tanah inisemula
dilimpahkan kepada gubernur kep'ala daerah  melalui permendagri
No. 6/1967 untuk luas HGU maksimal 23 Ha, sedangkan vntuk luas yang
melebihi itu tetap berada di tangan menteri terkait.

Tidak satupun penetapan pemberian HGU atas tanah vlayat di lokasi
penelitian beragal dari gubernur kepala daerah, lantaran disamping luasnya
yang diatas maksimal kewenangan gubernur, juga prosés pengurusan hak
ity justru banyak berlangsung s‘esudah tahun 1993, sekalipun perusahaan
telah melakukan operasi jauh sebelom HGU dikeluarkan. Hanya ada satu
perusahaan yakni PT. Trisanggaguna yang pengajuan HGU nya dilakukan
sebelum tahun 1993 dengan luas lokasi 7000 Ha. Selainnya diproses
berdasar ketentuan peraturan Menteri negara Agraria No. 2/1993 diatas

yang sampai saat ini masih belum turun. Artinya sertifikat HGU belum



nyata nyata keluar ,zementara lahan untuk perkebunan telah lama dikvasat

dan diolah.

Berdasarkan peraturan DMentert  Agrania  diatas, 'pengajuan

permohonan HGU kepada Kakanwil BPN setempat haruslah dilampiti :

L.

1l

Izin lokasi.

Bukti bukti peroleban tanah.

Tati diri pemohon/akte pendirian perusahaan yang telah memperoieh
pengesahan sebagai badan hukom.

Keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dalam hal
tanahnya diperoleh dari hotan konversi.

Gambar situasi hasil pengukuran kadasteral oleh kantor pertanahan
setempat.

Dalam praktek, pelepasan tanah ulayat dalam pola pertama ini,

ternyata tidak sesederhana itu. Terdapat persyaratan lain yang menurut

BPN setempat haruz dipenuhi dalam pengajuan permohonan HGU,

diantaranya ialah :

a. Referenst Bank.

b. Proposal/rencana kerja.

¢. Bukti tersedianya tenaga ahli yang berpengalaman

d. Riwayat badan hukum.
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e. Surat keterangan dari Kantor sospol mengenai Dewan Komisaris dan
direkst.

f. Rekomendasi teknis dari dinas terkait,

g Persetujuan prinsip dar menteri yang bersangkutan.

h. Surat persetujuan penanaman modal bagi PMDN dan surat pemberitahuan

| persetujuan Presiden bagt PMA.

i. Pembayaran biaya untuk péngukuran topografi dan pemetaan, pengukuran
kadasteral dan biaya untuk pemeriksaan tanah oleh panitia pembebasan
tanah. |

Setelah semua ini di proses tidak ada jaminan bahwa pengajuan HGU
lantas akan dikabulkan, sebab Kakanwil BPN maupun Menteri terkait
berwenang menolaknya.

Seperti telah diuraikan di muka bahwa pengajuan HGU ditujukan
kepada Kanwil BPN Propinsi, namun sampai saat penélitian dilakukan di
‘Kanwil BPN tersebut, ternyata dari delapan perusahaan yang beroperasi di
‘l_okasi penelitian baru satu peruszhaan yang mengajukan permohionan HGU
j}akni PT. Tri Sanggaguna, pa;:lahal diantara perusahaan tersebut banyak yang
telah lama berproduksi. Bapak Andi selaku informan di kantor tersebut tidak
dapat menjelaskan kendala-kendala apa yang jadi penyebab keterlambatan
pengurusan HGU ini sembari ikut pula mempertanyakan kelmauan dan itikad

baik pengusaha.



Disamping beberapa lembaga yang berkaitan dengan pengurusan
administratif seperti yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa
lembaga pemerintahan lain yang ikut menangani urusan perkebunan sawit
antara lain Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Kanwil Pertanian, Pemda
Tingkat I, Pemda Tingkat I dan Aparat Kecamatan serta BKPMD.

1I. Kecendrungan mengjkuti ketentuan hukuin adat.
| Pola pelepasan tanah u'layat yang cendring mengikuti ketentuan hukum
"adat ternyata masih hidup dan berlangsung di daerah ini, tetapi lebih banyak
tertuju untuk usaha perkebunan perseorangan/pribadi  diatas tanah  yang
semula berupa ulayat kaum melalui jual tfeli hak atas tanah.

Disebut "kecendnmgan" karena pada azasnya hukum adat tidak
mengenal terjadinya jual beli/pelepasan hak atas tanah, kecuali dengan syarat
syarat yang berat, ternyata hal ini dilakukan sekalipun kriteria persyaratan
persyaratan berat itu belum terpenuhi. |
Tanah ulayat kaum yang pada umumnye tidak mempunyai anggota pemilik

yang berjumliah banyak, membuat pembeli tidak khawatir akan resiko gugatan
dibelskang hari asal saja disetjui seluruh anggota pemilik. Jual beli hé]( atas
tanah ini dilakukan secara funai dan terang. Berbeda dengan istilah uang ganti
rugi semacam "siliah jariah” yahg dikenal pada pola pertama, maka uang yang
diterima sebagai akibat pelepasan tangh ulayat ‘pada jenig kedua ini diakui

sebagai uang yang diterima akibat transaksi jual beli hak atas tanah yang pada
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umumnya cukup dilakukan diatas kertas segel, ditanda tangani kedua belah

pihak, disertakan tanda tangan batas sepadan sebagai saksi saksi dan Pucuk

nagari. |

4. Pengaruh Kebijakan Penggunaan Tanah Ulayat Terhadap Perubahan
Sosial Masyarakat Matrilineal |

Semenjzk terjadinya banyak peralihan hak ulayat persekutuan mnatrilineal
kedalam tangan pengusaha untuk diolah jadi lahan perkebunan sawit, termyata
volume interaksi sosial dalam pola hubungan mamak-kemenekan menjadi
berkurang, 90% dari responden berupa anak kemenakan mengaku mengurangi
volume kunjungan kepada mamak. Menurut mereka hal ini dilakukan karena
mamak tidak lagi begitu antusias untuk ikut memikirkan kehidupan ekonomi
mereka. Para ninik-mamak hanya sibuk memikirken kebidupan ekonomi pribadi
dan keluarganya, Para responden ini menyebutkan bahwa ninik-mamak telah
berubah jadi ririk-ngangak (mamak-mamak yang bOdOil) dan para ninik-
mamak itu menurut mereka telah menganut filosofi “anak dipangku kemenakan
dijinjing (dijewer)”.

90% dari responden yang terdiri dari para kemenakan itu serta 75%
responden dari kaum ibu berpendapat bahwa mamak tak dapat lagi diandalkan
sebagai sandaran kukuh dalam kehidupan sosial ekonomi mereka.

Terdapat 20 dari 25 orang responden dari goloﬁgan ninik-mamak

méngakui mengalami penurunan wibawanya dalam pandangan para kemenakan
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dibanding masa lalu sebelum adanya pembukaan hak ulayat oleh pengusaha di
Pasaman. Mereka mengaku jarang dimintai fatwa-fatwa oleh para kemenakan
dan merasa semakin ditinggalkan. Pengakuan seperti ini diantaranya dilontarkan
oleh Datuk Sarawi, Abu Bakar Mangkutoslam dan Nazif Datuk. Akibatnya para
responden ini mengakui lebih banygk berada dalam lingkungan keluarga istrinya
dan jarang melakukan investigasi terhadap kehidupan sosial ekonomi para
kemenakannya.

Para ninik-mamak yang membuat persetujuan plelepasan hak-hak ulayat
keluar persekutuan, pada umumnya mengakui tidak begitu menghiraukan lagi
ata:é kutukan terhadap adanya sumpah pasatiran, karena disamping mereka
kurang meﬁlpercayai kekuatan kutukan it juga merasa tak melakukan
pengkhianatan terhadap para kemenakan.

Para responden &ari kelompok tigo tunghu sajarangan, mayoritas
berpendapat bahwa kaum wanita dalam anggota perseléutuan tidak perlu
dilib:elﬂcan dalam musyawarah pelepasan hak ulayat. Akibatnya para anggota
pererﬁpuan dalam clan beserta aﬁa—ana]mya tidak dapat ikut mengontrol jumlah
keuangan éebagai ganti silizh jariah ;vang diberikan pengusaha,

77% responden dari kaum ibu dan anak-anaknya dalam clan mamak
mén,gé}m fidak mengenyam secuil pun uang siliah jariah yang diterima mamak
dan 33% mengaku hanya memperoleh sekadar pembel bawar@-gwm. Menurut

‘mereka uang tersebut justru mengalir kedalam kantong segelintir ninik-mamak
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dan pada umumnya digunakan untuk membuat rumah mewah bagi istri dan anak-
anaknya serta unfuk memenuhi pola kehidupan konsumtif.

| Abubakar Mangkutoalam selaku orang tuo adat di Kanagarian Kinali
menyatakan bahwa vang siliah jariah untuk ganti rugi tanah-tanah ulayat dalam
Kanagariannya lebih banyak digunakan secara pribadi oleh ketua KAN
setempat. Fakta di lapangan menunjukkan para ketua KAN serta tokoh-tokoh
adat yang dekat dengan elit kekuasaan memiliki beberapa rﬁnah yang sangat
: mewéh dilengkapi,beberapa kendaraan roda empat yang bila ditakar dengan
kondisi setempat terasa sangat mencolok mata. |

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Pasaman
sebagal akibat peralihan tanah ulayat kepada pengusaha, tidak hanya
menyangkut sistem kekerabatan dalam pola hubungan mamak-kemengkan, juga
merembes pada pemikiran terhadap bidang lainnya. Sebagai contoh adalah
tentang alasan-alasan terhadap pelepasan hak ulayat seperti i’ang telah diuraikan
di muka dan juga ditemukannya fakta bahwa proses pelepasan hak ulayat sesuai
ketentuan hukum agraria nasional dapat diterima sebagai suatu kewajaran.

70% responden menyatakan bahwa proses pelepasan tanah melalui
pembebasan tanah yang bersifat keperdataan sesuai dengan ketentuan hukum’
agraria nasional dapat diterima asal saja dilakukan secara jujur dan terbuka
Hanya 30% yang menganggap bahwa hal itu dirasakan tidak efektif dan terlalu

berbelit serta berpotensial untuk disalahgunakan.
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5. Untung Rugi Akibat Penggunaan Tanah Ulayat Oleh Pengusaha terbadap
Warga Persekutuan Setempat

i)ari segi ekonomi warga persekutuan setempat menerima uang ganti rugi
atau siliah jariah atas benggunaan tanah ulayat mereka dari pengusaha dengan
jumiah berkisar Rp 25,000 - 30,000 /Ha

Dalam penelitian terungkap fakia bahwa 77% responden terdiri dari kaum
ibu dan para kemenakan yang secara adat berhak pula terhadap uang giliah
jariah ternyata tidak mendapatkan haknya, sedangkan 33% memperoleh uang
siliah jariah dalam jumiah yang gangat sedikit. Uang siliah jariah itu bermuara
kedalam kantong para ninik-mamak terutama kotua KAN dan para mediator.

Seluruh responden mengungkapkan bahwa uang siliah jariah itu bukanlah
berarti sebagai nilai intrinsik dart tanah ulayat melainkan sebagai sekadar tanda
pengakuan terhadap hak ulayat mereka untuk digarap oleh pengusaha dengan
memakai prinsip-prinsip kekeluargaan. Jadi ada nilai kebersamaan dalam siliah
jariah itu yang oleh pengusaha harus dihormati dengan menenggang hak-hak
mereka.

Abu Bakar Mang]mtoalam‘se]aku orang tuo adat Kanagarian Kinali dan
salah seorang pengurus KAN, mengakui bahwa ia dan para ninik-mamak
lainnya menerima jatah penggantian tanah ulayat berupa uang siligh jariah itu

dalam jumlah yang sedikit, sedang bagian terbesar bermuara pada ketua KAN
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dan para mediator. Ketua KAN Kinali, Zainal Basri Yang Dipertuan bahkan
mengakui pula bagian terbesar dari jumliah ity “disurar” oleh para mediator.

Dari fakta ini terungkap bahwa justru bagian ferbesar dari uang siliah
jariah itu tidak dinikmati oleh warga persekutuan, sementara di pihak lain tidak
sedikit lahan-lahan garapan yang telah mereka olah sejak semula dilibas oleh
pengusaha karena dianggap berada dalam lahan pencadangan tanah untuk
perkebunan mereka. Abu Baklar Mangkutoalam menyebutkan satu contoh
peristiwa fragis yang dialami warga pembuka lahan di atas tanab ulayat yang
hampir panen padi di sawah, seketika ditimbun oleh pengusaha. Tragisnya
pemilik Iahan langsung meninggal di tempat [antara mengal.a'mi shock berat.

Dalam kesepakatan yang dibuat secara tertulis antara pemilik tanah ulayat
dengan pengusaha dicantumkan, pada perkebunan pola PIR ini pembagian inti
dan lahan'plasma untuk warga sekitar 70 : 30 atau 60 ; 40. Ternyata seluruh
lahan plasma yang dijanjikan itu belum pernah hasilnya diterima oleh warga
sekalipun sawit sudah bertahun-tahun berproduksi,

~ Menurut Maslan, salah seorang mantan karyawan PT. AMF, penglm'dur'an

jadwal penyerahan plasma yang berlarut-larut itu disebabkan beberapa hal:
1. Belum tersedianya lahan plasma yang cukup untuk itu,
2.. Pengajuan narna-nﬁfha anggota pemilik plasma yfulg.berhfd( melampaui

kapasitas,
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3. Belum tuntasnya segala persyaratan administrasi yang diperlukan untuk itu,
antara lain sertifikasi lahan yang tidak kunjung dilakukan oleh BPN.

Namun Masian mengakui hampir Rp. 140 juta tiap bulan Pl tersebut
mengsluarkan uang yang diambilkan dari hasil plasma untuk disetor ke rekening
pribadi Bupati Kabupaten Agam (sebagian ulayat Kanagarian Kinali secara
administratip berada dalam wilayah Kabupaten Agan).

' Bila pun lohan plasma dibagikan pihak yang akan banyak mereguk
keuntungan adalah para petani berdasi yang datang dari kota dan para mediator
lantaran sebelumny.a telah diaku oleh sebagian ninik-mamak sebagai kemenakarn
setelah membayar sejumlah uang untuk 1tu.

: Dari pengamatan dan wawancara yang dilalukan hampir 2/3 dari jatah
lahan plasma yang semestinya untuk warga setempat, telah dijual lebih dulu
oleh para ninik-mamak dengan nilai sekitar Rp. 2 Juta per kapling kepada orang
luar persekutnan, Contoh surat perjanjian penjualan iniikepada pihak luar
gelengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 1L

Zainal Basri Yang Dipertuan selaku ketua KAN XKinali, Abu Bakar
Mangkutoalam mengakui al-hal tersebut dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan-
kebutuhan ‘administratip, antara lain beliau menunjuk kepada biaya-biaya
sertifikasi.

Disamping jalur transportasi yang semakin lancar ke arena lokasi

penelitian dibanding sebelum adanya pembukaan lahan sawit, terdapat
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keuntungan lain bagi warga, yakni tertampungnya sekitar 2000 orang buruh tani
kedalam ﬁsaha perkebunan. Banyak para pendatang dari berbagai latar belakang
etnig dan budaya khususnya dari Batak dan Jawa yang mencoba mengadu untung
di sini, sehingga kota kecil Simpang Empat sebagai pusat Kecamatan Pasaman
dan Kipali menjadi lebih ramai dan berdenyut.

Nazif Datuk seorang pemuka masyarakal Simpang Empat menyebutkan
bahwa kotanya jauh lebih ramai dan hidup dibanding sebelum terbukanya lahan-
lahan perkebunan sawit, namun sayangnya menurut beliau kegairahan wilayah
itu hany;i dipicu dan dinikmati oleh orang-orang luar wilayahnya yang sukses
mengeruk untungdi situ dan mereka sukses dalam anggota Perkebunan Ophir,
sementara mayoritas warga setempat hanyalah scbagai penonton. Beliau
mengakui juga bahwa ada sedikit keuntungan yang dapat dinikmati warga, yakni
keberadaan pabrik pengolahan minyak sawit di dacralnya yang semula dibuat
pengusaha dengan maksud menampung hasil perkebuﬁan sawit termyata
sekaligus dapat menampung buah tandan segar sawit penduduk setempat
gekalipun dalam jumlah relatif kecil. Menurut Nazif Datuk menipisnya hak
ulayat ikut merusak tatanan struktur masyarakat adat matrilineal, Itu ditandai
dengan makin menipisnya pula‘hubungan mamak dan kemenakan. Perubahan
sosial yang terurai dalam pernyataan terdahulu adalah bukti-bukti yang tak

terelakkan yang menurutnya adalah suatu kerugian tak terbantahkar.
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B. Analisis

1. Analisiy Terhadap Alayan-alasan Peralihan Hak Ulayat

Bila menilik kedalam ketentuan adat Minangkabau, maka pelepasan hak
ulayat ity sangat dipersulit dan nyaris tidak dimungkinkan, kecuali dalam hal
yang sangat darurat sifatnya sepertt dijabarkan sebagai berikut :
\. Mayik tabujua tangah rumah (Maysat terbujur ditengah rumah)
2. Rumah gadang katirisan (Rmhah Gadang ketirisan).
3. Gadih gadang indak balaki (Gadis dewasa tidak bersuami)
4. Mambanghkik batang tarandam (membangkit batang terendam = untuk

menegaklcan kembali pusaka adat)®

Kiranya tak satupun rumusan di atas yang dapat digunakan sebagai alasan
tepat ataupun dalih untuk melepaskan hak ulayat kepada pengusaha pekerbunan
dalam situasi terakhir ini, mengingat tak satu satupun muncul fenomena yang
dapat ditarik dan dimuat kedalam salah satu rumusan di alas

Setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat berbagai alasan yang
ményebabkan ‘masyarakat mafrilinial dilokasi penélitian bersedia melepaskan
tanah ulayat mereita k-epada.pengusaha perkebunén. Bila dipilah, alasan tersebut

mencakup 2 faktor :

6a. Lihat Juga Chairil Anwar, Op cit, hal. 95 dan Dt. B. Nurdin Yakub Buku ke-IH, Op cit,

hai. 23, , ,

LI
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1. Faktor Internal , meliputi :

a2 Alasan Ekonomis.

Keadaan perekonomianiah yang menyebabkan anggota persekutuan
pemilik tanah ulﬁyat setempat bersedia memperalihkan tansh ulayat
mereka kepada pengusaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada
mulanya tingkat perekomian masyarakat setempat tidaklah begitu buruk
dap mengkhawatirkar. Tiﬁgkat persaingan hidup yang tidak begitu tajam
* dalam persedian tanah pertanian subur yang sebetulnya ferbentang amat
luas dibanding dengan jumlah penduduk yang sebenar tidak seberapa
tidak membuat masyarakat setempat sampai kekurangan pangan seperti
halnya yang pernah mereka alami dizaman penjajaban Belanda. Namun
realita hidup modern yang cendrung menjebak manusia kedalam pola
hidup konsumtif dengan tﬁkaran yang serba material membuat masﬁzarakat
tidak saja awam bahkan sebagian masyarakat terhidik tetap merasa

kelmrangan.' Serba kebendaan yang ditawarkan oleh lingkungan kekinian

. itulah yang menjadi salah safu penyebab masyarakat tidak begitu hirau

dengan kebutuhan sekian generasi mendatang, lantas memperal thkan hak
ulayat yang diperkirakan membawa keuntungan ekonomi tidak gedikit
dalam ukuran mereka, baik itu karena penggantian vang siliah jariah dari

tanah ulayat ataupun dari hasil kebun plasma.
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b. Alasan yang lebih bersifat religius.

Hasil penelitian juga menemukan, sebagian masyarakat memandang

bahwa pembiaran hak ulayat untuk dipersiapkan untuk anak kemenakan

dimasa datang, tanpa dimanfaat sejak dint adalah suatu perbuatan

" mubazir dan kesia-siaan. Tuhanpun sangat membeci perbuatan mubazir
yang menurut mereka dapat dikenakan terhadap pembiaran hak ulayat
in1. Bila tak sanggup melakukan pengolahan entah karena kekurangan
tenaga dan biaya maka tak ada salahnya diperalihkan kepada pihak lain

yang sanggup untuk itu dengan perolehan imbalan tertentu. Alasan diatas

ini menampakkan terjadinya pergeseran nilai-nilai yang selama ini

kukuh dianut warga persekufuan setempat.

, b. Penafsiran yang beragam terhadap pelepasan hak ulayat.

Tidak semua anggota persekutuan pemilik hak ulayat, terutama pada
ninikk mamak mempunyai  persepsi ya.ng\E sama terhadap
pelepasan/pembebasan tanh ulayat mereka. Tidak sedikit diantara
menafsirkan penggunaan tanzh ulayal oleh pengusaha bukanlah berarti
melepaskan hak kepemilikan yang ada pada kelompok persekutuan
mereka, dan mereka tetap berpijak pada filosofi adat | "Kabau tagak
kubangan tingga" (Kerbau berdiri kubangan tinggal). Artinya seusal
penggunaan tanah ulayat oleh pengusaha atau katakanlah sehabis usia

HGU yang dipegangnya, baik melalui perpanjangan waktu atau tidak,
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maka tanah ulayat kembali kedalam pemilikan mereka. Ibarat seekor
kerbau yang bifa selesai berkubang, pergi tanpa membawa kubangannya.

Sebagian yang Jain dan ini merupakan golongan minoritas
berpendapat bahwa peralihan hak itu berartt memutuskan hubungan
hulkum antara mereka dengan tanahnya semuia, khusuénya. terhadap
tanah-tanah yang dijadikan perkebunan inti. Sedang terhadap tanah-
tanah dalam perkebunan plasma jatsh menjadi milik perorangan. Dalam
pandangan ini terdapat kesadaran yang penuh bahwa dengan penggunazan
tanah ulayat mereka oleh pengusaha berarti telah melepaskan
kepemilikan tanah ulayat itu untuk selamanya, bukan sekadar semacam
hak pakai dalam batas waktu tertentu,

Terutama penafsiran dari golongan pertama. mendorong terjadinya
peralihan halk ulayat keluar anggota persekutuan unhl}& dikelola menjadi
lahan perkebunan.

2. Faktor Eksternal, meliputi :
a Adanya tekanan dari pemegang kekuasaan

Pembangunan yang sangat semarak dizaman Orde Baru dan
berorientasi pada angka-angka pertumbuhan ekonomi, terkadang tidak
begitu memperdulikan cara-cara yang harus ditempuh dalam mengejar
target. Terdapat satu senjata pamungkas yang dapat membuat bulu kuduk

berdiri bila tida menyetsjui program pembangunan yang telah
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dicanangkan, yakni tudingan sebagai penghambat pembangunan. Itu
artinya "Sipenghambat” dikategorikan; sebagai anggota dari partai
terlarang, sehingga sewaktu-wakh dapal diamankan. Selanjutnya
persoalannya akan jadi berbelit dan dapat memperangkap yang
bersangkutan dalam rekayasa politis yang benar-benar tak dapat ia
cerna,

Tidak sedikit pemilik hak ulayat yang mencoba mempertahankan’
keutuhan haknya, mendapat tekanan bahkan ancaman dari pihak aparat
atavpun  orang-orang tak dikenal agar yang bersangkutan
mematuhi/memufakati saja apa yang telah diprogramkan. Toch, bila
penguasa bunya kemauan dan memberi jalan kepada pengusaha maka tak
seorangpun ra.kyat yang dapat merintanginya. Tekanan-tekanan seperti
ini ﬁlembuat pembakang-pembakang terhadap berpipdahnya hak ulayat
kembali pasrah._ |

b, Tlramna.psikis oleh luka sejarah.

- Sewaktu perkebuném ophir dicanangkan Belanda, pada hakikéinya
terjads penin&asan terhadap hak-hak persekutuan yang memiliki tanah
ulayat diwilayah ophir. Tak hanya itu, pemegang kekuasaan saat itu tak
henti-hentinyg menguras fenaga rakyat yang dipekerjakan disitu.
Penguasa sudah terbentuk sebagai simbol yang menakutkan ~dan

mempunya kekuatan yang tidak mungkin dilawan,
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Pada waktu perkebunan kembali dibuka diera Orba dengan
memakai pula nama Kebun Ophir, luka sejarah itu seolah kembali
menganga, dan menimbulkan trauma fersendiri sehingga tak heran bila
‘pada awalnya banyak mercka yang menolak untuk dikutsertakan sebagai
anggota plﬁsma pada perkebunan sawit. Mereka hanya mencari selamat
dari sikap penguasa yang dianggap masih haus darah rakyat. Cara
terbatk adalah diam dan.menyehljui secara lahiriah atas prografn
pemerintahan, termasuk dalam peralihan hak ulayat.

Bila diperhatikan semua alasan di atas yang ternyata jauh lebih longgar
dibanding dengan nilai-nilai adat yang selama ini dianut untuk dalih
pembenaran dalam peralihan hak ulayat, maka tampak jelas terjadi
pergeseran nilai-nilai yang dianut selama ini kepada nilai-nilai baru, nilai-
nilai mana justru akibat adanya kebijakan penggunaan hak ulayat. UUPA
dengan segala peraturan yang menjabarkannya berpe.ran sebagal sarana
rekayasa sosial, Hukum lebih dulu berjalan di depan mendahului mores.

Hilangnya rasa ketakutan akan akibat pelanggaran terhadap sumpah
pasatiran, agaknya dapat dipandang dari teori rasionalitas Weber yang
menganggap bila kekuasaan politik yang menjalankan pemerintahan kian
rasional maka proses hukum dalam masyarakal pun akan dijalankan secara
rasional pula. Keseluruhan bidang hukum akan mengalami rasionalisasi.

Sukar memang untuk secara rasional mencari benang merah antara
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kemelaratan hidup yang diderita seorang ninik-mamak dengan tindakarmya
yang melakukan peralihan hak ulayat.

Realita sosial dalam masyarakat mairilineal, khususnya dalam
pelepasan hak ulayat pada beberapa sisi ternyata membalikkan teori Weber,
terutama dalam kaitan perkembangan hukum sebagai respon dari tntutan
ckonomi. Ternyata dalam penelitian ditemukan bahwa tuntutan ekonomi ikut
menentukan perkembangan hukum.

Teorn Marx yang menolak pandangan bahwa agama dapat
mempengaruhi perubahan sosial ternyata juga tertepis oleh realitas sosial
dalam masyarakat matrilineal. Agama (khususnya Islam) temyata berperan
merubah sikap warga dalam memandang peralihan hak ulayal. Pandangan
Marx barangkali bisa menjadi benar kalau berpijak dafi pola pikir sekuler,
namun Islam yang kosmopolitan bila dipahami lebih mendalam seperti yang
 dilakukan dalam masyarakal matrilineal, membuat merek;a justru berupaya
melakukan perubahan-perubahan kearah tuntutan kemauan agama, sekalipun
yang dilakukan itu belum tentu pas. Sayangnya Marx belum bersentuhan
dengan masyarakat matrilineal yang justru punya kebanggaan reli gius dengan
filosofi: “Adat bersendi syarak, Syarak bersendi kitabullah, Apa kata
syarak terpakai dalam adat”,

Berangkat dari. paradigma fakta sosial, khususnya kaitannya dengan

teori fungsionalisme stmktural, tampak pula upaya untuk menjaga keserasian




antara pranata sosial kekerabatan matrilineal dengan pranata .pemerintahan
yang ada, yang pada ujung-ujungnya justru menimbulkan perubzhan sosial.
Paling tidak dipertunjukkan dalam bentuk tidak melakukan konflik terhadap
tekanan kekuasaan. Sistern kekerabatan matrilineal dalam pola hubungan
mamak-kemenakan justru dibiarkan mendangkal untuk menjaga keseimbangan
masyarakat yang lebih besar dan lambal laun dapat pula tumbuh jadi mores.
Masyarakat memerlukan  kedamaian.  Negara berkewajiban
memakmurkan seluruh warganya, sebab itu tidak saatnya lagi melakukan
pendekatan-pendekatan kekuasaan, apalagi kalau itu ditujukan pula
kepentingan pribadi. Pendekatan-pendekatan yang febih rasional akan
membuka mata warga untuk berpartispasi dalam pembangunan dan dengan
perlahan-lahan akan merombak struktur-struktur vang menjadi penghambat.
Dan yang lebih baik adalah hukum itu justru bertolftk dari nilal mores
masyarakat setempat, jika ternyata nilai-nilai mores it Il:erbukti lebih mampu
mlen_iemba_tani i(étimpangan-ketimpaxlgan sosial yang justru akhir-akhir ini
_sefﬁakin diributkan.
3. Analisis terhadap Pola Pelepasan Hak Ulayat |
_ Pola pelepasan tanah ulayat gepert dlmmkan d1 muka cenderung
mengacu kepada dua ststem hukum, yakni hukum agraria nasional dan
ketentuan-ketenmml hukum adat Jadi ada semacam dualisme hukum. Sistem
:manapun yang ditempuh diantara keduanya selaln lebih dulu dltempuh jalan

mugyawarah untuk memepertemukan kehendak kedua belah pihak.
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Dalarn pelepasan tanah ulayat di  Pasaman tidak selamanya
musyawarah yang diadakan untuk kepentingan demikian dapat dilakukan
secara merdeka bagi kedua pihak, khususnya terhadap pemilik tanah, sebab
gekalipun telah ditetapkan bahwa pemebebasan tanah melalui pelepasan
tanah .demikian ini adalah merupakan pembebasan yang murni bersifat
l%eperdataan, namun tak jarang dilakukan pendekatan kelkuasaan, bahkan
dengan memakai atribut atribut tertentu yang membuat pemilik kehilangan
kebebasannya Yang penting dari pendekatan kekuasaan seperti ini adalah
‘lahimya surat pernyataan pelepasan dari pemilik semula selanjutnya segera
dibawa ke PPAT khusus (deputi IV bidang pengukuran dan pendaftaran tanah
BPN) untuk dibuatkan akta pelepasan haknya Tidak adanya batasan tugas
yang rinci dari tim pengawasan dan pengendalianpembebasan ini justru
-~marﬁbuat aspek "pengendalian" menjadi  lebih .mengemuka- sehingga
melampani batas batas yang sebenarnya hanya berkisar sekitar tugas
kemediatoran. Akibatnya tidak selamanys pembayaran ganti rugi terhadap
pelepasan tanah ulayat telah tuntas sebelum proses pengajuan HGU
dilangsungkan. Banyak diantaranya pengajuan permintaan HGU  telah
diproses, sementara masalah pembayaran ganti rugi masih terhadang;
berbagai kendala

Dahulu, lazimnya dalam musyawarah pelepasan tanah, ninik mamak
pemangku adal harus minta perselujuan secara terbuka kepada anak

kemenakan (termasuk kanm wanita) masing masing, untuk selanjuinya
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dibawa kedalam musyawarah adat di tingkat kanagarian bertempat di Balai
adat/Kantor KAN

Dari hasil penelitian terlihat, tidak banyak anak kemenakan apalagi
kaum ibu yang sebenarnya amat berkepentingan terhadap hak ulayat,
dimintai persetujuannya untuk pelepasan bak ulayat ini. Pendekatan
kekuasaan yang diarabkan kepada ninik mamak serta umpan umpan
/keuntungan keuntungan yang dijulurkan dibalik pelepasan hak ulayat,
membuat ninik mamak juga melakukan tindakan yang tidak transparan
terhadap anak kemenakan yang masa depannya ikut dipertaruhkan diatas
tanah ulayat. Bahkan vang ganti rugi alas tanah yahg disebul "uang siliah
jariali” dari calon investor kepada ninik mamak banyak yang tidak sampai
kepada mereka. Disamping hanya mengalir kedalam kantong ninik mamak,
Juga bermuara kepada genggaman elit penguasa yang sebenarnya cuma
berfungsi selaku mediator.

Target pertairia pengusaha dalam rangka memperoleh [ahan adalah
secepainya memperoleh surat pernyataan penyerahan hak ulayat dari ninik-
mamak dengan menomorduakan persyaratan-persyaratan administratip
lainnya.

Bila disimak, surat pernyataan penyerahan hak tersebut ataupun surat
kesepakatan-kesepakatan yang dibuat untuk itu ferdapat pengaturan yang
singguh tidak balance dan sangat kabur. Sama sekali mengabaikan hak-hak
warga persekutuan. Materi perjanjian lebth banyak menekankan kewajiban-

kewajiban pemilik semula tanpa secara rinci menyebut kewajiban-kewajiban
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pengusaha. Akibatnya tercipta celah-celah pada cela mana pengusaha dan
bahkan penguasa dapat berkelit untuk belum atau tidak menuntaskan
kewajibannya dalam memulibkan hak-hak warga, padahal ini menyangkut
jumlah finansial yang tidak sedikti. Pada celah ini pula kolusi, korupsi dan
nepotisme gampang menyembul.

Berangkat dari teori interaksionisme simbolik, ternyata tindakan ninik-
mamak menandatangani perjanjian pelepasan hak ataupun tanda tangan
mereka diatas surat kesepakatan dengan pengusaha oleh warga diartikan
sebagai “ada hitam diateh putiah (sekadar surat bukti untuk kewenangan
menggunakan tanah ulayat)” dan didalamnya tersiral unsur lain yang lebih
pénting yakni untuk menjaga saling kepercayaan. Bagi warga, penjabaran
yang terlalu mendetail dalam surat kesepakatan apalagi menyangkut
kebendaan terasa tabu untuk diungkap dan dianggap matertialistik. Jadi surat-
surat kesepakatan penyerahan hak ulayat itu merupakan suatu simbol dan
harusiah dibaca sebagai suatu sural yang memuat kewajiban-kewajiban

“pengusaha secara rinci terhadap warga tanpa menyalahgunakan kewenangan
yang diberikan. Pengusaha semestinya arif dan mampu membaca simbol-
gimbol itu secara tepat, bukannya memanfaatkan celah-celah yang ada untuk
merekayasa kejadian bum'ke®Wm diri sendiri. Tidak semua pengusaha

 dan penguasa mampu arif dan mampu menangkap simbol maka untuk menjaga
agar kepercayaan itn tidak disalahgunakan sepatutnyalah dalam surat
gemyataan/sura_t kesepakatan atau apapun namanya dicantumkan secara jelas

!

hak-hak warga pemilik, khususnya tentang:




- jaminan yang pasti terhadap pemilik lahan garapan yang ada di atas tanah
yang akan diserahkan,
- luag lahan plasma,
- jadwal palix_lg.lambat penyerahan plasma,
| jaminan bahwa plasma diletakkan pada tanah yang subur,
- - jaminan bahwa plasma juga dipelibara baik,
- sanksi-sanksi yang tegas Sila. perusahaan menyalag kesepakatan.

Hal-hal penting demikian ini justru diabaikan dalam pokok perjanjian,
-sehingga pengusaha yang tidak punya itikad baik dengan mudah melakukan
penyimpangan-penyimpangan, antara Jain dengan menunda-nunda penanaman
plasma atan dengan meletakkan pada lahan yang tidak produktif.

Dibalik penundaan pengajuan HGU oleh pengusaha, sementara
perusahasn telah lama berproduksi jelas mengundang keraguan terhadap
ittkad baik pengusaha, sebab secara formal mereka “‘adapat membuktikan

bahwa penanaman baru dilakukan setelah HGU turun, dan untuk membuktikan
kebenaran material pejabat mana yang mau masuk ke hutan pedalaman tanpa
pamrih dan tanpa tergoda rayuan finansial investor?, Padahal pemindaan
geperti ity tidak saja merugikan warga pemilik, juga negara lantaran
kehilangan penerimaan dari pajak-pajak, tetapi menguntungkan bagi pejabat-
pejabat yang bermoral gampang disuap. Sejalan dengan' hal di atas, Solly

Lubis mengaiakim:




Seharusnya politik pertanahan berpihak kepada rakyat sesuai amanat
pasal 33 UUD 1945, Sudah saatnya kebijakan pertanahan dikaji ulang,
apakah benar-benar sudah mengacu kepada pasal 33 UUD 1945. Selain ifu
perlu dikaji apakah pelaksanaannya sudah sesuai,®

Pola pelepasan tanah ulayat yang mulai bergeser kearah pola kebijakan
yang diinginkan pemerintah, membuktikan pula bahwa hukum itu khususnya
UUPA dan seperangkat peraturan pelaksanaannya berperan sebagal sarana
rekayasa sosial,

Perubahan yang diinginkan it1 bisa pula menjadi sumber konflik, bila
hukurm itu tidak mengatur dan tidak siap mengantipasi kelemahan-kelemahan
yang ditimbulkannya. Contoh yang sangal wwngkin menjadi sumber
kerawanan itu nanti adalah tidak adanya kepastian yang tegas mengenali status
hak ulayat seusai dipergunakan oleh pengusaha. Hal ir!1i hendaknya mulai
dipikirkan sejak dini dengan membuat peraturan-peraturan yang jelas dan
tegas, sehingga pemilik hak ulayat sejak jauh hari dapat menentukan sikap
dan bekas-bekas tanah perkebunan di atas tanah ulayat tidak menjadi ajang
rebutan antara persekutuan dengan pemerintah maupun sesama anggota

persekutuan.

olly Lubig, Kompas, 24 Septernber 1993, hal.9.
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3. Analisis terhadap Pengaruh Kebijakan Penggunaan Tanah Ulayat Terhadap
Perubahkan Sosial

Masyarakat selalu mengalami perubahan, baik secara cepat ataupun
lambat, perubahan mana menyangkut berbagai bidang kehidupan tak terkecuali
masyarakat dalam persekutuan matrilineal.

Sekalipun ada slogan "adat nan ndak lakang dek paneh, nan ndak
lapuak dek hujan w® (vang digunakan sebagai upaya untuk mempertahankan
nilai- nilaj adat matrilineal), namun dalam perkembangan interaksi berikutnya -
yang semakin luas dan kompleks, imbas perubahan itu tak dapat dicegah entah
karena digerakkan oleh faktor internal maupun eksternal.

Demikian pula realitas sosial yang muncul dalam masyarakal di Pasaman.
Kebijakan penggunaan terhadap tanah tanah ulayaf untuk ugaha ussha
perkebunan baik yang dilakukan melalui penanaman modal dalam negeri, PMA,
maupun usaha perkebunan perseorangan dengan non fasilitaé: penanaman modal,
ternyata membawa perpbahan yang tidak sedikit terhadap masyarakat disini.

UUPA dengaﬁ seperangkat peraturan pelaksanaannya, yang sejak semula
mengakui keberadaan hak ulayat namun memberi angin képada investor untuk
dapat dengan mudah memanfaatkan tanah tanah ulayat melatui cara pembebasan
tanah yang sekélipun mﬁmi disebutkan bersifat keperdataan tetapi mengandung

celah untuk dapat "dipublildcan”’, membuat pelepasan tanah tanah ulayat menjadi

64. Hal ini menunjukkan kepada pengertian simbolis yang rmeknanys menggambarkan
‘kepada tekad dan upays pembentuk adat,agar nilai-nilal adat itu tidak tertukar oleh nilai-nilai lain.
Istilahdain untuk hals ini digambarkan dengan - “agar agak: indak dittie rang pargeaich, jedon
el dibioh tramg lafu (cupak/sukatan tidak ditukar oleh orang pedagang dan jaian tidak dialih
aleh orang yang {alu/iewst),
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gampang dilakukan. Peralihan tanah ulayat yang menurut ketentuan hukum adat
tidak boleh dilakukan dan telah sejak lama dipatuhi, kecuali dengan persyaratan
persyaratan yang amat berat, kini menjadi longgar. Tidak harus muncul
fenomena "mayik tabujua tangah rumah, gadih gadang ndak balaki, rumah
gadang katirisan, dan mambangkik batang tarandam “ wuntuk terjadinya
peralihan hak atas tanah ulayat dan tanpa- perlu pula merasa takut terhadap
détangnya kutukan atas pelanggaran dari sumpah pasatiran.

Bila dahulu larangan ketat terhadap peralihan hak atas tanah ulayat yang
tertuang dalam istilah istilah. simbolik diatas dimaksudkan untuk menjaga
kehidupan anak kemenakan dibelakang hari, agar minimal dapat
mempergunakan lahan yang masih dan akan tetap ada dalam genggaman
persekutuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai petani bila tak ada
pekerjaan lain yang lebih menguntungkan, maka kini pemikiran yang begitu
meloncal jauh kedepan dalam ikut merekayasa kehiduban ekonomi anak
kemenakﬁn untukl generasi berikut dianggap menjadi tidak penting. Jadi
serhsic‘am timbul pé;;geseran nilai nilai adat yang semula sangat komunal
rbfefafmfkepada cor.'alk ekonoﬁzis irzr;(i vidualistis.

Sertifikasi hak atas tanah mulai pula terasa dibutuhkan, guna dijadikan

alat mempertahankan hak hak tanah dari kemungkinan gangguan pihak lain yang

karakter individualnya makin mengental.
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Sebelsm pengusaba perkebunan sawit merambah ranah pasaman,
kekerabatan masyarakat dalam pola hubungan mamak-kemenakan sebagai cirt
paling unik persekutuan matrilineal masih sangat dominan. Terutama mamak
dan kepala suku punya peranan ikut menentukan dalam setiap keputusan
pemakaian tanah tanah ulayat, sekalipun untuk wewenang demikian tidak
lepas dari kontro! kaum perempuan tertua dalam masing masing kaum, parnik
dan suku. Sebab itu selaku mamak kepala warig dan penghulu suku harus
mengadakan musyawarah lebih dahulu dengan kaum perempuan yang
berkepentingan. Para kemenakan pun, lebih lebih kemenakan dibawah daguak
menempatkan mamak dalam tingkatan wibawa yang agung, perlu dihormati
dan bahkan kalau perlu "dijilati” untuk meraih simpati mamak agar
memperoleh pemakaian tanah ulayat yang diinginkan. Sebaliknya mamakpun
punya hutang terhadap para kemenakan seperti ditekankan oleh falsafah adat
dalam pantun berikut:

Keluk paku kacang belimbing

Tempurung lenggang lenggangkan.

Anak dipangku kemenakan dibimbing

Orang kampung dipertenggangkan.

Kewajiban ekonomi sosial yang terpikul pada pundak seorang mamak,

tidak hanya berhenti pada sekadar memikirkan kehidupan dalam keluarga
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batthnya, tetapi meluas terutama sampsi pada para kemenakan. Bahkan
sekaligus orang sekampung,

Seiring dengan penggunaan dan peralihan tanah tanah wulayat di

Pasaman, kewajiban, peran dan wibawa mamak termasuk penghulu suku
menjadi menciut. Para kemenakan merasa tidak lags mempunyai kepentingan
untuk menggayutkan kehidupan ekonomi kepada mamak, toch tanah ulayat
yang diharapkan sudah banyak beralih kepada pengusaha.
Pola hubungan mamak-kemenakan vang semula begitu penting, makin
kehilangan gaungnya. Pola hubungan kekerabatan mamak-kemenakan itu
semakin tergantikan oleh kecendrungan pola hubungan orangtua-anak,
sekalipun untuk kepentingan itu tanah tanah vlayat yang semestinya menjads
warisan kemenakan telah terkorbankan

Penelitian dilapangan menunjukkan terabaikannya rutinitas kunjungan
yang dilakukan kemenakan terhadap mamak, dan sebaliknya tersitanya
banyak waktu seorang mamak dalam lingkup kelvarga isterinya. Rasa
tanggung jawab seorang mamak terhadap kemenakan menjadi sangat luntur
dan tererosi oleh nilai nilai kehidupan modern yang semakin individual.

Biaya ganti rugi atan siliah jariah dari pengusaha dalam pembebasan
tanah ﬁlayat yang semestinya menjadi hak para saudara perempuan dan anak
anaknya sebagai .pewaris hak uvlayat, ternyata pada umumnya mengalir

kedalam keluarga batih sang mamak yang sayangnya banyak digunakan untuk

-
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memenshi prilaku hidop konsumtif Akemulagi zelanjutnya berakibat kurang
dihargainya mamak, sehingga status mamak tidak lagi menjadi lebih
terhormat.

Datam musyawarah untuk pelepasan tanah ﬁlayat, faum perempuan
dalam kawm, paruik ataupun suku oleh para nintk mamak tidak lagi dimintai
pendapat mereka, apalagi untuk ditkutkan dalam musyawarah. Artinya secara
internal, ninik mamak mulai melepaskan kontrol kekuasaan terhadap mereka

dari kaum wanita. Dan ini agaknya sesuai dengan kemauan pemerintah yang

berkuasa saat itn yang bertekad untuk memperkecil timbulnya kendala:

kendala penghambat pembangunan. Padahal seperti dikatakan Hamka pada
uraian dalam bab terdahulu bahwa yang berkuasa terhadap harta pusaka dalam
lingkﬁngﬁl kaum secara praktis ialah perempuan tertua dalam rumah gadang,
karena dalam sistem kekerabatan matrilineal ibu tertua jtu berkedudukan
sebagai kepala kelvarga dalam rumah gadang. Peranan laki laki sebagai
tungganai hanya mengawasi harta itu. Dalam hubungannys keluar lingkungan
kaum, tertama menyangkut peralihan atax harta dalam kéadaan tertenty, atau
mewakili kaum dalam penyelesaian sengketa harta pusaka dilakukan oleh
tungganai atan matmak kepala waris. Kedudukan tungganai dalam hal ini {ebth
banyak bersifat lambang, sedangkan yang berkuasa secara praktis adalah

perempuan. Demikian Hamka.
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Dalam masyarakat persekutuan matrilineal di lokasi penelitian, sekarang
ini fenomena seperti dikatakan Hamka pada uraian diatas hanya menunjukkan
kecendrungan berlakn terhadap harta pusaka tinggr kaum. Sebaliknya
terhadap hak ulayat, sekalipun itu hak ulayat kaum, wewenang penguasaatintya
lebih terletak pada tangan mamak tungganai dan penghulu suku. Merekalah
jadi penenty kebijakan penggunaan tanah ulayat dan tanpa melalui banyak
perundingan yang berbelit serta berkat berkat umpan umpan matang yang
dijulurkan pengusaha dan penguasa membuat pelepasan tanah menjadi mudah
sehingga secara kuantitas maupun kualitas kéadaan hak ulayat semakin
menurun.

Sejatan dengan kian rusaknya dan menipisnya hak ulayat yang pada
hakikatnya merupakan simbol perekat antara anggota persekutuan matrilinial,
maka makin mendangkal pula ikatan dan solidaritas antara sesama Warga
persekutuan, terutama dalam pola hubungan mamak-kemenakan, Dalam tugas
mamak selaku pembimbing kemenakan seperti petuah adat, asp.ek ekottomi
semakin terkesampingkan Mamak tidak lagi merasa ikut bertanggung jawab
terhadap kehidupan perekonomian keluarga para kemenakannya.

Corak pelapisan sozial pun semakin beragam dan menunjukkan batas
vang lebih kentara dibanding sitbasi  sebelvm pengusaha perkebunan
mengoper alih sebagian hak ulayat di Pasaman. Terjadi kepincangan dalam

pemerataan ekonomi. Ada segelintir anggota persekutnan yang semakin
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makmur dan lazimnya lapisan ini diisi oleh ninik mamak dan para mediator
pada jajaran elite kekuasaan, dan pada lapisan lain yang lebih rendah diisi
oleh mayoritas warga dalam suagana hidup yang cukup memprihatinkan, Tak
sedikit pula corak kehidupan vang semula sebagai petani pemilik beruobah
menjadi petani penggarap pada lahan perkebunan sawit.

Dari uraian diatas memberikan gambaran kepada kita bahwa betapa
penggunaan hukum dalam negara modem ternyata membuat nilai nilai luhur
tradisional tergantikan oleh corak yang lebih bersifat individual,

Peralihan hak atas tanah ulayat mengakibatkan pula pranata sosial
kanagarian menjadi sempit. Wilayah kanagarian dahulu pada smumnya punya
ranah yang luas dan mencakup beberapa desa dengan perbatasan nagari yang
dapat menembus secara administratif wilayah lain kecamatan sekarang, kini
perbatasan tersebut cendrung mengikuti batas administrasi pgmerintahan yang
ada. Tegasnya, banyak terdapat hak ulayat kanagarian A yang gsecara
administratif berada dalam kecamatan B, terletak pada kecamatan C. Sebagat
contoh adalah hak ulayat kanagarian Kinali (dalam Kec. Pasaman) yang
digarap oleh PT. AMP dengan luas sekitar 5000 Ha berada dalam kecamatan
Palembayan (Kabupaten Agam). Dengan terjadinya peralihan hak ulayat
melalui pembebazan tanah atas areal seluas 5000 Ha di kanagarian Kinali
tersebut, berakibat kanagarian sebagai kesatuan masyarakat hukum adat punya

wilayah yang kian mencint. Hal itu berati pula pranata pemerintahan mepurot
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adat lambat laun menjadi mengecil. Sebaliknya pranata ekonomi menjadi
berkembang dan interaksi sosial masyarakat dengan lembaga perekonomian
menjadi terbiasa Hal ini terlihat dengan bermunculannya koperasi (KUD dan
KJUB) sebagai wadah penampung peserta plasma dan sekaligus sebagat
penyalur kebutuhan anggota.

Dari seluruh uraian diatas, dapat kita tengok betapa hukum itu punya
kekuatan dalam menggerakkan perubahan perubahan pada magyarakat
matrilineal. Hukum digunakan secara sadar untuk menjalankan persbahan.

Kemampuan hukum, khususnya kemampuan UUPA dengan seperangkat
peraturan pertanahan dalam hal kaitannya dengan tanah ulayat, Jebih khusus
lagi kebijakan kebijakan tentang penggunaan/peralihan tanah ulayat melalni
pembebazan tanah dalam menggerakkan perubahan tak dapat disangstkan.
Kemampuan demikian ini memang menyimpang dati pendapat aliran sejarah
vang dipelopori Savigny yang dengan tegas menyangkal kemungkinan
penggunaan hukum sebagai sarama untuk melakukan perbahan sostal
Konsepsi mereka tentang hukum yang melihatnya sebagal sesuaty yang
fumbuh secara alamiah dari dalam pergaulan masyarakat itu sendirt, dan
norma ' norma informal (mores) tak dapat digantikan oleh hukum,
menyebabkan mereka menepis adanya kekuatan hukom dalam menggerakkan

perubahan perubahan. Mores alan -selalu mendahului hukum, lantas hukum




vang muncul kemudian ity hanya dapat memberikan pengesahan saja terhadap
norma norma yang dibentuk secara informal oleh pergaulan hidup itu.”

UUPA dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya terutama yang
berkaitan dengan kebijakan penggunaan tanah ulayat, ternyata disamping
berfingsi sebagal sarana kontrol sosial, sekaligus juga berfungsi sebagai
<arana untuk melakukan “social engineering”. Pada satu sisi 1a menjaga
masyarakat tetap berada dalam pela prilaku yang telah mapan, tetapi disisi
lain ia mengajak masyarakat untuk mengikuti prilaku baru yang sebelumnya
tidak atau belum tumbuh dalam bentuk mores. |
Hal yang terakhir ini tampak jelas pada kuantitas dan kualitas peralihan tanah
ulayat dalam persekutuan matrilineal di lokasi penelitian. Peralihan tanah
ulayat yang sejak dahuly sangat ditabukan bahkan diancam kutukan dari
sumpah pasatiran mulai makin diabatkan.

Realitas yang muncul ini lebih mendekati kepada feori razionalitas
Weber dan Talcott Parsons yang melihat sistem sostal sebagat suatu siatem
vang terbuka melalui proses saling pertukaran dalam bentuk masukan dan
keluaran dengan lingkungannya.

Hasil penelitian memperkuat pendapat Satjipto Rahardjo yang

mengkategorikan UUPA kedalam penggunaan hukum sebagai sarana social

65. Satjipto Rahardjo, Hudam dan Magarkar, hal 112, membahas lebih jauh dan
mendalam tentang kemampuan hukum dalam rnenggerakkan perubahan



engineering . tak terkecuali dalam masyarakat matrilineal yang dikenal sangat
kukuh berpegang kepada adat, karena terbukti terjadinya pergeseran
pergeseran dalam strukfur masyarakat setempat sehingga memungkinkan
terjadinya pula perubahan perubahan proses sosial seperti telah diuraikan
dimuka.

Yang agak menarik dari arsh perubahan sosial yang timbul ity adalsh
agak melencengnya realitas yang timbul dari sasaran yang diinginkan oleh
undang undang. UUPA secara tegas menetapkan bahwa semua hak atas tanah
mempunyai fungsi sosial (pasal 6 UUPA). artinva penggunaan tanah tidak
beleh semata mata untuk kepentingan .pribadi dan merugikan kepentingan
masyarakat banyak, terutama yang harus diperhatikan adalah kepentingan
pthak yang ekonomis lemah (penjelasan umum UUPA bab IT angka 4). Jadi
ada nilai nilar kebersamaan (comunal) yang harus diemban dalam fungsi
sosial dari hak atas tanah. Kenyataan yang timbul memperlihatkan nilai nilai
kebersamaan yang diisyaratkan dari fungsi sosial hak atas tanah ity justru
berubah arah ke sifat individual yang mementingkan keuntungan pribadi.
Nilai miar luhur tadisional yang sebenarnya lebih komunal sostalitik semakin
tetlecehkan. Perkembangan menarik ini agaknya dapat dianalisis dari dua

sebab o
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1. Peraturan-peraturan yang memjabarkan UUPA sebagai peraturan induk

banyak yang menyimpang dan tidak konsisten dengan peraturan induknya.
AP, Parlindungan menyatakan:

Banyak undang-undang yang berkaitan dengan pertanahan dibuat tanpa
mengacu kepada UUPA, bahkan saling bertentangan. Tumpang tindih
pengelolaan pertanahan serta konsep pembangunan yang meletakkan tansh
gebaga aset ekonom pada gilirannya menyebabkan raiq'at tergusur.*

2. Pada mula pembentukan ULfPA, tampak sekali dikuasal romantisme seperti
sikap pada penjajah serta citra dan penghargaan yang diletakkan pada hukum
adat. Pemikiran serta siasat ekonomi kurang mendapat perhatian.®’

Lantas ketika kesadaran ekonomi ifu muncul, terutama setelah tanah terlihat

sebagai aset ekonomi yang dapat digunakan memancing investor yang mayoritas

berasal dari kaum kapitalis, maka ditampunglah kepentingan\ ekonomi itu pada
peraturan peraturan yang menjabarkan UUPA. Era globa]isaiéi dengan suasana
pasar ‘bebas yang kapitalis individualistis, dan ketergantungan Indonesia
terhiaﬁap negara kaya menyebabkan kebijakan kebijakan berikut lebih
disesuaikan dengan: mnﬁxtan yaﬁg dgtzmg, Tekanan tekanan eksternal yang
datang membuat sasaran perubahan nienjadi bergeser dan terdesaklah nilai nilai

tradisional yang ada.

66." AD. Parlindungan, Kompas, 24 September 1995, hal.9

67. Lihat selengkapnya pada Satjipto Rehardjo, Fidkum dan Perubahan Sosial, hel, 181.




Nilai-nilai individual yang kian menonjol dan makin mengikis nilai-nila
komunal sebenarnya terasa kian mencabut warga persekutuan dari akar
budayanya semula dan menciptakan kesenjangan-kesenjangan sosial yang lebih
kentara. Nilai-nilai tradisional pada suatu tempat yang jika telah teruji mampu
menjembatani ketimpangan—ketimpangan sosial sebaiknya dijadikan acuan
dalam pembuatan: penmdahg-undangan. Artinya pada suatu ketika hukum tetap
dilandaskaﬁ kepada mores, yakni mores yang telah terbukti kukuh dalam
. men_jaga keadllan dan keselmbangan dalam segala aspek kehldupan dan pada
| saai Ialn yang dlperlukan hukum dibiarkan berjalan di depan, namun untuk yang
terakhir ini harus dijaga konsistensi hukum itu dengan tetap menjaga nilai-nilai
luhur bangsa.

4. Analisis terhadap Untung Rugl Akibat Penggunaan Tanah Ulayat

Akibat penggunaan tanah ulayat milik persekuty;an matrilineal oleh
p‘én‘éuéaha,l ter‘ﬁyléia: tidak 'lmendaiangkan keuntungzi:] terhadap warga
p.é:rseldltuari. Jikﬁp‘l;r‘;‘ aﬂa.hany.a-lah berupa keuntungan yang tidak langsung dari
akibat perkebunan sawit.

Secara ekono‘.mis memang terdapat pembayaran ganti rugi terhadap tanah
ulayat selaku siliah jariah dari pengusaha kepada pemilik, namun jumlahlganti
rugi yang sekitar Rp 25000-50.000 per Ha itu tersedot kedalam kantong

segelintir ninik mamak dan para mediator pada-elite kekuasaan. Sementara
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mayoritas pemiiik seperti rumah tangga para kemenakan tidak mendapat

. keuntungan apapun.

" Borarigkat dari.teori interaksionisme simbolik, uang siliab jariah itu tak
lain dari suatu simbol yang dipakai dalam interaksi sosial pada masyarakat
matrilinea! sebagai tanda pengakuan hak terhadap pemilik tanah ulayat. Silich
jariah diartikan sebagai “pengganti sedikit keringat”. Maksudnya pemakai tanah
ulayat sudah cukup dengan memberi sedikit vang pengganti kepada pemilik yang
selama imi telah berkeringat banyak (bersusah-susah) dalam memelihara hak
ulayat, punya kewenangan untuk menggarak tanah ulayat. Dengan siliah jariah
yang sedikti itu didalamnya tersiral terjalinnya hubungan kekeluargaan atau
kebersamaan antara penggarap dengan pemilik, nilai-nilai kebersamaan mana
hﬁrus dijaga dengan baik.

Bila dikaji secara ekonomis, uang siliah jariah yang berkisar Rp 25.000 -
50.000 /Ha tanah belumlzh nilai yang layak, namun karen‘a yang itu hé:iyalah
merupakan simbol belaka dari terciptanya hubungan kebersamaan maka secara
material ia tak dapat dinilai dengan takaran jumlah vang. Dalam menilai nilai
kebersamaan itu terkandung nilai-nilai sosial yang harus ditunaikan oleh semua
pihak.

Pengusaha H_firusnya. menjéga nilai-nilai kebersamaan itu karena dengan
cara seperti itulah ift akan seterusnya dapat diterima | dengan aman untuk
berusaha dalam ranah persekutuan, Jika dalam sistem pengelolaan perkebunan

- N
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ttu telah disepakati misalnya 30% dari luas lahan adalah untuk warga pemilik
maka ifu berarti sebagian nilai-nilai kebersamaan itu telah dig?u‘iskan, walau
banyak nilai-nilai lain yang perlu dihayati.

Semua pengusaha di ranah penelitian ternata tidak arif dan gagal
menterjemahkan makna simbolik. Mereka justru memanfaatkan milai-nilai
tersirat yang tolerantif itu untuk keuntungan din sendin sehingga warga
persektuan banyak dirugikan.

Sistem kemitraan dalam pengelolaan perkebunan. melalui pola bapak
angkzﬁ—anak angkat dengan lazimnya memberikan luas lahan ulayat sekitar 60%-
76% untuk dipakai perusahaan inti, dan sisanya menjadi plasma milik warga
selaku anak angkat, ternyata juga tidak menjamin mengalimya keuntungan
ekonomi terhadap warga setempat. Saat penelitian dilakukan, dari seluruh
perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di lokagi penelitian.dan telah
berproduksi sejak lama, bahkan ada diantaranya sudah semenjak 7 tahun yang
silam, tidak satupun hak plasma rakyat yang telah dibagikan. Sementara
keuntungan yang di;‘a.ih perusahaan apalagi dengan situasi harga minyak sawit
yang sangaf meningkat diperkirakan semakin tinggi sedang keuntungan yéng
 seharusnya diraih warga tidak jelas ujung pangkalnya. Tiadanya mekanisme
yang'. jelas dan transparan dalamﬂ pengelolaan perkebunan sawit pada lahan
tanaﬁ ulayat menyebabkan hak hak pemilik ulayat semula tidak menjadi

perhatian utama.




Hasil musyawarah antara pihak pihak yang berkepentingan {pemilik
ulayat dengan pengusaha) sejak semula tidak digariskan secara tuntas dalam
perjanjian tertulis, akibatnya rakyat setempat yang awam hukum selalu berada
dalam posisi yang lemah. Tidak ditemukan satupun perjunjian tertulis berisi
batasan waktu paling lambat penyerahan plasma oleh pengusaha kepada warga,
prioritas lahan yang harus lebih dahulu digarap antara inti dengan plasma dan
auditor yang.dapat. dipercayﬁ rakyat terhadap hasil penjualan sawit hasil plasma
selama hak warga belum diserahkan. Itu semua merupakan beberapa pokok
per;soalan'p'enting untuk terjaminnya hak hak rakyat, namun disepelekan.
Perjanjian teftulis yang ada justru berisi pernyataan pelepasan hak ulayat dari
nlnlk mamaktanpa mémperinci imBalan seimbang yang mereka terima. Tiada
pengaturan yang ballance bagi kepentingan masing masing pihak. Mediator yang
dlhampkan menjagfl kepentmgan rakyat justru berkolum dengan ninik mmnak

ang dltempaﬂ{an dalam satu wadah Karapatan Adat }\Tagari (KAN) agar
\Hlmudah dlkontrol dan dengan pengusaha. Tak heran blla dalam dua tahun
terakhir ini kesabaran rakyal menjadi menipis dan meledak dalam bentuk
peﬁyerangan terhadap perusahaan dan peﬁebangan pohon pohon sawit. Kasus
demi kasus akan muncul susul menyusul bak gelombang }aut, bila kelemahan
mekamsme yang ada tak kunjung dlperbalkx

" Banyaknya lembaga ‘pemerintah yang mencampuri pengelolm

perkebunan sawit yang terkesan tanpa koordinasi, mulai dari BKPMD, Dinas
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-Perkebunan, Dinas- Pertaman, BPN, Pemda Tk.I dan II, Dept. Pertanian dan
‘la,mnya, membuat terjadmya salmg lempar tanggung jawab ‘terhadap pemuhhan
‘hak hak warga pemxllk Sebagai contoh informasi dari Biro Perekonomian
Kantor Gubernur menyebutkan bahwa penyerahan hak baru ditakukan Jlka
hu't.ang‘ anakangkgt_ untuk kepentingan pengelolaan tanaman sawit mulai dax‘*i‘
harg_a bibit, pengurusan dan penyemprotan hama serla pemeliharaan yang
borkisar sekitar Rp 8 jutal telah terlunasi oleh hasil sawit. Dipibak lain
inforimasi' dari Disbun dan BKPMD menyatakan bahwa penyerahan hak plasma
dilakukan setelah 4 tahun sejak ditanam. Manapun yang benar diantara
keduanya, warga tetap fak mendapal keuntungan apapun sampai saa penelitian
dilakukan, padahal rumusan manapun yang dipakai hutang anak angkat
diperkirakan lelah lunas cukup dalam 3 tahun petik kurun pertama.
Bilapun dibagikan perkebunan plasmna, agaknya yang akdln banyak mengemk‘
keuntungan justru petani berdasi orang luar persekutuan yang datang dari kota,
lantaran jatah plasma yang diberikan banyak dijual oleh ninik mamak kepada
pembeli yang diaku sebagai kemenakan serta puara mediator yang dengan
berbagai cara menancapkan kukunya pada tanah ulayat.

Terjadinya pelanggaran lahan garapan oleh oleh pengusaha melebily
batas yang diizinkan karena mencakup areal sangat luas yang sulit untuk
dipantau, dan tak jarang mencaplok lahan garapan penduduk, mendatangkan

kerugian tidak sedikit pula terhadap warga.
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Tiadanya ketentuan yang melarang penggarapan lahan sebelum turunnya
HGU, membuat pengusaha berpacu untuk segera melakukan aktifitas
penggarapan berdasarkan izin lokasi dan pernyataan pelepasan hak dengan
menunda  pengajuan  HGU, untuk strategi mana diperoleh dalih  untuk
memanipulast wnur sawit yang sesungguhnya dengan hitungan penggarapan
dimulai sejak turunmya HGU. Akibatnys secara de jure penundaan penyerahan
plasma seolah olah menjad: sah saja untuk dilakukan dengan bertolak dari bukti
peroiehan HGU, padahal secéra de faclo, perkebunan telah berproduksi sejak
lama

Keuntungan yang baru dapat direguk oleh warga persekutuan hanyalah
keuntungan sebagai akibat tidak langsung dari penanaman perkebunan sawit
berupa terbukanya arus transportasi dari dan ke wilayah mereka yang j.auh lebih
baik dari keadaan semula. Hasil perkebunan sawit yang dikelola oleh
perseorangan, sekalipun dalam jumlah sangal terbatas, dépm ditampung oleh
investor yang memiliki industri pengolahan minyak sawit. Disamping itu
terserapnya sejurniah sekitar 2000 orang tenaga kerja buruh tani kedalam usaha
perkebunan. Keuntungan yang telah banyak dinikmati warga justru berasal  dari
perkebunan sawit perintis yang dikelola pemerintah melalui PT. Perkebunan
VI, bukan dari pihak pengusaha yang berperasi kemudian. Dewasa ini bahkan
méndatangkan keuntungan sekitar Rp 1,5 juta perkapling/bulan, padahal ditanam

diatas tanah peninggalan erpacht Belanda.
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Sistem perkebunan inti rakyat (inti-plasma) yang masing masing seclah
olah berdiri sendiri, hemat penulis membawa kelemahan kelemahan tertentu,
antara lain pengnsaha yang lebih kuat dapat dengan vesikanya mengolah int
lebih dahulu dan melelakkannya pada tahan yang subur, sedangkan areal untuk
plasma digarap paling ujung dengan melet.akkmmyé. dilahan yang asal jadi. Cara
ini dapat mengundang kecemburuan pemilik plasma dan ketidak puasan mana
dapal ditumpahkan melalut pembakaran dan penebangan batang batang pohon
sawit. Gejolak sosial ﬁ'ang tidak sekali dua terjadi seperti ini timbul akibat
adanya dua macam kepemilikan yang berbeda, narmun dijalankan oleh satu
tangan. Agaknya solusi terbaik adalah dengan melebur perkebunan plasma dan
inti kedalam milik bersama dan sebagai gantinya pengusaha memberikan saham
perusshaan kepada warga. Artinya warga setempal dilibatkan sebagai pemilik
perusahaan melalul penggantian areal plasma kedalam saham dan memperoleh
keuntungan dari laba produksi. Wakil yang dipercaya oleh pemegang szham
dari warga persekutuan harus pula ditempatian dalam kepengurusan dan
direksi, Dengan demikian perusahaan dapat lebih memfokuskan perhatiannya
kepada pertumbuhan produkst tanpa terganngu olch gejolak gejolak sosial yang
dipicu warga.

Dari aspek sosial budaya, melunturnya pola hubungan mamak-kemenakan
dalam kekerabatan matrilineal sebagai suatu hal yang merugikan, ternyata dapat

memicu lebih eratnya hubungan orangtua-anak, dan selanjutnya membuat




orangtua lebih bertanggung jawab terhadap masa depan anak anak mereka tanpa
harus mengaﬁdalkan peranan mamak. Begitu pula dengan kerugian lain berupa
makin pudarnya nilai nilai kebersamaan (komunal), tampaknya memicu pula
sikap kemandirian yang lebih siap menantang arus globalisasi dan persa.ingaﬁ.

Terdapat memang plus minus dampak penggunaan tanah tanah ulayat oleh
pengusaha pérkebunan di Pasaman, sehingga cukup sulit ditentukan mana
diantara kedua dampak itu yang lebih dirasakan. Namun untuk sementara ini
perﬁﬂis berkecendrungan bahwa dampak negatifiah yang lebih mengémuka.
Kekuasaan mamak terhadap tanah tanah ulayat yang mulai mencoba melepaskan
diri dari kontrol katm perempuan ternyata mempermudah timbulnya kolusi dan
peﬁya]ah gtma:l«m. kewenangan lainnya. Selanjutnya keuntungan keuntungan
ekoﬁomi yang tidak merata dan dinikmati segelintir orang, menyebabkan
munculnya garis garis pelapisan sosial yané makin menqqlok, hal mana‘tida.k
dijumpai sebelumnyal dan juga tidak pada ranah matrilineal lainnya yang tidak
torusik pengusaha perkebunan. ..

Banyaknya pendatang dari luar, terutama dari Sumatera dan Jawa yang
mencoba peruntungan diwilayah_ryang jadi primadona perkebunan ini setidaknya
untuk wilayah Sumatera Barat, memang membuat denyut nadi wilayah ini
semakin hidup dan kian kayénya budaya setempat, tapi tak pelak juga

mengundang kerawanan dan konflik konflik yang terkadang berbau sara.

131




Memang seperti dikatakan Merton, suafu pranata sosial dapat menjadi
fimgsional terhadap suaty unit sosial tertentu, seperti akibat-akibat positif yang
diterima 'iembaga. pemerintahan dan pengusaha, namun dapat menjadi disﬁmgéi
bagi unti sosial persekutuan matrilineal, antara lain bergesernya strui{tur
kekerabatan masyarakat dalam pola ﬁtxblmgan mamak-kemenakan yang semula
term:;a kental kian rﬁenjadi meﬁipis. Akibatnya .seomng anak kemenakm di
Minang Kabau yang semula punya dua sand‘ars;n ekonomi yang kukuh yakni dari
orang tua dengan modal pusaka rendah dan dari mamak dengan modal pusaka
tinggi berupa tanah ulayat kini justru kehilangan satu sandaran dari mamak
{antaran senrakin xnénipisnya hak ulayat.

Belajar dari beberapa dampak yang merugikan di atas, kiranya sudah
saatnya unfuk dipikirkan memberikan kucuran kredit langsung kepada wargi
de_ngﬁn lebih dulu menghimpun mereka dalam suatu wadah perekonomian
seperti koperasi; dengan agunan lahan perkebunan itu-‘ sendiri, Keaktifan
p‘e‘mlerint:alh seiakul pengaw&a, pembimbing maupun fasilitalor sangat
di;iérlukan. Banyak sarjana pertanian yang dewasa ini menganggur dapat
diberdayagunakan oieh pemerintah maupun masyarakat dalam upaya

meningkatkan pengembangan dan produktivitas perkebunan.




BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
|. Kabupaten Pasaman di Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dan 10 wilayah
kecamatan dengan dua diantaranya yakni Kecamatan Pasaman dan Kinali
dengan Inas wilayah 127.210 Km2, merupakan tempat yang sangat cocok
untuk usaha perkebunan sawit. Selain usaha perkebunan yang dikelola PTP
T diatas tanah bekas hak erpacht, kini terdapat 8 peruzahaan (5 PMDN dan 3
PMA) vang beroperasi diwilayah ini dengan rencana luas lahan seluruhnya
mencapai 59.830 Ha dan 80% diantara luas terzebut berasal dari tansh tanah
ulayat.
2. Ada dua faltor penyebab yang mendorong warga persekutuan setempat
melepaskaﬁ tanah ulayat mereka nntuk kepentingan pen gus:ahz;, yakni |
a.  Faktor internal, meliputi :
- Alazan ekonomiz.
- Alasan alasan yang bersifat religius.
. Penafsiran terhadap pelepasan hak yang dianggap tidak
‘memperalihkan hak milik
b. Faktor eksternal, meliputi
. Tekanan dari pemegang kekuasaan.

- Trauma psikhis oleh Inka sejarah.
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7. Pelepasan tanah ulayat untuk kepentingan usaha perkebunan diatas menempuh
dua pola:
a. Mengiknti ketentuan hukum agraria nasional
Pelepasan tanah dalam pola ini lebih tertuju pada ulayat suku serta ulayat
nagari dan dilakukan melalui pembebasan hak atas tanah, dengan
mengikuti prosadur bertkut :
1; Pengajuan.izin lokazi oleh bengusaha kepada BPN.
2. Penguruzan bukti-bukti pelepasan hak.
3. Pengajuan permohan HGU.
b. Mengikuti ketentuan hukum adat
Pola kedua ini lebih banyak dilakukan untuk pelepﬁsan hak ulayat kaum
dengan cara jual beli adat yang dilakukan secara funai dan ferang
(basuluah matohar, bagatanggang malo rang banyak = bersuluh matahari,
bergelanggang mata orang banyak). Lazimnya clengaf} dibuat perjanjian
tertulis diatas kertas zegel, ditanda tangani kedua pihak dan saksi yang
pmumnya dari batas sepadan dan pucuk nagari
4. Pengaruh hukum khususnya tenfang kebijakan untuk penggunaan tanah ulayat
oleh investor, ternyata membawa perubahan sosial yang tidak kecil kedalam
masyarakat matrilineal. Ia menyentuh sisi yang paling uml\ dalam struktur
kekerabatan ditandai dengan makin bergesernya pola hubungan mamak -
kemenakan kepada pola hubungan orang tua - anak. Kontrol t_efhadap

kekuasaan mamak oleh kaum wanita dalam masing-masing kaum' semakin
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terlepas, sehingga hak ulayat semakin menipis karena mudah diperalihkan

ninik mamak tanpa alagan yang patut menurut adat dan tanpa perlu takut

terhadap kutukan atas pelanggaran sympah pasatiran. Akibatnya volume
interaksi sosial dengan mamak men adi berkurang,

Mamak tidak lagi diletakan dalam japisan sosial yang lebih terhormat,
dan tempat pengaduan nasib, sebalilnya tanggung jawb sosial ekonomi
mamak terhadap rumah tangga kémenakan semakin dangkal. Biasanya ganti
rugi atas tanah uvlayst yang permuara kedalam keluarga batih mamak dan
kantong mediator dari elit kekuagaan menciptakan batas pelapisan sosial yang
lebih kongkrit.

Dengan demikian terjadi  pergeseran nilai-nilai sosial, dimana
nilai-nilai luhur tradisional yang bercorak komunal tolerantif tergantikan oleh
nilai-nilai yang cenderung, ekonomis individualistis '

. Disamping keuntungan-keuntungan  yang diperoleh w;arga persekutuan
matrilineal sebagai akibat dari penggunaan tanah ulayat mereka oleh
pengﬁsaha antara 1aiﬁ berupa l;ian terbukanya jalur transportasi, tertampung
nj,-'a. sejumlah w;arga ui1fuk bekerja  diperkebunan sawit, makin
terkoﬁsenﬁ’asinya pikiran sepfaﬁg‘ bapak terhadap kelﬁai'ga batihnya dan
terpicunya semangat Kkemandirian warga, terdapat pula banyak kerugian yang
diderita. antara lain ; tidak pulihnya hak-hak warga atas has‘il produksi kebun
plasma mereka, ganti tugl yang tidak seimbang dalam pembebasan_tanah,

mekanizme vang tidak jelas dan kurang transparan dalam pengelolaan

135



perkebunan sawit membuat mudah terjadinya kolusi antara ninik mamak,
®

mediator dan pengussha, luntur “nilai-nilai luhur tradisional yang bersifat

komunal, timbul pelapisan sosial yang kian kentara dan banyaknya petani

vang kehilangan [ahan garapan.

B. Saran-saran
Terhadap perniasélahan yang. timbul sebagai akibat pendaya gunaan hak
ulayat oleh pengusaha supaya kelak menguntungkan semua pihak, penulis
menawarkan saran-saran berikut
1. Pembagian perkebunan inti dan plasma melalui pola kemitraan yang dikelola
oleh satu tangan karena mengandung banyak kelemahan, maka zebaiknya
dihapuskan, sedangkan kepadé mereka yang sedianya menjadi pemegang
kebun plazma dilibatkan menjadi pemegang saham perusahaan. Wakil yang
dipercaya oleh pemegang saham dari golongan im harus pula diberi
kesempatan duduk dalam kepengurusan dan dewan direks.
Dengan dilibatkanya warga persekntuan kedalam peruzahaan diperkirakan
dapat memperkecil penyimpatgan-penyimpangan, yang bila tidak dilakukan
dapat menyulut gejolak sostal yang merugikan tidak saja investor juga warga
setempat.
1. Banyaknya lembaga pemerintah yang dilibatkan dalam p‘engurusan uzaha
perkebunan justru terkesan tidak efektif dan terjadi saling lempar tanggung

jawab, maka perlu penyederhanaan serta membentuk lembaga khusus yang
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bertugas mengawasi dan bertanggung jawab alas pulihnya hak-hak warga
setempat. Lembaga khusus ini diisi oleh kekuatan-kekuatan formal dan informal
seperti orang-orang dari 7igo tunghu sajarangan.

Hasil musyawarah untuk pelepasan tanah harus dibuat secara tertulis yang
secara rinci juga memuat ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin hak-hak
warga, seperti ; waktu tanam dan waktu penyerahan, hak pemilihan lahan dan
perlindungan terhadap harga jual. Para pengusaha hendaknya juga lebih arif’
dalam membaca makna simbolik dalam berinteraksi dengan warga persekutuan
matrilineal. |

Sebaiknya pemerintah melarang dimulainya penggarapan lahan selama HGU
belrum diturunkar, sebab usia tanam dapal direkayase terhitung sejak lahirnya
HGU yang sengaja diwrus Jambat, walau fakta menunjukkan balwa sawit telah
berproduksi saat HGU lahir.

Sudah saatnya untuk dipikirkan pemberian kridit langsung 'kepada warga untuk
dimanfaatkan membuka Jahan perkebunan sawit dengan ieb{ih dulu menghimpun
mereka dalam wadah koperasi dengan agunan lahan perkebunan itu sendiri.
Pemerintah yang berdiri selaku fasilitator, pengawas dan pembimbing dapat
pula mengaltifkan sarjana-sarjana pertanian yang dewasa ini banyak
menganggur. Imbalan untuk para sarjana yang sebenamya sangal potensial itu

untuk jangka panjang dapat diberikan sekapling lahan sawit.
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¢, Konstribusi Teori,

Dari hasil temuan penelitian dan kesimpulan

dirumuskan beberapa konsep teori sebagai berikut:

L. Perubahan dalam tata nilai di masyarakat meru-

pakan fungsi dari sistem produksi .

2. Kemajuan dalam industrialisasi berbanding ter-

balik dengan tatanan nilai nilai tradisional.

3. Ketimpangan sosial ekonomi berkorelasi dengan

ditinggalkannya aspek mores pada produk hukum.
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